
BUPATI CIANJUR

PERATURAN BI'PATI CIANJUR
NOMOR 37 TAIIUN 2015

PDTUNJUK PEI,AKSANA]Aj{ PBIICADAAN BARANG/ JASA PEMDRINTAH
XABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPA'I] CIANJUR,

bahwa asar dalam pengadaan barang/jasa Penerintah
Kabupaten Cianjur dilaksanakan secara efisienl
terbuka, kompetitil sesuai de.gan pnnsip p.insip dan
etika lengadaan, pe.lu adanya petunjuk pelaksanaan
pensadMn barars/jasa di lingkungd Peme.i.tah

bohtra b"rdds. ("r !-- n b-.gcn --oagarmdn,
dimaksud dalam hurul a, lerlu menetapkan Peraturan
Bupari tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten cianjur Tahu.
2016;

Undang Undang Nomor la Tahun 1999 tentan8 Jasa
Konslruksi (Lembaran Nega.a Relublik lndonesia
Tahun 1999 Nomor 5.1, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3a33);

Undang-Undang Nomo. 23 Tahun 201:1 tenlang
Pemennhhan Daeran (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55a7)
sebagaimana telah bebe.apal<ali diubah terakhir
dengan Undang Undang Nomo. 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Aras Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indoresia Tahun 2015 Nomor 5a,
Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomo.
56791i

Perdru.an Pem€.intah Nomo. 5a Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembard Negara
Relublik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,.Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457all
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Perau.an Pemerinrah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedomarl Peqrusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo. 4585)i

Peratu.an Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraa.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nesara Republik
lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Neeara Republik lndonesia Nomor 4593);

6. Pe.aturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Peogadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peratu.an
Presidcn Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
kempat Atas Peraturan Presiden Nomo. 54 Tahun
20lO tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerinrah
[€mbaran Neeara Relub]ik Indonesia Tahun 2015
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor s6ss);

7. Peratu.an Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
teniang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberaPakali diubah terakhir dengd
Peratu.an Me.teri Dalam Negeri Nohor 2l Tahun 2011
tentang Pcrubahd Kedua Atas Peratu.an Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerahl

a. Peraturan Menteri Dalah Negeri Nomor 53 Tahun 2007
tetltmts Pengavasan Peratu.an Daerah dan Peratura!

9. Peraturan Menteri Pekeriaan Uduft Nomor
11lPRTlMl2Aa7 Fntans Pedoman Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

10. Pcratu.an Kepala Lembaga Lembaga Kebijakan
Pensadaan Barang/Jasa Pemerinlah Nomor 5 Tahun
2012 tentang Uni! Layanan Pengadaan sebagaimma
telah beberala kali diubah terakhlr dengm Peraluran
(cpala Lembaga Kebijakan Pencadaan Barang/Jasa
Peme.intah Nomor 5 Tahun 2015 Tenrang Perubahan
Kedua Atas Peraturan (ePala L€mbaga (eblakan
Pengadam Barang/Jasa Peherintah Nomor 5 Tahun
2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Nesara
a"p .ohk I' do'"s a 1a5" )0.q No 1o- tol ,

11. P€.aturan (epala Lembaga Kebjjakd Pengadaan
Baraog/Jasa Pemerintah Nomb. 13 Tahun 2012
tentang Pengumuma. Rencana Umum Pengadaan
Barang/Jasa Pemeri.tah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor I111)r
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i2. Peraturan Kelala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemeriniah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Petuniuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Peme.intah sebagaimana telah bebcrapakali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomo.54 Tanun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerif,tah (Berita Negara Republik
Indonesia'lahun 20r2 Nomor 1237)i

13. Peraturan Kepala lf,mbaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemeriniah Nomor 15 Talun 2012
tentans standar Dokumen Pensadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Nega.a Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 1238);

1.+. Pe.aruran Kepala Lembaga Kebiiakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerinlah Nomor I Tahun 2015 tenrang
E-Tendenng \Betira Negara Republik lndonesia Tahun
20la Nomor 157);

1s. Peraruran (epala Lembasa Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015
tentang E Prrch$ing (Be.ita Negara Relublik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 754)

16. Peratu.an Mente.i Pekerjaan Umum Nomor
OT IPR'tlMl21ll lentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi
Pemerintah sebagaimana telah beberapakali diubab
terakhir dengan Peraturan MenEri Pekeriaan Umum
dan Pe.umahan Ral':rat Nomo. 3l/PRT/M/2o1s
lenrang Pe.ubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Peke.jaan Umum Nomor 07lPRI/M/2011 Te.tang
Standar dan Pedoman Pcngadmn Pekerjaan Konstruksi
dan Jasa Konsulransi lBenia Nesara Republik lndonesia
Tahun 20I5 Nomo. 1245)i

17. Peraturan Mente.i Dalam Negeri Nomo. 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penlusunan Anggaran Pendapahn
dan Belanja Daeral Tahun Anggarm 2016 B.rita
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903)i

1a. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Peme.intah Nomor 18 'tahun 2014
tentang Daltar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah lBerita NegaraTahun 2014 Nomor 1226);

19 Peraturan Kcpala Lembaga (ebijakan Pengadaan
Ba.ans/Jasa Pemeri.Eh Nomd. 19 Tahun 201'1

tenlang Pembayaran Prestasi Pekerjaan Pada Pekerjaan
Konstruksi (Berita Neeara RePublik lndonesia Tahun
2014 Nomor 1732)i



20. Peraturan (epala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Nomor 1l Talun 2014 tentang
whbtleblowins svslem Pengadan Barang/Jasa
Peme.inrah sebagaihana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Peme.intah Nomor l1 Tahun 2015
tentang Perubahan Aras Peraturan (epala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Ba.ans/Jasa Nomor 1l Tahun
201.1 teniang Whisnebbuing sgs,ea Pengadan
Barans/Jasa Pemeintah (Berita Nesara Republik
lndonesia Tahun 2015 Nomor 586)

21. Peraturan Daerah Xablrpaicn Cianjur Nomor 02 Tahun
2007 renrang Pengelolaan ]<euanean Daerab (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianlur Tahun 2007 Nomor 02 Seri
D];

22. Peraturan Daerah Kabupaten cianjur Nomor 03 'lahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cianjur 'lahun 200a Nomor 03 seri
D);

23. Peraturan Daerah Kabularen Cia.jur Nomor 07 Tahun
2008 tenlang O.ganisasi Pemerintahan Daerah dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
cianjur (Lembaran Dae.ah Kabupaten cianjur 'rahun
2ooa Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah beberapakali
diubah terakhir denean Peraturan Daerah Nomo.9
Tahun 2013 tentang Perubahan Keriga Atas Peraturan
Dr"r-h ,Jomor 0/ l" Jr ,,008 FnranS Or8".r.,.'
Pemerinlanan Dae.ah dan Pembentukan Orearisasi
Peranskat Daerah Kabupate. Cianjur (Lembaran
Daerah Kabulaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9)i

MEMUTUSKAN :

PER,{TURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENCADAAN BARANC/JASA PEMERINTAH (ABUPA'IEN
(]IAN.]I'R TAHIJN 20]6

BAB I
(ETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengd:

L Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Pemenrtah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonoft
sebaeai unsur pcnyeLengga.a pemerintahan daerah.

3 Bupali adalan Bupati Cianjur.



4, Pemrgkat Daerah adalah organisasi/lembaga Pada pemerintah daerah
yang be.tansguDg jawab kepada Bupati dalam lenvelenggaraan

5. Organisasi Perangkat Dae.ah, tmg selanjutnya disingkat OPD adalah
org;nisasi perangkat daerab di lingkungan Peme.intah Kabupaten
Cianjur selaku Pengguna Anggaran.

6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Dae.ah Kabuparen

7. Lembdga Tcknis Daerah yang terdiri dari Badan atdu ranror adalah
unsur penunjang Pcmerintah Daerah Kabupaten cianjur.

8. Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, vang selanjutnva
.iisingkatt BLPBJ adalah lembaga teknis daerah vanB mempunvai tugas
membantu Bupati dalam menyelengga.akan penvusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelavanan dan pembinaan

Pengadaan barans/jasa.

9 Pcgawai Negcri sipil, yang sclanjutnya disingkat PNS adaLah Pegas'ai
Neseri Sipil di linekungan Pemerintah KabuPaten Cianjur

lO. Anssaran PendaPatan dan Belanja Daerah, vang selanjutnla disingkar
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan dae.ah yan8
dibahds dan clisetujui bersama oleh Peme.intah Dae.ah dan DPRD,
serta direlapkan denga. Pe.aturan Daerah.

11. Pcngadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjulnva disebur
Pen,adaan Barans/Jasa adalah kesiatan unluk memleroleh
barrns/jasa oleh organisasl Peranskat daerah vang prosesnva dimulai
dari lerencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan
untuk memperoieh barans/jasa.

12. Leftbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah vang
selanjutnya disebut LKPP adalah Lembasa Pemerintah vang be.tusas
mensembangkan dan merumuskan k€bijakan Pengadaan Barang/Jasa'

13 Pe.Cguna AnBgaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah (epala OPD

seuaai pemegang kewenansan penggunaan anssa.an u'tuk
melaksanakan tugas pokok dan lungsi OPD vang diPimPinnva

1.1 [uasa Pensguna Anggaran, yang se]anjutnva disingkat KPA adalah
pejabar yanS diberi kuasa dengan lieputusan Bupaii untuk
mclaksanaka; sebagian kesenangan PA dalam melaksanakan sebagian
tugas da! lungsi OPD.

15. Pencguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewendn€an
penggunaan Uarang dan/atau jasa ftilik ne8ara/daerah di masins'
masing OPD, yaitu XePala OPD.

16 Peiabat Pembuat Komitmen, Yans selanjurnva .lisingkat PPK adalah
pejabat rang diangtat oleh PA/KPA vang berlanggungjas'ab atas
p.,"\:dn".' De'edoddn b.'"ng c'"

17. K€lompok Kerja BLPBJ, yang selanjutnva disebut Pokja adalah

kelompok kerja pada Badan Lalanan Pengadaan Barang dan Jasa ]'ang
terdni atas 

_peisonit 
yang memiliki serlillkat keahlian pensadaan

baEnc/jasa ]ane mcmpunyai tugas melaksanakan pemilihan penvedia



ls. PejabaL Pengadmn adalah personil yang dirunjuk untuk melaksanakan
Pcngadaan Langsung, Penunjukd Langsung dan E,Drrch6i49.

l9 Panida/Pejabat P€nerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/Pejabat vang
direlapkan oleh PA/KPA yang be.tugas tuemerjksa dan menenma hasil

20. Admin SiRUP adalah stal OPD yang ditunjuk oleh PA untuk
melaksanatan pengumuman RUP melalui lo.tal pengadaan nasional/
LPSE,

2t. Apa.at Pengawas Intern Peme.intah atau penBarvas intern pada

inslitusi lain, yang sclanjutnya disebut APIP adalah aparar vang
melakukan pengas'asan mclalui audit, .€ri€u, evaluasi, pemantauan
dan kegiatan pcngasasan lain terhadaP lenyclenggaraan tugas dan
funesi organisasi.

22 Pcnyedid Barang/Jasa adalah badan usaha atau o.ang perseorangan
yane menrediakan barans/Peke.jaan konstruksi/jasa konsuLtansi/iasa

23. Panlria Peneliri pelaksanaan kontrak adalah panitia yang dibentuk oleh
PA/KPA untuk meftlanru PP( dalam melaksanakan kegiatan penehian
dokumen honirak apabila lerjadi perubahan yang silatnya mendasar
serclah kontrak dnandarangani.

24. Direksi Lapansan adalah tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan
oleh PPK, te.diri dari r (satul orang atau lebih, yang ditentukan dalam

Lhusus kontrak untuk mengendalikan pelaksanaan

25. Dir€ksi Teknis adalah tim pendukung yan8 ditunjuk/ditetaPkan oleh
PPK untuk mengawasi pclaksanmn pekerjaan konstruksi.

26, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiaian, yang selanjutnya disingkat PPII<
adalah pejabat yans ditunjuk oleh PA/KPA uniuk melaksanakan/
mengendalikan salu atau beberapa kesialan dari suaiu program sesuai
dengan bidang tugasnl a.

27 Pclaksana Kcgiatan, ]ang sclanjuinya dlsingkat PK adalah peiabat vans
dirunjuk oleh PPK untuk membantu PPI'K melaksanakan/
mengendalikan satu atau bebe.apa kegiatan dari suatu Prosram sesuai
dengan bidang tugasnya

2a. Kcgiaran adalah bagian dan program yang dilaksanakan oleh OPD
sebagai bagian dari pencapaian sasaran reruklt pada P.osram rersebut
dan re.di.i dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berula
pe.sonili barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesenua jenis sumber dava tersebu!
scbasai masukan (inp!i) untuk menghasilkan keluaran (oztPxt) dalam
bcntuk barang/jasa pada janska waktu rcrrentu ddd batas anegaran

29 Pakta lntegritas adalah surar pcrnyataan varig berisi ikrar uniuk
mcnc€gah dan ridak melakukan kolusi, korupsl dan nepotisme dalaD
pengadaan barans/jasa.

30 Pakel Peke.jaan adalah rangkaian kegiatan terukur vang memberikan
keluarm (oLlpr!) berupa ba.ane/jasa densan lunssi tertenlu dilakuka.
pada kurun wakru dan lokasi tertentu yang merupakan penunjang
berjalann,a kesiatan.



rr Br-.u roddh <ei.dp b_ndd o"'1r b"tuulud md-oL r'oai b' ^vr 'd
to:'ritr n"uprn a"I oe,g',"" v"ns 'ap"' o o" das"nsi 'n' oro"("'
dipergunakan atau dihanlaatkan oleh Pengguna Barang

3, P.keriaan Konsrruksi adalah seluruh pekeriaan vang berhubungan
denq;n pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan rujud nsik

33 Jasa Konsultansi adalah jasa
keahlian lertentu diberbagai
adanya oLah pikir (rraiadare)

34 Jasa Lainnya adalah iasa yang membutuhkan kemampuan tertentu
\e'_'"rp""n l(irru,'Pr d"lam u'r' 'i' cr "'d

^".i- ,; ., o ic' " I d\ oi d' ..- JS"\b ' ' L\ me v-|"'rrk'r
," , i"k' ,a, "r^ u rg.l, o.{_ raan d-n s'cJ prn'?oi"ra F\! sc di''

lasa r<onsurransi, lelakaanaan pekeriaan konsrruksi dan pensadaan

35. lndustri Kreatil adalah indusri vang berasal dari pemanlaatan

kreatifitas, gagasan orisinal, kereramlilan serta bakat individu untuk
menciptaka; - kesejahteraan se.ta lapangan pekerjaan meialui
penciptaan dan pcmanlaaian daya kreasi dan dava cipta'

36. Str'ahelola a.lalah pensadaan ba.ang/jasa dimana pekerjaannva

dirercanakan, dikerjaka; dan/atau diavasi sendiri oleh oPD sebasai
penanseuns jasab anssaran, instansi pemerintah lain dan/atau
kelompok masYa.akat

37 Kontrak Pengadaa. Barang/Jasa,
adalah perjanjidn rertulis anrara
arau pelaksana swakelola

layaran prolesio.al yang meft butuhkan
biddB keilmuan Yang dengutamakan

yang selanjutnYa disebut Koni.ak
PPK densan penyedia barans/jasa

3s Dokumen Penga.laan adalah dokumen lang ditetapkan oleh kelompok
kcrja p€jabala pengddaan yang memuar intormasi dan ketentuan vans
ha;us-.lihari oleh para Pihak dalam proses Pensadaan ba'ang/iasa

39 Sertilikai (eahlian Pengadad Barang/Jasa adalah tanda bukri
pcngakuan dari Pemeriniah aias kompetensi dd keoampuan prolesi di
bidang pengadaan barans/jasa.

4r P'le-a_era L' rr !d l" m too' fPm" "i p!'\_or" b' "'"
ocrro -n "o I *-. I \a drnr\. ' 'uk._nJ" oPk'J"dn vrag d"od
,r,,t', "r.h em,- De;\.aa b","ne/prr", a"- \orJruksi j":a t" r\r
r-ang ftemenuhi sIa;at.

.1r PelelanEan Terbatas adalah metode pemilihan penvedia barang/
pekcria;n konst.uksi .lengan junlah penvedia vans mampu
;claisanakan diyakini terbat;s dan lrntuk Pekerjaan vang koftpleks

42 P€lelanga. Sederhana adalah metode pemilihan penvedia barang/.iasa
lainnva- untuk pckeriaan vane bernilai paling lingsi
Po - uOO.OuO OOu Ou,,.n ' m'''" 'JP''hr.

43. Pemlihan Langsunc a.lalah metode pemilihan penvedia Pekerjaan- t"."t^L"i "_"turi p.ter:aa" vans bernilai paling tinggi

Rp s.ooo.ooo.OOo,oo (lima miliar.uPiah).

44. Seleksi Umum adalah ftelode pemilihan penvedia jasa konsultansi
uDtuk pekerjaan ydg daPar diikuti oleh serua penvedia jasa

konsuLtansi vans memenuhi slarat.
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45. S.lcksi Sede.hana adalah mebde pcmilihan penvedia jasa konsultansi
untuk jasa konsultdsi yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00
(dua ralusjuta rupiah).

.o S )clb,." "d.1,. n.'ode pemrlh.' p_r.to.d 'ds. \rng
memp."rlombakan gagasan orisi.al, kreatifitas dan inovasi tertentu vang
harga/biayanya tidah daPa! ditetapkan berdasarkan harga satuan.

47. Konres adalah metode pemilihan penvedia barang lang
hemperlohbakan ba.ang/benda te.tentu vang tidak mempunvai harga
pasa; dan yans harca/biayanya tidak daPar ditetapkan berdasarkan

a8. Penunjukan Langsung adatah metode pcmiLihan pelvcdia barang/iasa
.lcnsa; cara menunluk langsune 1 (satu) penvedia barans/jasa'

.19 Pengadaan Langsung adalab pengadaan barang/iasa langsung kepada
pentedia barans/jasa, tanPa melalui Pelelanean/seleksi/penunjukan

50. sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti

P 1'Eo/L '1 dd'. rror P"'"r ' dra L"m"mD r" Dr 'le'
dibidans peneadaan baranc/jasa.

sl. Lrsaha Mikro adalah usaha produktil milik orang pe'seorangan
dan/atau badan usaha yans meme.uhi krireria usaha mik'o
sebaeaimana dituaksud dalam Undang-Lrndang Nomor 20 Tahun 2004
tcntang Usaha Mikro, KeciL dan Mene.gah

52 Usaha l(e.ii adalah lLsaha ekonodi produktillang be.di.i sendiri, vang
dilaklrkan oleh orang P€rorangan atau badan usaha ]ang bukan
mcNpakan anak Perusahaan atau blLkan cabang perusahaan vang
diniliki, dikuasai, arau menjadi basian baik lanssung maupun tidak
langsung dan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
triGru usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UndanB Undang
Nomo.20 Tahun 2OO8 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah'

53 P€k€rjaan Kompleks adalah pekerjaan yang
rinpsi, mempunYai risiko iinggi, menE8lrnaka.

meme.lukan teknologi
pe.alatan,ang didesain

khusus dan/atau peke.jaa. ,vans bernilai
Rp lOO.OOO.OOO.OOo,oo (seralus miliar rupiah).

5.+ Pengadaan secara elekt.onik atan E Prcerement adalah pengadaan
bar;s/jasa yang dllaksanakan densan mensgunakan teknologi
rnlormasi aan iraniatsi eleklronik sesuai dengan keten!uan Perundang'
undangan yang meliputi e ?e4denngdan e Seleksi

55. La)anan Pengadaan seca.a Elekt.onik,,ang selanjutnva disingkal
LPaE adalah unn kerja OPD yang dibentuk untlrk menvelenggarakan
sistem pelayanm peosadaan barans/iasa secara elektronik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cidjlt.

Jo Apll'd{ SDSL ooc' .' rP'.ic i De'rng(. ,-nsk j Len D n33d'on
c- r. r _[ r'nil rcPS-] o, b"'.' s'b .!ng '_ T3'cr8 di 'ep"'
La,'anan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) atau seNer Lemta8a
Kebrjakan Pogadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) vang dapal
diak.ses melalui$ebsn€ LPSE atau Ponal Pensadaan Nasional'



57. ETenderinq adalah tata cara pemilihan penvedia barang/iasa vang
dilakukan seca.a terbuka dan dapat diikuri oleh semua penvedla

barang/jasa yanc rerdaltar pada sisteft lensadaan secara elekronik
dengan iara ncnyampaikan I Gatu) kali penasara! dalam {aktu vanc
relah direntukarl.

58. E Lelang adalah meto.le pemilihan Penv€dia barang/pekerjaan
konsiruksi/jasa lainnyasecara elekholik untuk semua pekerjaan vdc
dapat diikuii oleh semua Penledia ba.ane/pekerjaan konstruksl/jasa
lainnya yang memenuhi syarat

59. E Seleksi adalah metode pemilihan penvedia jasa konsultansi secara

elektronik untuk seoua Pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua
penl,edia jasa konsulransiyangmemenuhi slarat.

60. (atalog Elektronlk atau E Cotdlogu€ adalah sistem inlormasi elektronik
yang memuat dalta., jenis, slesinkasi teknis dan harga barang rertentu
dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

61. E-Purchdsing adalah tala cara pembelian baraog/jasa melalui sistem
katalog elektronik.

62. Tim Karalog adalah Tim yang ditelapkan oleh BuPari arau Pejabar )ang
dilunjuk oleh Bupati unruk melakukan P.oses pemiLihan Penvedia

Bara;g/Jasa yang akan dicotumkan dalam (atalog Eleklronik.

63. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbanc sistem inlormasi
el€ktronik yans terkaii densan inlormasi pengadaan barang/jasa secara

nasional yans dikelola oleh LKPP

64- Po':al e P.odrement Pemerintah Daerah, vans selanlutnya disebui
Potta\ e-Pratu ement adalah sistem inlo.masi e Proa€m€nt berupa
program komputer berbasis oeb yang dikelola oleh lavanan Pengadaa'
secara elektronik.

65. User id adalah nama aiau pengenal unik sebagai identitas di'i dari
pengsuna yang digunakar untuk berope.asi didalm aplikasi SPSE

6a,. Passuod adalah kumpulan ka.akter atau slnng vans digunakan oleh
Pengguna untuk memverifikasi lseridkcpada aplkasi SPSE

67 Sistem Informasi Kineria Penyedia Barans/Jasa vang selaniutnva
disebut SIXaP adalah aplikasi yang meruPakan sub sisrem dari Sistcm
Pengadaan Secara Elektronik ymg digunakan unluk mengelola
Inldmasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa dan dikembangkan oleh L(PP'

68. Surat Jaminan, Fng selanlutnva disebut Jaminan adalah laminan
tertulis yang bersiiat mudah dicairka, dan ridak bersvarat

tuncandiliandi, yans dikeluarkan oleh bank umum/Perusahaan
;enjaninan/perusah;a. asuransi vans diserahkan oleh Penledia
6".""911.". t.p"a. PP(/PoKJA unruk medamin terpenuhinva
kewajiban !enyedia ba.ans/jasa.

69. Pembinaarl Usaha a.lalah uPaya vang dilakuk.in untuk mesujudkm
re.laksananva bclanla lanqsuns.



70. (emitraan Usaha adalah keiasama usaha antara pcnyedia barans/
jasa dalam neseri maupun densan lua. neseri yans masins masi;s
pihal mFmp' )a. .a^. Le.r'-jib"' ddn ranBg..g k\ro )dg jrt"a
be.dasdkan kesepakatan bersama ydg dituangkan dalao perjanjian

7l PengNasan adalah p.oses kcgiatan yanB ditujukan unruk menjamin
agar pelaksanaan belanja daeral belala. secara etisien dan efekrit
sesuai dengan rencana dan kerenruan peraruran perundang-undangd

72. luhistleblauing S9s,em adalah sisrem untuk memproses pengadauan
yary dapat dimdlaarkan oleh irftsrtebiouer unruk mengadukan
dugaa. pelanssa.an di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

73. whisiLebtouer adalah orang dalam lingkungan OpD yang mcmiliki
inlbrmasi/akses inlormasi dan mengadukan perbuatan yang te.indikasi
penyimpanearl dalam proses Pengadaan Ba.ang/Jasa yang lerjadi di
dalam organisasi pengadaan tempat dimana orang tersebut bekerja

Basian Xedua

Maksud dan Tl'juan
pasat 2

11) Maksud ditctapkann).a perunjuk pelaksanaan pensadaan barans/jasa
adalah untuk memberikan pengaturan lebih lanjut tenrang pedsadaan
barans/jasa asar dapat dilaksanakan sesuai densan prinsip-prinsip dan
erikd pensadaan

(2) Tujuan .literapkannya pciunjuk pelaksanaan pengadaan barans/jasa
adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaa. pengadaan barang/
jasa, aBa. hasil dari seluruh kegiatan yans ditaksanakan metatui
pengadaan barane/jasa secara kuanritas dd kuatitas dapar rer.apai
sesuai dengan .en.ana dan totok ukur kinerja yang telah ditetapkan.

Eagian ltetiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan peneadaan bdang/jasa mencakup
pengaturan dan prosedur pelaksanam untuk:

!. Pengadaan barang/jasa di lingkungan peme.intah Kabupaten Cianju.
j'ang pehbiayaannta sebasian atau seluruhnla dib€bankan pada

b. l(egiaran yang meliputi penlusunan ren.ana, pelaksanaan pengadaan
ba.ans/jasa, monitorins, serta evaluasi kinerja pelaksanaan pengadaan
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BAB I]
PENCELOLAAN PENCAD,\AN BAR,CNC/JASA

Bagian Kesatu

. Tata Caia dan Jenis Pengadaan Barang/Jasa

Pasal:l

(1) 'rata cara peneadaan bdms/jasa yang dananya sebagian atau
seluruhnya bersumbe. dari APBN/APBD, pinjaman dalam negcri yang
diterima Pemeriniah Daerah, dan pinjamd/hibah Lud Negeri (PHLN),
mensacu kepada Peraturan Presiden Nomo. 54 Tahun 20lO tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana ielah bebe.apakali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 'fahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peiaturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Peme.intah.

(2) Apabila tcrdapat pe.bedaan antara kctentuan pensadaan ba.ang/jasa
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kelentua! pe.gadaan
barane/jasa yans berlaku basi pembe.i pinjaman/hibah luar neceri,
para pihaL yanB terlibat dalae kegiatan pengadaan barang/jasa dapat
menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipercunakan.

(3) Pelaksmaan pensadaan barans/jasa dllakukan melalui:

b Pemilihan penyedia barang/jasa.

(4) Jenis pe.gadaan barane/jasa meliputi:

b. Pekerjaankonstruksi;
c. Jasa konsultansil
d. Jasa lainnya.

Basian Kedua

Or8anisasi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

(I) orsanisasi pensadaan bdans/jasa untuk pengadaan melalui penyedia
ba.ane/jasa terdiri atas :

C, BLPBJJ
d. Pejabat Pensadaan Bdds/Jasa;
e. Panitia/Peiabat Penerima Hasil Peke.jaanl

(2) organisasi pensadad ba.ansljasa untuk pengadaan melalui sivakelola

,, PA/l<PA,

d Pe.dbJ' P-ngaclacn/ r'a P" gadtun.
e. Panitia/Pejabat Penenma Hasil Pekerjaan.

(3) Pensdgkalan dan pemberhentian Pejabat sebacaimana dimaksud pada
ayar (1) dan ayar (2) tidak te.ikat lahun anggaran.
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ar PA KPA ddl PoK 6pdb"J d,p"rlL<an d"p. o,b. r' ol'h um 'eknis dEn
'rm pc_d' {ung j.'8 o-n).in}" ors'suark"n d"nB.n k"bJ UrM ul'Jk
pelaksdaan pensadaan barans/jasa. densan ketentuan:

a. Tim'leknis dapat terdiri da.i:
I Pannia/PejabatPenelitiPelaksanaan Kontrak;
2. Tim Uji Coba, dan lain-Lain.

b. Tim Pendukung dapat terdi.i dari:

2. Ditksi laPangan;
3. Direksi'Ieknis;
4. Konsultan Pengaras, dan lain lain.

c, Untuk peogadaan baranS/jasa melatui swakelola tim Pendukunc
dapat terdl.i dari:

l. PP'IK|

2. 'lim Swakelola, dapat terdiri da.i:
a) 'fim Perencana;
b) Tim Pelaksanai dan
.) Tim Pensawas.

Bagian KetiBa

PA

Pasal 6

(ll Dalam pelaksanaan lengadaan ba.ang/jasa, PA ftempunvai tugas dan

d. Menetapkan ren.ana umum pengadaani

b. Mengumumkan secara luas rencma umum pengadaan Paling kura'g
di uebsite Peme.intah Daemh;

Menetapkan pejabal pengadaanl

Menetapkan panitia/pejabat Penerima hasil pekeriaaii

1l Pemenang pada lelelangan atau penvedia pada penunjukan
,n"."ne ,n, rk p;kP pe.gadc-. oor.ng pPlFr aon \oa5r'uks
,.s" ," ..," o-e,. n.r". d: ".4' Pp '00.000 000 000 00 rs"t" u'
mi\,ar rupiah); atau

-, pe r-aan^ pad. ,"lF{.. ,,r' p.ry-d'd paoa DF'Jnrukd l-ngsL' e
ua uk p"k". penPadad ras" kon'ultdn.r d"nC"- nlai di zraq

Rp 1O OOO.OOO.OOO,OO (sepuluh milvar ruliah).

t

c. Mengawasi pelaksanaan mggAran;

Mcnyatupaikan laPoran keuangan sesuai
peraturan perundang_undangani

Menrele<a kan perselisil a.lara
p€nsrdaan, dElam hal rerjadi lerbedaan



t. Mengosac' Pent mPdn!n drn
FenBadaan bat'ns/l'sr

121 Sela'n rusa< p'k!k ddn k!v€na'gan
(tl ddlam hEldrPcrlukzn PA dEPal'

a Me.etapkan trm teknis an!'ra lain

I Panilia/Pejabat Peneliri Pelaksanaan

pemeliharaan seluruh dokumen

sebagaimana dimaksud Pada aYat

b. Men€tapkan tim ju'i/tim ahli untuk Pelaksanaan

sayembara/kontcs'
Bagian NeemPar

(PA

Pasal 7

't Re.dd>. .. n p_rr':Tbdng'n b"' dr b(L"' pc\e-J"J ' b_ d%r _ 
' 
""1"," 

-" ."-".-:,i... r. 
" 

pa. ., e e-s i- :i":'iil]";;Ili:l l:i:
"" ,-: , ^"n D_ .!!?_ d"n p"nse1o. r,,":fu",ii-"i ."p,; e-e. .

n.n mbdnean ob\Pkfll lainnla PA dap'I tr

:;;, ^ ;;1,;o-;'-- \FDdek' .Lr ' "'." .ii,"iFio"
o.b"'aPd oi)' "'_'-D"r P"d" u'" x r''rrr
p 1"6,' o. o. . ,' L_',' '" B _do"' l '' Lan 'l n DA 'eb'g" (P^

' l,LpJdd BuParr dLr'tJran\d !'la an:

"."^.'".,,1**La 
Bagian pada sckretarial n"cmh dan Kepala Bagian

Pada Sckrctariat DPRDi

o. 1"0"," u"tolu*lualai/sekreraris/Kepala Eidang pada Dinas/

Badan/ RSUD

, pe mDr\"n B",ensr S". DA ' D-ts" ' d d'nt" rd Ddd" dv"r ''- p"d"
'' 

"";::,;,,1' ;-","" ", 
. ddn, aPBD R"T6d" iPP r'Le'do\d' dP' ed4

i<epuLusan euPari

.r, \PA ! rLL ddad d-kon+rLi':: ddn *1'Il,::.,i:::::::'"J;"1
PA pad. [Fmtnreran/ LembagJ/lnstrtusr pr

-.,.";". . PA da'"m Pio'-' p'rsad" '' n"'"rs r" d )dns 'dak 
d"pd'

drl'mPahhJ. k'PJda liPA adalah

a. Menga{ asi Pelaksanaan ansgarani

" r-.', ", "". p'1"r'are e"od - 
tl::r-;;-;-.,":;' 

",::l'J$:."ff 
::

o€nunukan LanBruns untuK Palel .

:;;,J\:.',":. i,'.n - o'.c,n "r '' "'i' n" roo ooo 000'00000

(seraluS miLia"uPiah)i

Mer^'Jp^dn p(ne dn' oaod '_lFk{ a " i pr rck p'o' pe 'nrJr'n
,,^. .,.* ' "'' 

I p"""r p nS"dabn dq' korsLl " r' d"nctn a'l"r o'

.1li i""o oo; Ad'n" 'bo '-'"Fu' '' m"'d r 'pi"hr'

ro h-.."n" ed. PA o..an p,c r o"n8"o!11"'"#"J"*"-J:;t" ',"" 0""'
drl,mp.h[3n kepada KPA !ane be tnoaK s

- Men."rc:d'\" De "L''n"' 2' ' " P'N d're'n Po\ P""b"'
" ;1.;""-" ,,,, *"" ' 

o i"o' P"aF': 1' h"'rD'kF'&n:

o. r.,io.nu- sanksi pencanruhan dalam dartar hnam Pada paket

kesiatan rcrkairl



c. Mcnyatakan pelelangan/seleksi/penillhu langsung gagal;

d. Menyetujui penBgundn metode penuDjukan lanssuns, dalam hal
pelelansan/ seleksi/pemilihan lanssuns ulans sasal.

(7) Pelimpahan ke*enangan PA kepada (PA sebagaimana dimaksud pada
ayat (r)'dalam hal pengelolaan keuangan daerah meliputi:

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anssaran belanja;

b. Melaksanakan anggaran unit ke.ja yang dipimpinnya;

.. Melakukan pengulian atas tagihan dan memerintahkan pembayarani

d. M€nga.lakan ikatan/pe.janjia, kerjasama densan pihak lain dalam
batas anggaran yang lelah ditetapkani

e. Menandatangani SPM-LS dan SPM TU:

L Mengawasi peLaksmaan anggdan unit kerja yang dipimPinnyai

g. Melaksanakan tugas-Lugas KPA lainnla berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh PA.

(8) Dalam pengadaan ba.ans/jasa, KPA sebagaimana dldaksud pada ayat
(3), sekalisus berlindak sebagai PPK.

Bagian Kelioa
PPK

Pasal a

(l) PPK mempunyai tusas pokok dqn kewenangan sebagai berikuti

a. Menetapkan rencana pelaksanaan pensadaan barang/jasa yang

1) spesifi kasi tek.is barans/.jasa;
2) Harga Perkiraan Sendin (HPS)i
3) Rancangan koni.ak.

b. Mene.bnkan surat penunjukan penyedia barans/jasa;

c Menyetuiui bukri pembelian atau menandatansani kuitansi/surat
pcrinlah kerja (sPK)/surat perjanjian;

d. Melaksanakan kontrak d€nsan penyedia barans/jasa;

e. Mengendalikmp€Laksadaankonrak;

I [4elaporkan pelal{sanaan/penyelesaian pensadaan barans/jasa
kepada PA/KPA;

g. Menyerahkan hasil lekerjaan pensadaan ba.ans/jasa kepada PA/
KPA dengan Berita A.da Penyerahani

h Melaporkan kemaluan pekerjaan termasuk Penycrapan anggaran dan
hambatan pelaksanaan Pekerjaan kePada PA/KPA setiaP irnvuhni

i. Menyimpan dan menjaga kcuruhan selu.uh dokumen Pelaksanaan
pcngadaan ba.an8/jasa.

(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud Pada ayat
(1), dalad hal diperlukan PPK dapat:

a. Mengusulkan kepada PA/(PA:



l) Perubahan pakct pekerjaan;
/, o rubr\an.bor. l"8r!_"n p, r g"daJl'

b. Menelapkan tim pendukung, anhra lain terdiri dari:

1) PPTKj
2) Direksl 'reknis/ rapancan;
3) Pclaksana (egiatani
4) (onsultanPensas'as;
5) Tim pelaksana swakclolal
6) Dan lain lain yang dimsBap meoiliki komPetensi sesuai dengan

jenis pengadaannya.

c Menetalkan tim atau lenaga ahli Pemberi penjelasan teknis untuk
membanrlr pelaksanaan tugas Pokjai

d. Menelapkan besa.an uang muka yang akan dibayarkan k€Pada
pe.l,edia barang/jasa.

(31 PPK merupakan pejabat yang dnetapkm oleh PA untuk melaksanal<a,
pengadaa, barans/jasa.

{4) Dalam hal kegiatan pada OPD yang lidak memerlukan KPA, Eaka PA

berrindak sebagai PPK.

(51 Unruk ditetapkm sebasai PPK, harus memenuhi persyaratan sebagai

a. Memilikiintegritasi
b. Memiliki disiplin iinggi;

. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis se.ta manajerial
LLn!uk melaksanakan iugas;

d Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki
keteladanan dalam slkap perilaku serta tidak pernah terlibai korupsi,
kolusi dan neporismci

e Menandatangani pakta int€gntasi

f Tidak menjabar sebagai pejabat penandatangdn Surat Pe.intah
Membayar (SPM) atau bendaha.a, dikecualikan PA/KPA vang
bertindak sebasai PPK;

g. Memiliki sertil,kai keahlian pengadaan ba.ang/jasa, dikecualikan
PA/KPA yang bertindak sebagai PPK

(6) Persyaratan manajerial sebasaimana dimaksud Pada ayat (5) huruf c,

a Berpcndidika. paling ku.ang S1 dengan bidang kcahlian yang
sedapdt mungkin sesuai densan lunlutan peke.jaan;

b. Mcmiliki pengalaman palins kurang 2 (dua) tahun terlibar seca.a
akdldalam kesiaid yans be.kaitan densan Pengadaao bards/jasal

. Mediliki kemampuan kerja secara berkelompok dalm melaksanakan
seri"P.Lgas P'"'''"anivd.

d. Dalam hal jumlah pegawai negeri yang berpendidikan Sl terbatas,
dapa! diganti dengd pega\lai negeri paling kurang golongan ruang
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(7) PPK dilarang mensadakm ikatan peianjian atau denandatdsani surat
perinrah keia/surar perjanjian densan Penvedia bdd8/jasa apabila
belum e.sedia anggaran arau tidak .ukup tersedia anggaran vang dapa!
meneakibatkan dilampauinya batas anggaran vang tersedia untuk
kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

18) PPlt dilarang memberlkan santi rugi kePada peserta Pelelangan/
Seleksi/Pemiliha. Lanssung bila Penaqrarannva ditolak atau
Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsuns dinyatakon sasal.

Bagian Keenam

BLPBJ

Pasal 9

'r B DB mFrup"kdn I nsL- p"ndu*unB 18€5 B' D2.r di
pe 

'JPl.'8gara.n 
la/o'a' P"n8"dcan balrne 

'as".
12) BLPBJ sebagaimana dimaksud pada alat (l) diPimPln oleh seorang' 

liepaLa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kePada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

(3) Unsurunsur organisasi BLPBJ adalah sebagai berikut:

a Unsur pimpinan adalah Kepala Badani

o. . \' ' p_ToonrL p'ap' .dn adcl"r \F*ie'aI's:

c Unsur pelaksana adalah Kepala Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang,
Pokjd.lan (clompok Jabalan Fungsional

Bagia. Ketujuh

Tugas Pokok dan Fungsi BLPBJ

Pasal 1O

Tugas pokok dan lungsi BLPBJ meliPuti:

(l) BLPBJ mempuryai tueas menyelenggarakan lenvusunan dan
pelaksa.aan liebijakan daerah di bidang pelavanan dan pmbinaan
pengadaan barmg/jasa di lingkungan Pemerlntah Kabupaten Cianjur

{2) Dalam melaksdakan iusas sebagaimana dimaksud pada avat (1), BLPBJ

menYelenggarakan lungsi:

a. Perumusan kebijakan ieknis BLPBJ dalam penvusunan ren'ana
pelaksanad, Pembinaan, evaluasi dan Lapora. serta Penviapan bahan

i*"-""an teUij"t"" pemerintah daerah di bidans pelavanan
pensadaan ba.ans/jas! sesuai dengan ket€ntuan dan/amu peraturan
perundangan berlakui

b. Pemberian dukungan atas penvelenggddn peme.intah dae'ah dalam
n. npioo'dm-s an. o _ umu'a_ l"b "k"n tek_'' op"r"'' 'nc]'
i-ri* ""n op"'"..""t r\a' a{ d"n lsPor". prrrva1"n P neccz"n
b".,i .s- _'uard.n8", l-Lel ranocn r'"'oc'""'Jnocrrnd8nC_
Jr'dan8"n ir ig beidrr r:

c. Pembinaan dan Pelaksanad tugas sesuai den8an LingkuP tugasnya

(3) Peiaksanaan tugas lain yanc diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas



Bagian l<edelapan

Tugas dan Kewenangan Kepala BLPBJ

Pasal 11

(1) Tugas dan kewenanean Kepala BLPBJ tueliputi:

a Perumusan kebijaka. teknis dl bidanC lelayanan dan Pembinaan
pensadaan batans/jasa,

b. Penetapan program, rencana kegiatan dan anggaran BLPBJ;

c. Penyelenssaraan pelayanan pengadam baranc/jasa yans ftenjadi
{ewe.ang dan tangcung jawabnya;

d. Pelakianaan pengkajian dm pengembangan layanan pengadaan

-. P-)Bioord' as:" p-'\ rsrn-n dcn p"')"npa.dn oe gun .rdn
rencana umum pensadaan barang/jasal

l. Pengkoordinasian penyelenggaraan Pelayanan pengadaan di bidang
pensadaan barans/jasa, pengembancan pensadaan seria
pengelolaan data dan inlormasi pengadaani

g, Pemberian dukungan atas penyelenggaraan peme.intah daerah di
bidans pelayanan dan pemb aan pengadaan ba.ans/jasai

h. Pelaksanaan pengawasan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa
dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indlkasi
penlrimpangani

i. Pengkoordi.asian lasilitasi penyediaad pejabat Pengadaan basi
perangkaL daerahi BUMD maupun lembaga lainnya yang beLum
memiliki pcga{ai yans berserlilikat keahlian Pengadaan bdmB/jasa;

j Melaksanakan pensembangan dan pembinaan sumber dava

k. Penusasan/penempatan/pemindahan anggota (elomPok &rja
sesuai d€nsan beban kerja masing ftasins Pokja;

1 Mengusulkan pemberhentian anggota Pokja yang ditugaskan di
BLPBJ kepada Bupati, aPabila terbukti melakukan pelanggaran
peraturan perundang-undangan dd/atau korupsi, kolusi dan

m. Pelaksanaan evaluasidan lenyusunan laporan kegiatan BLPBJ

(2) Daiam penyelenssa.aan pelayanan Pensadaan barang/jasa sebasaimana
dimaksud pada ayat (l) hu.ui c, untuk pelaksanaan proses pemilihan
penyedia barans/jasa pada BLPBJ dibentuk Pokja.'



Pok ja/Peiabat Pensadaan Bardc/ Jasa

Pasal 12

(1) Pelaksanaan proses pemilihan pe.yedia bdars/jasa lada BLPBJ
dilakukan oleh Pokja uotuk lensadad Barans/Pekerjaan Konstruksi/
Jasa tain.ya dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua .atus juta
rupiah) dan Pengadaan Jasa Eonsultansi dengan nilai di atas
Rp 30.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah)

(2) Iteanssotaan Pokja $ajib ditetapkan untuk:

a Pengadaan BaraDg/Pekerjaan Konsliuksi/Jasa lainnva dengan nilai
di atas Rp 200.o00.000,00 (dua ratusjuta rupiah)i

b Pengadaa. Jasa Konsultansi denga. nllai di atas Rp 50 000.000,00
(lima puluh j!'ra rupiah).

(3) Anesota Pokja berjumlab sasat beransgotakan Palins kurang s (tiga)
oranc dan dapat ditaftbah sesuai densan kompleksiras pekeiaan

(41 Susunao Anpisota Pokja sekurang kurangnya terdiri:

(5) Personil anseota Pokja berasal dari pegawai negeri baik ddi unsur
BLPBJ sendi.i maupun unsur OPD lain yang memenuhi Persyaratan
menjadi anssota kelompok ker.ja sesuai dcngan pe.aturan perundang
undaogan yang berlaku.

(6) Pejaba! struktu.al pada BLPBJ dapat menjadi Anggota Pokja

(71 Penentuan pe.sonil anggota Pokja ditetapkan oleh Bupad aras usul

(8) Pokja sebagaimana dimaksud lada arat (1), dapat dibantu oleh tim atau
tenasa ahli pemberi penjelasan teknls.

(e) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (s), untuk:
a. (elomlok mas)arakat pelaksana swakelola, Pokja/pejabal pengadaan

dapat berasal da.i bukan pegawai negeli;

b. Lehbasa/institusi penseuna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan
pegawai yang berstatus pegasai nege.i, Pokja/Peiabat pengadaan
dapat berasal dari pesawai terap lcmbaga/institusi tersebut yang
bukan pegawai negeri.

Pasal 13

{llPaket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/iasa lainnva vang
bernilai paling tinggi R! 200.000 000,00 (dua ratus iula ruPiah) daPal
dilaksanakan oleh Pokja atau Pejabat Pengadaaan.

(2) Pakel pensadaan jasa konsuhansi yang bernilai Paling tinggi
Rp 5o.ooo.ooo,oo (lima puluh juLa rupiah) dapat dilaksanakan oleh
Pokja atau Pcjabat Pensadaan

{3)Pcngadaan lanssung dilaksanakan oleh 1 (saru) orane Pejabar

(4) Pejabat pengadaan berasal ddi pesawai neseri dari unsu. oPD sendiri
maupun unsur OPD lain yang memenuhi persyaraGn menjadi peiabat
pens;daan sesuai dengan peratu.an perundang undanganvang berlaku.
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(s) Pejabat pensadaan sebasaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk da.
direrapkan oleh PA/rlPA.

Bagian KesePuluh

Persyaratan Ansgota Pokja/Pejabat Pengadaan
' Pasal 14

(1) Anesota Pokja/Pejabat Pensadaan barus medenuhi persvaratan sebagai

n. Memiliki integitas, disiplin dan ranggungiawab dalam melaksanakan

b. Memahami pekerjaan yang akan diadakanl

c. Memahami jenis pekerjaan te.tentu yang menjadi tusas
Pokja/Pejabat Pengadaan yms bersanckutan;

d. I{eoahami isi dokumeni metode da! prosedu. pengadaan;

e. Memiliki sertifikat keahlian peneadaan barane/jasa sesuai dengan
kompetensi yang dipe.syaratkanl

L Menandatangmi pakta integritas

(2) Dalam hal pensadaan barang/jasa bersilat khusus dan/atau
memerlukan keahlian khusus, Pokja/pejabat pengadaan dapat
menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegarvai negeri atau swasta.

(3) Anssota Pokja/pejabat pengadaan dilarans menjabat sebagai:

b. Pejabat penandatansan SPMi

.. Bendanara: dan

d. Aparat Pensawas lntern Pemerintah (APIP), terkecuali menjadi
anggota paoilia pengadaan/pejabat Pengadaan untuk pengadaan
ba.angljasa yang dibutuhkan instansinya.

Eagian Kesebelas

Tusas dan Kesenancan Pokja/Pejabat Pengadaan

Pasal 15

lllTusas pokok dan kewenangan Pokja/ Pej abat Pengadaan adalah:

a Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;

b. Menetapkan dokumen pengadaani

c. Menetapkan besaran nominal jaminan penaaaranl

d. Mengumumkan Pelaksanaan pensadaan baranc/iasa di eebsile
Pcm;rintah Damh dd papan Pengumuman resmi untuk
masyarakat serta menyamPaikan ke LPSE untlk diudumka! dalam
Portal Pengadad Nasional;

c. Menilai kualifikasi penyedia bdrang/jasa nelalui prakualilikasi auu
Fascakualilikasil

L Melakukan evaluasi administrasi, leknis dan ha.8a terhadap
pena*aran yang masukl



g. Khusus unruk Pokja:

l) Menjawab sanscahani

2) Menetapkan !enyedia barans/jasa untuk:

a) Pelelanean aiau penunjukd ldgsung untuk paket pengadaan' barans/pekerjaan konsttuksi/jasa lainnya yanc bernilai
paling tinggi Rp l0O.00O 000.000,00 (seratus miLid rupiah);

b) Seleksi alau penuniukan langsung untuk paket pengadaa!
jasa konsultansi yang be.nilai laling tinggi
Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3) Menyampaikan hasil pemilihan dan sali.an dokuften pemilihan
pcnyedia barang/jasa kePada PPK;

a) M;nyimpan dokumen asli pemilihan penyedia ba.ans/jasai

5) Membuar laporan mensenai proses pengadaan kepada Kepala
BLPBJ

h Khusus pejabat pcngadaan:

l) Mcnetapkan penyedia barans/jasa untuk:
a) Pengadaa. langsung atau penunjukan langsung untuk pdl{el

pengadaan barans/pekerjaan konstruksi/jasa Lalnnya yans
bemilai paling tinggi RP 200.000.000,00 (dua ratus iuta
rupiah);

b) Pengadaan lanesung alau penunjukan langsune unluk pak€i
pensadaan jasa konsultansi yang bernilai paLing iinssi
Rp so.o0o.0o0,00 (llma puluhjuta rupiah).

2) Meiyampaikan hasil pemiiihan dan salinan dokumen pemilihan
penyedia barang/jasa kepada PPK;

3) Me.yerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
kepada PA/KPA; dan

4) Membuat laporan mensenai p.oses dan hasil pengadaan kePada

i. Memberikan pertanegungja{iaban aras pelaksanam kegiatan
penBadaan barans/jasa kepada PA/KPA.

(2) selain lusas pokok dan kewenangan Pokia/pejabat pensadaan
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), dalam hal dipenuka. Pokja/
pcjabat pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

a. Perubaha. HPS; dan/atau
b. Pe.ubahan spesillkasi teknis Pekerjaan.

Bagian Keduabelas

Paniiia/Peiabat Penenmaan Hasil Pekeriaan

Pasal 16

(1) PA/KPA menctapkan panitia/pejabat penerima hasil Pekerjaan.
(21 Anseora paniria/pejabat penerima hasil Pekerjaan berasal dari PNS, baik

dari instansi sendiri maupun instansi lainnya
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(3) Susunan anggota serta tugas pokok dan w€s,endg panitia/pejabal
penerima hasil pek€.jaan diatur lebih lanjut pada bab pelaksanaan
kontrak pengadaan barang/lasa.

(4) Dikecuaiikan dan kercntuan pada ayat (2), anscota panitia/pejabat
penerima hasil pelerjaan pada institusi lain pengguna APBN/APBD atau
kelompok tuasyarakat peiaksana swakelola dapar berasal dari bukm
PNS,

(s) Panitia/Pejabat penerima basil pekerjaan u6jib memenuhi persyaratan

a Memiliki integritas, disiplin dan iangeung jawab daLm
melaksanakan tugas;

b Memanami isi kontraki
. M.miliki kualifikasi teknis:

d. Me.andatangani pakta inregritasl

e. Tldak menjabar sebaeai pejabat penandatmgm SPM atau

(6) Dalam hal pemeriksaan bdans/jasa mefterlukan keahlian teknis
khusus, dapat dibe.tuk tim/lenaga ahli untuk membantu Pelaksanaan
tusas panilia/pejabat penerima hasil peke.jaan.

17) Tim/ienaea ahli sebasaimana dimaksud pada ayat (6) diLetapkan oleh

BAB III

RENCANA UMUM PENCADAAN BARANC/JASA

Bagian ksatu
Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Pasal 17

(l) PA nenrlsun RUP pensadaan barans/jasa sesuai dengan kebutuhan
pada OPD masing masinS.

(2) RUP ba.ans/jasa sebagaimana dimaksud lada ayat (1) meliputi:

a. Kegiatan dan anggaran pengadaan barang/lasa yang akan dibiayai
oleh OPD scndiril

b Kegiatan dan angearan pengadaan barane/jasa yang akan dibiayai
berdasarkan kerja sama anlar OPD se.da pembiayaan be.sama (@-

,nanciag), sepanjans diperlukd;
c. PA/KPA menetapkan cara pensadaan ba.ang/jasa yans sesuai, baik

ft etalui swakelola maupun pent'edia barang/jasai

d. Dalam hal ssakelola, salah satu kebijakan yang ditetaPkd adalah
mengalokasikan angga.an }ang akan dilaksahakan oleh kelompok
mas)rarakar pelaksana swakelola

(3) RUP ba.ans/jasa meliputi kegiatan-kesiatan sebagai berikut:

a Mengindentifikasi kebuiuhan barang/jasa yang diperlukan OPDi

b Me.yusun dan menetapkan rencana pengangga.an untuk lengadaan
ba.ans/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)i
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. Menetapkan kebijakan umum tentans:
l) Pemaketd pekerjaan;
2) cara pensadaan bdans/jasa;
3) Pensorsdisasian persadaan barans/jasa.
4. Pe-erEpsn oerggunstu prodLrr ddlam neger

d. Menrusun Keranska Acuan Kerja ((AK).

(4) XAK sebagaioana dimakslrd pada ayat (3) hurul d, paling sedikit

a Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputil
ll ratar belakanei
2) Maksud dan tujuan;
3) Lokasi kesiatan
4) Sumbe. pendanaani
sl Jumlah tenasa yans diPerlukan.

b waktu pelaksanaan yang diperlukan;

c. spesi(lkasi teknis barans/jasa yang akan diadakanl

d. Besarnya total perki.aan biaya pekerjaan.

(s) Dalam hal pengadaan bardg/jasa bersifat khusus dan/atau
memerlukan keahlian khusus, PA/(PA daPal menggunakan tim/tenaga
ahli untuk membantu penyusunan K{K. Tin/tenaga ahli tersebut dapat
be.asal da.i unsur OPD teknis atau swasta.

Pasal la
(1) Pcn)tusunan RUP barane/jasa pada oPD uniuk tahun anscaran

be.ikutnya, harus diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.

(2) OPD menyediakan biaya lendukung untuk pelaksanaao pemilihan
penyedia barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, vangmeliputii
a. Honorarium Personil orsmisa6i pensadaan barans/ jasa termasuk

tim teknis, lim pendukung, tenaga ahli dan stal proveki

b. Biaya penesandaan dokumen pengadaan bdang/jasa;

c. Biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
pensadaan barang/jasa, seperti:
1) Biaya sunei lapangani
2) Biaya suNei hargai
3) Biaya rapat;
4) Biava pendapat ahlihukum kontrak prciesional, d@ sebagainva

{3) oPD menyediakan biaya pendukung untuk Pelal<sanaan Pemilihan
penyedia iarans/jasa yang pengadaannya akd dilakukan Pada tahun
anggaran berikutnya.

,4r OPD d.o.r me. eu\u'1ra' berarcn sLndtu b'a\" .rrkaiL 50.orar.Lr b'g'
p'r.oi " o,e...cd\i p_aBdda.n. 'ebagdr nzq' un pc" 

'bdn6'n 
d"ldm

oe.erapan srandar bi6J! oleh Bupbli



Pemaketan Baranc/Jasa

Pasal 19

11) PA sebasaimana dimaksud dalam Pasal 17 avat {3) hu.ul c.1) melakukan
pemaketan barang/jasa dalam RUP barans/jasa kegiatan dan angsaran
OPD yang menjadi tanggungr awabnya.

2r Pem.dc"n o.nsedad borane i.s- {"jib tr'm"{srmJ.k"_ prr c8un8an
proou\ri d"Ln;"8" r oan pr'luasan .es"nP€'"n ba8,' LI.dn€ M'k_o da i

LJsaha Ke.il s€rta Koperasi Kecil

(3) Nilai paket pekerjaan peneadaan barans/jasa sampai dengan' 
Rp 2.s6o.ooo.obo,oo (dua miliar lima ratusjuta rupiah) diperunrukkan
basi Usaha Mikro dan Usaha Kecll serta Koperasi Kecil.

{4) PemaketErn dilakukan dengan menerapkan sebanvak_banvaknva pak€t
usaha untuk Usaha Mikro dd Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa
mcngabaikan prinsip elisiensi, persaingan s€hat, kesatuan sistem dan
kualiras kemampuan teknis

ls) Dalam mclakukan pcmaketan bdra.s/jasa, PA dilarans:

a Menyatukarl aiau memusarkan beberapa kegiatan vang te.sebar di
be rapa lokasi/daerah yang menurut sifat peker.iaan dan tingkat
efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah
masing-masingi

b. Menyatukm beberapa pakel pengadaan yang menurut silat dan jenis
pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainva seharusnva
.lilakikan oleh Usaha Mikro dan Usaha (ecil serta koPerasi kecili

.. Menecah pengadaan barans/jasa menjadi beberapa laket densan
maksud denghindari Pelelangani

d. Menentukan kriteria, Persyaratan atdu prosedur pengadaan vang
.tiskriminatit dan / atau dengan pertimbangan vans tidak obvekiif.

Bagian Ketiga

Pengumuman Pengadaan BaranS/Jasa

PasaL 20

11) PA mensumumkan RUP ba.ans/jasa di masins masins oPD secara
terbuka kepada masyarakai luas, serelah rancansan peraturan daerah
rentang APBD Fng meruPakan rencana keuangan tahunan Pem€rintah
Daerah disetujui bersama olch Bupati dan DPRD.

(21 PA sebaqaimana dimaksud pada avat (1) menguoumkan kembali
' *"*na n-.- pengadaan, alabila terdapat perubanan/penambahan

(3) Peneumuman sebagaimana dimaksud pada avat (l ), paling kurang berisi:

- \ ,T" oJn "1. ' "r P\,
b P-*, r pe.rrrdn \dnc,\. i drl"l'" dl'an.
c Lokasi pekerjaani
d. PerkirMn besaran biaya

.4 P.nerin Jma. .ebiC"imo.d diaz"'rd pdd- J\a. r" od' ")d' (2)'

d:l-k'{sr dol"m u-b",'eP!r e i'"hD"'-dh Pcpan PenBLa' Tan resr

untuk masyarakat .lan Po.tal Pengadaan Nasional melalui LPSE vaitul



uuu.nnpraelkopia.id ata! lbse..ianiurkab.oa.id. Se.ta dilakukan pula
mclallri sistem lnlormasi Rencana Umutu Pengadaan (SiRUP) LKPP yang
dapat diakses melalui alamat https:/ / sirur,Lkpp.qa.id/ sirup.

(5) Penguduman RUP melalui SiRUP sebasaimma dimaksud pada arat (4),
untuk .rahun anggaran 2016 menjadi syarat wajib bagi OPD yang
melakukan lelang /e fendenry) menggunatan Sistem Pe.gadaan Secara
Eleklronik (SPSE).

(6) Pelaksanaan Pengumuman RUP rtelalui SiRUP dilaksanakan oleh Admin
siRUP pada hasing masing OPD aras pe.intah PA.

(7) Pokja segera meEgumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia
Barang/Jasa secara luas kepada ftasrrarakat setelah RUP diumumkan

(lr) Untuk PFngadaan Barangljasa tc.tentu, Kelotupok Xerja ULP dapar
mensumumkan peiaksanaan pemihhan Penyedia Barang/Jasa seca.a
luas kepada masyarakat sebellrm RUP diumumkan.

(9) Pengadaan Barang/Jasa rerrcniu yang p.oses pemiiihan Penyedia
Barang/Jasa dapat diumumkan sebelum RUP diumumkan antara lain:

a Pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan rvaktu lerencanaan
dan persialan pelaksanaan lengadaan Barang/Jasa yang lama;

b. Pckerjaan kompLeks; dan/atau

c. Pekerjaan rurin yang harus dipenuhi di a{al tahun anggaran dan
tidak bol€h berhenti.

BAB IV

PENCADAAN BARANG/ JASA MELALUI PENYEDIA BAR,ANG/JASA

Bagian Kesaru

Pcrsiapan Pengadaan

Pasal 21

(l) Persiapan pemilihan penyedia barans/jasa lerdiri atas kegiatan:
p_mrlhEn P'lyedi" bdrdnA/j" d;

b Pemilihan sis!em pengadMni
c Penetapan metode penilaian kualnkasii
d. Penyusunan jadival lemilihan penyedia baraq/jasa;
e Penyusunan dokumen pengadaan barang/jasai
i Penetapan HPS.

(2) P.oses persiapan pemilihan penyedia ba.ang/jasa sebasaimana
dimaksud pada a]at (1) dilakukan setelah rencana umum pensadaan

Bagian Kedua

Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

Pasal 22

(l) Pe.en.anaan pemilihan lenyedia bards/jasa terdiri atas kesiatan

a. Penskajian ulans pakei pekerjaani
b. Penakatian ulans iadsaL kesiatan pengadaan.
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(2) Perencanaan pemilihd penyedia barans/jasa sebasaimma dimaksud
pada ayat (1), dapat dilakukan olehi

c. Pcjabat Pensadaan.

(3) Peren.maan pemilihm penyedia barane/jasa dilarQkan densm:

a. Menyesuaikan dengan kondisi nvata di lokasi/lapangan pada saat
akan melaksanakan Pemilihan penyedia barang/jasai

Mempertimbangkan kepentingan masyarakati

Mempcrtimbanskan jenis, silat dan nilai barane/jasa serta .iumlah
penredia barans/jasa yans ada;

.1. Memperhatikd ketentud tentans lemaketm sebagaimala
dimalsud pada Pasal 19 ayat (s).

(41 ADabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka:

a. PPK mengusulkan lerubaban paker pekerjaan kepada PA/KPA u'tuk

b. BLPBJ/Pejabat pengadaan mengusulkan perubahan paket Pekerjaan
melalui PPx untuk ditetapkan oleh PA/KPA.

(r)

(t)

(4)

Bagian Ketiga

Pemilihe Sistem Pcngadaa.

Pa.agrat l
Penetapan Metode Pemilihan P€nyedia Barans/

Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnva

Pasal 23

Pokja/Pejabat Pengadaan menyusun dan denetaPkan helode peftilihan
penyedia barar g/pekerjaan konstruksi/jasa Lainnva

Pemilihan penyedia barans/lekerjaan konstruksi/jasa lainnva Pada
prinsipnya dilakukan melalul metode Pelelangan umum dengao pasca

Khusus untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi vang bersilat
kompleks .tan diyakini jumlah penyedianva terbatas, pemilihan penvedia

barang/penyedia pekerjaan konst.uksi dilakukan dengan pelelangan

(husus untuk pemilihan lenyedia barang/jasa lainnva vang merupakan
hasil industri k;eatit, inovatil dan budaya dalam negeri dilakukan denga'

(2J



(l) Pemilihan penycdia bdans/pekeriaan konshuksi/jasa lainnva melalui
melode peleLangan umum diumumkan Paling kurang di uebsile
Pemerintah Daetah, papan Pengumuman resmi u.tuk masvarakat dan
Po.tal Pengadaan Nasional melalui LPSE, yaitn: uaw.iraDrcclkar.oa i.l
ara\ wuu.tpse.Cidnlurkab.oo.id. sehi.gga masvarakat luas dan dunia
usaha yang berminal dan memenuhi kualifikasi dapai mengikutinva.

(2) Alabila dipandang perlu, Pokja daPat menambah media pengumuoan

"' rsr" l"'n d' 'g.n meo'. !db (. 'do.o dal F.1r1

Pasal 25

(l) Pengadaan pekerjaan yanc tidak komPleks dan bc.nilai paling tinggi
Rp 5.OOO.OOO.OOO,OO (]ima milyar rupiah)dapat dilakukan dengan:

a Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnva;
b. Peoilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.

12) Pelelansan sederhana atau pemiLihan langsung dilakukan melalui proses
pasca kualilikasi.

{3) Pelelangan sederhana atau pemilihan langsuns dilrmumkan sekurang
klrrangnya di uebsiie Pederintah Daerah, papan Pengumuman resol
unluk maslarakat dan Portal Pengadaan Nasional melatui LPSE, vaitu:
uuu.lpse.cianiu*ab,ao.id. sehingga masyarakat luas dan dunia usala
rang berminal da. memenuhl kualilikasi dapat mengikutinva

Pasal 26

(l) Penunjukan lanssung terhadap 1 (satu) penyedia barans/pekerjaan
konst.uksi/.jasa lainnya daPat dilaklrkan dalatu hali

: l(eadaan terlentui

b. Pengadaan barans khusus/peke{aan kolstruksi khusus/jasa
lai.nya yang bersiiat khusus.

(2) Penunjukan langsuns dilakukan dengan mensunda.g 1 (satu) Penvedia
bamnS/pekerjaan konstruksi/iasa lainnya vang dinilai mamPu
melak;anakm pekerjaan dan/aiau memenuhi kualilikasi Kecuali untuk
penansanan da.u.at, Pcnyedia Barang/Jasa vang ditunjuk dapar
dilakuLan kepada Penycdia yans dinilai mamPu melaksanakan pekeriaan

(3) Penunjukan lanssuns dilakukan dengan nesosiasi baik teknis mauPun
harga sehingga dileroleh ha.ga yang sesuai dengan harga pasa' vana
berlaku dan secara teknis daPat dipertmBBunglas'abkan

..lr K rer:" ^rad""n men - 8{nkrn d'dlukdn p"nun'uk'n
l"nes,'s "rhaorP p"nrFd." bJ'"n8'p"ker'""' *ons.-L\' a'd '"inn\a

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hu.ul a, meliputi:

a. Penanganan daturat yang tidak bisa direncanakan sebelumnva dan
waktu_penyelesaian Pek;jaannva harus s€gera/tidak dapat ditunda

l) Pe.tahanan negara;

2) (camanan dan keLertib.n masyarakati
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3)Keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan
pekerjaannya tidak dapat dilunda/harus dilakukan scgcra,

a) Akibat bencana alam dan/arau bencana non alan dan/atau
bencana sosial;

b) Daiam rangka pencegahan bencana, yaitu rindakd darurat
untuk Pencesahan bencana dan/atau pencesahan kerusakan
inlrastruktur yana apabila tidak segera dilaksanakan
dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakatl

c)Akibat kerusakan sarana/prasa.ana
menshenrikan kesiatan pelayanan publik.

Penanggulangan bencana aLm dengan penuojukan Langsuns
dapat dilakukan terhadap penyedia barans/pekerjaan
konstruksi/jasa lainnya yanc sedang mel.r's'n'L'n k'nrmk
pckerjaan sejenis terdekat dan/atau yars dinilai mempunyai
kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup se.ta kinerja baik.

Yang dimaksud dengan bencana alam antara lain namun tidak

- Ounung meletusl
Banjir, kekeringa!;
Angin topan; dan

- 'lanah longsor.
Yang dimaksud dengm bencaia non aiam antara Lain namun
tidak terbatas pada:

- Kegagalan teknologi;
- Kejadian Luar Biasa (KLBI akibar epidemi dan *abah penvakit.

Yang dimaksud dengan bencana sosial sePerti namun tidak

Konnik sosial antar keloftpok atau antar komuniias

Pekeiaan pcnyeiengga.aan pe.yiapan konlerensi yang mendadak
untuk menindaklanjuti komitmen inrernasional daD dihadiri oleh
Presi.len/wakil Presideni

Kegiatan menyangkut pertahaian negara yang ditetapkan oleh
Menteri Pertahmd se.ta kegiatan yang menyanckut kemanan dan
ketertiban masyarakat yang diietapkan oleh Kepala (ePolisian Nega.a

Kegiatan bersitat rahasia unluk kepentingan nltelejen dan/atau
pcrlindungan saksi sesuai dengan rugas yang ditetapkan dalam
peralura! perundane undangani
Ba.ans/pckerjad konsrruksi/jasa lainnya ydg spesifik dd hanva
dapat dilaksanal{an oleh 1 (satu) penyedia barans/jasa lainnva
kena I (satu) labrikan, 1 (satu) pemesang hak paten, alau Pihak
yang telah tuendapar izin dari pemegang hak paten, atau pihak vang
menjaai pemenang pelelansan uniuk mendapaikan izin da.i



(5) Kriteria bara.g kbusus/leke.jaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang
bersilar khusus yang meftu.gkinkan dilakukan penunjukan Lmgsung
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) hururb, meliputi:

a Bara.C/jasa lainnya berdasarkan ta.il resmi yang ditetapkan

b. Pekerjaan konsrruksi bangunan yang me.upakan satu kesatuan
sistem konstruksi dan salu kesatuan tanggung ja$ab atas .isiko
kegagalan bangunan ymg secara keseluruhan ridak dapai
direncanakan/diperhitunskan sebelumnya lunforeseen caftditianll
yaitu kondisi yang lidak rerduga yang harus segera diaiasi dalam
pelaksanaan konstruksi bangundrl. Misalnya !enambahan jumlah
atau panjang dang pancang akibat kondisi ianah yang tidak terduga
scbelumnya, atau diperlukan perbaikan ranah (soil ,.ealmen,) rang
cukup besar untuk landas pacu (runua!) yang sedang dibancun.
Pekerjaan atas bagian bagidn konsrruksi yang bukan merupakan
satu kesatuan konsruksi bangunan atau yang dalat disel€saikan
dengan desain ulang tidak te.masuk dalam kategori unloreseen
condition. Conioh anlara pondasi jembalan (abriimen4 densan
bansunan atasjembalan (girde,-, ,zss, dsb).

c Ba.ans/pekerjaan ko.s!ruksi/jasa lainnya yans bersilat kompl€ks
yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologl
khusus dan hanya ada I (satu) penyedia yde mmpu;

d Pekerjaan pengadaan dan disbibusi bahan obat, obat dan alat
kesehatan babis pakai dalam rangka m€njamin kerersediaan obal
unruk pelaksanaan peningkatan pelalanan kesehalan masyarakat
yatrg jenis .lan harsanya relah diretapkan oleh Menteri yane
bcrtanegungjawabdi bidangkesehatan;

e. Pekerjaan Pensadaan dan lenyaluran benih unggul yang melipuri
benih padi, jaung, dan kedelai, se.ta pupuk yang meliputi urea, NPK,
dan zA kepada leiani dalam rangka menjamin ketersediaan benih
dan pupuk secara telai dan cepar untuk pelaksanaan peningkatan
kelahanan panganl

I Pcngadaan Lenddaan be.holor dengan harga khusus untuk
peme.nlhh yang relah dipublikasikan secara luas kepada
masyarakar, antara lain dalaft Ponal Pengadaan Nasional, yaitu:
u u u. in dP.oc. tkp p. g o. id:

s se$d penginapan/horel/ruans rapat )ans tairnya terbuka dar dapat
diakses olch masyarakali

h. Lonjutan se{,a geduns/kantor dan lanjuian ses'a ruang terbuka atau
lertutup lainnya dengan ketentuan dan taia cara Pembayaran scrra
penyesuaian harga yang dapat dipenanggungjawabkan sesuai dengm
perhilungan innasi/defl asi.

i Pekerjaan pengadaan prasa.ana, sarana, dan urihas umum di
lingkungan perumahan bagi maslarakat berpenghasild .endah yang
rlilaksanakan oleh peneedbanC/developer yang bersangkutan.
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Pasal2T

(1) Pensadaan langsuns dapat dilakukan rerhadap pensadaan barans/
pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang be.nilai paling tin88i
Rp 200 000.000,00 ldua ratus jula rupiah) denean ketcntuan sebagai

a. Mcrupakm kebutuhan operasional OPD, yaitu kebutuhan rutin OPD
dm tidal< menaftbah aset dtau kekayaan OPDi

b Teknologi sederhana;

c. Risiko keciLj dan/atau
d. Dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang lerseorangan

dao/arau badan usaha ke.il serta koperasi kecil, kecualiuntuk paket
pekerjen yang menuntut kompetensi teknis yang tidak daPa!
dipenuhi oleh usaha mik.o, usaha kecil dan koperasikecil.

(2) Pengadaan langsung dilaksmakan ber<lasarkan hatga yang berlaku di
pasar kepada penyedia barans/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.

13) PA/KPA dilarang m€nggunakan metode pengadaan langsung sebagai
alasan untuk memecah paket lencadaan menjadi beberapa paket densan
maksud unluk menghindari pelelangm.

Pasal 2a

(l) Ko.tes disunakan untuk pengadaan barang yang memiliki karaktcristik

a. Tidak mempunyai harga pasari
b Tidak dapat ditetapkan berdasarkan ha.ga satuan.

(2) Sayembara disunakan untuk pengadaan jasa lainnya yang ftemiliki
ka.akteristik sebagai beikut:
a. Mempakm proses dan hasil dari gasasan, kreadntas, inovasi, budaya

dan metode pelaksanaan terientu;

b. Tidak dapat ditetalkan berdasa.kan harga satuan.

(3) Pokja/pejabat pensadaan menetapkan persyaraian administratif dan

a. Penyedia ba.ang yang akan mengikuti kontcs;
b. Penyedia jasa lainnya yang akan mengikuti sayemba.a.

(4) Dalam menetapkan persyaratan administratil sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Pokja/pejabat pengadad dapa! menetapkd syarat yans
l€bih mudah dari persyaratan penyedia bdde/jasa sebagaimana
dimaksud pada Pasd 19 Peraturan P.esiden Nomor 54 Tahun 20tO
rentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(51 Pdsya.aran teknis disusun oleh tim juri atau tim yang ahli dl bidaognya,
yaitu personil yang ftemlunyai keahlian atau kemampuan dalm bidang
yans sesuai dengan barans/p€kerjaan kons!ruksi/jasa lainnya tans

oJ 1.m rria.aJ..mcl l oap3' be aQ dsri PNSTJDTn'onPNi.
(71 Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi tck.is dilakukan

olch tim juri aiau tim yang ahli dibidangnya.



Par^Cral2

Penelapd Metode Pemilihm Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 29

(l) Pokja/pejabat pengadaan menyusun dan menetapkan metode pediiihan
penyedia jasa konsultansi.

(2) Pemilihan penyediajasa konsultansi dilakukan meLalui necosiasi teknis
dan biaya sehingga diperoleh hdga yang sesuai dengan harga pasar dan
secara teknis dapat diPertdggungl awabkan.

(3) Pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan dengan:
a Seleksi umuml
b Seleksi sederhana;
c Penuriiukanlanssunsl
d. Peogadaan langsung;

P,s,l 30

(1) Pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui
metode seleksi umum.

(2) Pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui fterode seleksi umum
diumumkan sekurmg kurangnya di uebsire Pemerintah Daerah, PaPan
pencumumm resmi untuk masyarakat dan PortaL Pengadmn Nasional
melalui LPSE, yaitu :uuu,inaprac.lkpp qo.id,
uuu.lbse.Cianiurkab.oo-id. sehingga masyarakai luas da. dunia usaha
yang b€rminat serta memenuhi kualifikasi daPat mengikurinya

(3) Dalam hal diperlukan, panitia dapat menambah media pengumuman
antara lain dengan media cerak, radio dan telelisi.

PasaL 31

( I ) seleksi sederhana dapat dilakukan te.hadap pensadaan j dsa konsuhansi
dalam hal seleksi umum dinilai tidak elisien dari segi biaya seLeksi.

(2) seleksi sederhana dapat dilakukan untuk P€ngadaan jasa konsultansi

a. Bersifatsederhmaidan
b. Bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua Etusjula rupiah)

(3) Pemilihan penyedia jasa konsuliansi relalui metode seleksi sederhana
diuoumkan paling kurang di pebsit€ Peoerintah Daerah, papan
pengumuman resmi untuk masyaraka! dan Portal Pengadaan Nasional
melalui LPSE, yaitu : uuujndpro..lkpp.aaid, at^n
uutu.lpse.C.aniurkdb.oa.d. sehingga masyarakat luas dan dunia usaha
yang berminat serta memenuhi kualilikasi dapat mengikutinva.

P"'"1 12

(1) Penunlukan lanssune ierhadap 1 (satul penyediajasa konsultansi dapat
orl""uka- d-l"n ke8dd"- '"r'- J.

(2) (.ite.ia keadaan tertentu sebasaima,u dimaksud Pada avat (1) meliputi:



a, Pcnanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan
wakru penyelesaian peke.jaannya hatus segera/lidak dapat ditunda

l) PertahaDan negaraj

2) (eamanan dan ketertiban masyarakat;

3)lcselamatan/perlindu.gan masya.akat yang pelaksanaan
pekerjaannya tidak dapar dhunda/harus dilakukan sesera,

a. Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau
bencana sosial:

b. Dalam ranska pencesahan bencanai

c.Akibat kerusakan sarana/Prasa.ana
menghentlkan keSiaian pelayanan publik.

Pengadaan penyedia jasa konsuitansi penanggulangan bencana
alam dengan penunjukan langsung dalat dilakukan terhadap
penyedia jasa konsultansi yang sedang melaksanakan kontrak
pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yans dinilai mempunyai
kemampuan, peralatan, tenaga yang cuku! se.ta kinerja baik.

b. (egiatan menyangkul perlahanan negara yang ditetapka. oleh
l,lenleri Pertahanao serta kegiata. yang menyangkut keamanan dan
ketertiban masyarakatyang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara
Republik lndonesia.

c. Peke.jaan yang hanya dapat dilakuka! oleh 1 (satu) penyedia jasa

d. Pekerjaan yanc hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemesang hak
cipla yang lelah terdaltar aiau pihak yang relah mendapat izin
PemeganB hak ciPta.

e. Pekerjaan jasa konsullansi di bidang hukum meliputi konsultan
hukum/advokat atau pengadaan arDite. yang tidak direncanakan
sebeLumnya, untuk menghadapi gugatan da./arau runtutan hukum
da.i pihak tertentu kepada Pemerintah Daerah, yans sifat
pelaksanaan pekerjaan dan/alau pembelaannya harus secera dan
tidak dapat ditunda

(3) Penunjukan langsung dilakukm densan melalui proses prakuaDnkasi
terhadap 1 (satu) penyediajasa konsultansi.

Pasal 33

ll) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhddap Pengadaan Jasa
Konsulransi yang bernilai palinc iiogai Rp 50.000.000,00 0ima puluh

(21 Pengadaan largsung dilaksanal<an oleh I (satu) orans pejabat

(3) PA/KPA dilarang menggunakan metode pengadaan lanssuhs sebagai
alasan untuk memecah paket pensadaan nenjadi bebe.apa pake!
dcnRan maksud untuk menghindari seleksi.
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Pasal34
(l) Sayembara dilakukan terhada! pengadaan jasa konsultmsi yang

memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Merupakan proses dan hasil dari gagasad, kreatifiias, inovasi dan
metode pelaksanaan tertentu;

b Tidak dapar ditetapkan berdasdkan harga satuan.

(2) Pokja/pejabat pengadan menetapkan persyaratan administratir baci
penyediajasa konsultansi yang akan mengikuti saleftbara.

(3) Dalam menetapkan persyaratan administratii sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pokja/pejabat pengadaan dapat menetapkan syarat yang
lebih mudah dari pe.syaratan penyedia ba.ang/jasa sebagaituana
dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintall.

(a) Persla.atan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oLeh Pokja/pejabat
pengadaa. setelah mendapat masukan da.i tim ju.i atau tim yang ahli di
bidangnya, yaitu personil yang mempunyai keahlian atau kemampuan
dalam bidang yang sesuai dcnganjasa konsultansi yang akan diadakan.

(s) Tim ju.i atau tim ahli sebasaimana dimaksud pada ayat (4)dapat berasal
dari PNS maupun non PNS.

(61 Pelaksanaan evaluasl sebagaimana dimal<sud pada ayat (4) dilakukan
oleh tim juri atau tin yans ahljdibidansrya.

Bagiao (eemlat

Penetapan Jenis Kont.ak

Pasal 35

(l) PPK menetapkanjenis kontrak pencadaan barans/jasa dalam rancansan

(2) Kontrak pcrgadaan barang/jasa sebacaimana dimaksud pada ayat (1)

a Kontrak berdasa.kan cara pembaya.an;
b. lGnrak berdasarka. pembebanan tahun anggaran;
c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan;
d. Kont.ak berdasarkan jenis pekerjaan.

(3) Konrak pengadaan barans/jasa berdasarkan cara pembayaran
sebagaimara dimaksud pada ayat (2) hurul a, terdiri atas:
a. Kontrak ixmp sLn;
b. Konrak harga saluanl
.. Kontrak gaburgan lunp slmdan harga satuan;
d. Kontrak persentase;
c. Kont.ak terimajadi (Irmteyl.

(4) Konrak pcngadaan barans/jasa be.dasarkan 'pembebanan uhun
anssaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hutuib, terdiriatas:
a (o..rd[ rdhrn' rnBBrl.
b. Konrak lahunjanak.

(s) Kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan sudber pendanaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 hurulc, terdiriatas:
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a Konrak lengadaan tunggal;
b. Kontrak pengadaan bersatual
c. Kontrak payung (t/aaeaark@nt ac't\.

(a,l Kontrak pensadad barans/jasa berdasarkan jenis lekeriaan
sebasa,.mda dimaksud pada ayat (2) hu.ur d, terdiri atas:

a. Konbak pengadaan pekerjaan tuneeall
o Kor'-.^ pFnB!dr41p'rre dan ''rrg "'

Pasal 36

(1) KonLrak Ump sun me pakan kontrak pensadaan barang/jasa aias
pcnyelesaian selutuh pekerjaan dalam batas waktu tert€ntu
sebasainana ditetapkan dalam kontrak, dengan ket€ntuan sebagai

a. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penvesuaian

b. Semua risiko sepenuhnya ditanBgung oleh penyedia barang/jasai

c. Pembaydan didasarkan lada tahapm produk/kelua.an vang
dihasilkan sesuai dengM isi kontrak;

d. Silat pekerjaan bero.ientasi kepada keluaran (oltPrt rase.l)i

c. Total harga penaivaran bersilar mengikat;

l. 'ridak diperbolehkan adanya !ekerjaan tambah/kurang.

g, Pengadaan ba.ang/jasa yang dapat diLaksanakan dengan kon.rak
?uap sua, antara lalnl
1) Pensadaan kendaraan bermotori
2) Pengadaan Patungi
3l (onstruksi ba.sunan sederhana, sePertl ruang kelas;
4) Pembuaian aplikasi komPuter'

{21 Kontrak harga satuan merupakan kontrak pcngadmn barang/jasa atas
penyclesaian seluruh Pekerjaan dalam batas waktu vang telah
di,_r '!\.r o'nga k"r"nr r"n .ebdg"ib_r.LL'

a. Ha.8a satuan Pasti dan tctap untuk setiap sdtuan atau unsur
pekerjaan dengan sPesilikasi teknis tertentu;

b. volume atau kuantitas pekerjaanny! masih bersilat perki.aan pada
saar kontrak dirandatansanil

c Pembaya.annya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas
volume pekerjaan yanB benar_benar telah dilaksanakan oleh penvedia
ba.ans/jasa;

d. Dimunskinkan adanya lekerjaan rambah/kurans berdasarkan hasil
pengukuran bersama atas Pekerjaan vang diperiukan

r ' o_ r.* scbJnadn top -un o.o nd-8" 'aru" 'rd".dh konr o\ 'a18
T,,upak; ea;unBcn tunP tun oa na-sd srruon d"'om I /'"ru
pFderi4a' rdnB d'p'''Jz-..*!n r'sa I'a P"r e"d"a' bdnBU r"n Jdne
;oeq , "+n 

po, dd-, pcncdnB (bras nr. d'a' me'selnokan
Lumpsum, pondasi tuempergunal<an harga satuan).

ld, Kon''r( pp-.p-.-se merup4kdn konr-r\ P'nB.dc"' a'd ko''.l"nsi
".1 rinl d, d'nedn Le r' I an s'b"Ca. btnk rr'



a. Penyedia jasa konsultansi/jasa lainnya menenma imbalan
berdasarkan pe.sentase dari niLai pekeiaan terrentu, misalnya:
1) Perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung petuenntah;

3) (onsultan penilai.

b. Pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang
dihasilkan sesuai dengan isi kontrak.

(s) (onlrak tenma jadi lT!a,ce!) merupakan kontrak pensadad bddg/
pekerjaan konstruksi/.jasa lainnya atas penyeLesaian seluruh pekerjaan
dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jutulah harga lasli dan tetap sampai seluruh peke.jaan selesai
dilaksenalani

b. Pembayaran dilakukan berdasarka. hasil penilaian be.sama yang
menunjukkan bah$a peke.jaan telah dilal{sanakan sesuai densan
kriieria kinerja yans telah diterapkani

c. Digunakan untuk membeli suatu barang atau instalasi jadi yang
hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepenrinsan

' j'uL "lih I,an-l:,)'eknol s."FbnjuLnrj

Pasal 37

(1) Kontrak tahun tunggal merupakan kontrak yane lelaksdam
pekerjaan.ya mengikat dana ansgaran selama masa 1 lsatu) tahun

(2) Kontrat tahun jamak merupakan kontrak yang pelaksanaan
pekerjaan.ya untuk hasa lebih dari I (satu) tahun anggaran atas beban
anggaranj yang dilakukan setelah mendapalkan Perserujuan Bupati,
dengan prosedur sebagai benkut:

a. PA ftengajukan perftohonan persetujuan pelaksanaan peke.jaan
kontrak tahun jamak kepada Bupari melalui TAPD densan dilampiri
penjelasan peke.jaan yans meliputi:
1) Data unum ftense.ai pekerjaan yang diajukanj
2) Lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan per tahun anggaranl
3) Uraian rencana pembiayaan ler tahun anSSaranl
4) Alasan alasan diperlukannya pelaksanaan kontrak tahunjamak

b. TAPD yang dipimpin olch Sckrctaris Daerab melakukan pembahasan
dan penelitian terhadap permohonan da.i PA.

c. Berdasarkan hasil pembahasan dan peneLitian 'IAPD, Bupati dapat
menyetujui alau menolak pemohonan.

d, Apabila permohonan t€.sebut disetujui oleh Bupati, selanjutnya
Bupati meminta persetujuan DPRD mengenai kontrak tahunjamak.

(3) Kesiatan yanc dapat diajukan konrak tahun jamak harus mceenuhi
knteria seku.ang kura.gnya:

a. Peke.jaan konsbuksi atas pelaksanam k€giatan yang secara teknis
merupakan saiu kesatuan untuk m€nghasilkan satu ouiPri yang
memerlukan {'al<tu penyelesaian lebih dari 12 (dua beLas)bulan;



b. P€k€rjaan atas pelaksanaan kegiatan yane menurul silahya harus
tetap be.langsung pada peigantian lahlrn anggaran seperti
penanaman benih/bibit, pensh,jauan, pelaranan perintis laut/
udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan pembuangan
\c1pa' d 

'1 
prnBad.a 'J€sd lbanag >eru\e

{a) Pencan;saran kesiatan tanun jaftak sebagaimana dlmaksud pada ayat
(3) berdasarkan atas pers.tujuan DPRD yang dituangkan dalam nota
kesepakalan bersama antara Bupari dan DPRD yang sekurang_
kurangnya memual:
a. Nama kegiatani
b. Jargka ivaktu pelaksandan kegiatanl
. Jumlah angAaran;
d. AtokaFi anggaran ler tahun.

(sl Nota kesepakaran bersama sebasaimana dimaksud pada avaL 1'1)

dirandatangani bersamMn dengan penandatanganan noLd kesepakatan
KUA dan PPAS pada tahun pertama .en.ana pelaksanaan kegiatan

(6) Jdgka Faktu penganggaran kegiaran tahun jamak s€bagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak melampaui alhir tanun masa jabatan

(7) Pelaksanaan pekerjaan konlrak tahun jamak baru dapal dilaksanakan
setelah ada perserujuan dari DPRD yang leriuang dalam nota
kesepahaman antara Bupati densan Pimpinan DPRD.

Pasal 3a

(1) Kontrak pengadaan tunggal merulakan kontrak yang dibuat oleh L

(saiu) PPK densan 1 lsatu) penredia barang/jasa rerte.tu untuk
menyelesaikan lekerjaan terlentu dalam s,aktu terreniu.

(2) l(onrak pengadaan be.sama derupakan kontrak antara beberapa PPK
densan I (satu) penyedia barans/jasa untuk menyelesaikan Pekerjaan
dalam saktu tertentu, sesuai dengan kebutuhm masing masing PPK
yang menandatangani kontrak, dengan kerentuan sebagai berikut:

a. suober pendanaannya berasal dari bebe.aPa oPD lca linancingli
b Dari sumber dana yang berbeda (APBD-APBD, APBD_APBN, APBN

c. Penielasan mcnsenai tanssuns ja{ab dan pembaSlan beban
anggaran diatur dalam kontrak sesuai dengan kdalrieistik

d. Kontrak pengadaa. bersama dimaksudkan untuk meningkatkan
ensiensi pelaksanaan maupun anggaran, contohnya:
1) Pengadaan ATKI

-, oP C,d. . 'ubdr.
3) Pe.gadaan peralatan kaniorl
z, Pfno6ddcn komp .rr.

e. Pembebanan anggaran uDtuk konlrak pengadaan bersama, didlur
dalam kesepakatan pcndanmn bersama.

(3) Kontrak payung lkore@atk conrrdctl merupakan konrak harea satuan
antara pcjabat OPD yang benve.ang me{,akiLi 1 (satu) atau lebih dari I



(satu) PPK untuk melakukd perjanjian densan penyedia barans/jasa
yang dapa! dimanlaatkan oLeh OPD, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Diadakan untuk menjamin ha.sa baranslasa yang lebih ellslen,

kete.sediaan barang/jasa terjatuin dan sifatnya dibutuhkan secara
bcrulang dengan volume atau kuantitas pekerjaa. yang belum dapar
ditentukan pada saat kontrak dltanrlatangani, nisalnya:
1) Pengadaan AlatTulis Kantor (ATK)i
2) Pensadaan kendaraan dinas;
3) Pengadaanjasa bosa;
4) Peneadaanjasa layanan perjalanan {lra,el dgenl);dan
s) Pekerjaan/jasa lain yang sejenis.

b. Pembaya.arnya diLakukan oleh setiap PPK/OPD yang didasarkan
pada hasil penilaian/pengukuran be.sama terhadap volume/
kuantitas pekerjaan yang lelah dilaksanakan oleh penyedia
buans/jasa secara nyata.

(4) Pemhebanan anggaran untuk kontrak pensadaan bersama sebasaimana
dimaksud pada ayal (2), diatur dalaft kesepakatan pendanaan be.sama.

Pasal 39

(1) Kont.ak pengadaan pekcrjaan tltnceal merupakan konrrak pengailaan
barang/jasa yans hanya terdi.i ddi I (satu) peke.jaan lerencanaan,
pelaksanaan atau pengawasan

(2) Kontrak pengadaan pekeiaan terinteg.asi merupakan kontrak
pengadaan pekcrjaan konstruksi yang be.sitat kompleks densan
menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/arau
pengauasan, misalnya:

a. Kontrak bcrbasis kine\a \Pefaman@ B6ed contacl) merupakd
kontrak pensadaan baranglasa aias dicapainya suatu tingkat
pelaymm te.tentu yang bisa merupakan penggabungan paker
pekerjaan yans biasanya dilakukan terpisahi

b Konr.ak rancanE dan bansun lDesign & BLiid) merupakan kontmk
pcngadaan yang meliputi desaio dan pembangunan;

. KontraL rancang bangun konstruksi lEflgineedng Prc.ute,rLent
Co4struclion) he.upakan kont.ak pengadaan yang meliputi desain,
pengadaan, dan konstruksil

d. Kontmk rancans bancun operasi pemeliharaan lDesign Buit l
Ape.ate Maintoin) me.ulakan konirak pengadaan yang meliputi
desain, pembangunan, pengope.asian dan pemeliharaan;

e. Konrrak jasa pelayanan (serui.e con,ra.t) merupakan kontrak
pengadaan unruk helalani kebutuhan layanan tertentu;

f. (ontrak pengelolaan aset merupakan kontrak untuk pengelolaan aset
sehingga aset yane dimiliki dapat dimanlaatkan secara optimali

g. Konlrak ope.asi dan pemeliharaan merupakan kontrak pengadaan
yang melipuri pengoperasian dan pemeliharaan atas suatu aset yang
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(3) Kuitansi sebasaimana dimaksud pada
pensadaan barang/jasa yang nilainya
(lima puiuh juta rupiah) .

Tanda Bukti Perjanjian

Pasai 40

(1) Tanda bukti perjanjian te.diri aias:
a. Bukti pembelian

c. Surat P€rjanjian Kerja (SPx)i dan
d. Surat Perjaniian
e. Surat Pesanan

(2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruI a,
digunakan untuk pengadaan ba.ang/iasa yang nilainya samPai dengan
Rp 10.000,000,00 (sepuluh juta rupiah).

ayat (1) huruf b, disunakan untuk
sampai densan Rp 50.000 000,00

(41 sPK sebasalmana dimaksud pada ayat (1) hurui c, disunakan untuk
pengadaan barans/peke.jaan konshuksi/jasa lainnya deosan nilai
sampai dengm Rp 200.000.000,00 (dua .atus juta rupiah) dm untuk
Jasa knsullansi dengan nilai satupai dengan Rp 50.000 000,00 {lima
puluh juta rupiah), tanpajaminan pelaksanaan.

(sl surat perianiian sebasaimana dimaksud lada ayat (1) hurut d,
disunakan unruk pengadaan barans/pekerjaan konstruksi/lasa lainnya
dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
unruk iasa konsultansi densan niLai di atas Rp 50.000.000,00 (lima

luluh ju[a rupiah) densan jamind pelaksanaan.

(6) surai Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat 11) hurule digunakan
Lrntuk Pengadaan Baradg/Jasa melalui E,DLr.hGing dan pembelian

Bagian Keenam

Jaminan Pensadaan Barang/Jasa

Paragral I

Persyaratan Jaminan

Pasal :l l
(l) Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminao kePada Pengguna

Barane/Jasa untuk memenuhi kewajlban sebagaimma dipersyaratkm
dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pensadaan.

(2) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:

a Jaminan Penawdani
b Jaminan Pelaksanaan;
c. Jaminan Uang Muka;
o. ldm.n"n Per"lihErarr , da'
e, Jaminan Sdsgahan Bandins.

(3) Jaminan aras Pensadaan Barans/Jasa sebagaimana dimaksud pada avai
(2) harus dapaL dicairkan tanpa syarai (atcondilioraD sebesar nilai



Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah
su.at pernyataan wanprestasi dari PPK/Pokja dlrerima oleh Penerbit

(a) Pokja/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarilikasi te.tulis
te.hada"p keabsahan Jaminan yang ditcrima.

(sl Jaminan dari Bank Umum, P€rusahaan Penjaminan, P€.usahaan
Aslrransi, konso.sium perusahaan asuransi umum/lembaga
penjaminan/perusahaan penjaminan dapat digunakan unruk s€mua

16) Perusahaan Penjaminan sebasaimda dimaksud pada ayat (s) adalah
Perusahaan Penjamilan yang memiLiki izin dari Menleri Keuangan.

(7) Pcrusahaaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud Pada
ayat (51 adalah Perusahaan Asu.ansi umum yang memiliki izin unruk
nef,jual produk jaminan kerugian (srrcrgsh', sebasaimana ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.

(8)Konsorsium perusahaan asurahsi umum/lembasa penjaminan/
perusahaan lenjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ielah
diretapkan/mendapat rckomendasi da.i Ororilas Jasa Keuangan (OJK).

Paragai2
Jaminan Pena{,aran

Pasal 42

Jaminan Penawaran diberikan oLeh Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat memasukkan penasiaran, yang
besarnya antara 1% (saiu perserads) hinssa 3% (tisa perseratus) dari

Jaminan Penaqaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya sctciah PPK menerima Jaminan Pclaksanaan
untuk Pera.datanganan Kon1.ak.

Jaminan Pena$a.an tidak diperlukan dalam hal Pen8adaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanaka! densan
Penuniukan Lanssune, Pensadaan Lanssung alau Kontes/sayembara.

llJ

(2)

(3)

(4) Untuk Pekcrjaan Konstruksi:

a. Paket pekerjaan sampai densan Rp 2.500,000.00o,o0 (dua miliar lima
ro u\ urdrup'el-l ' d-t d pP 1' \d .. r"r dminrn P'nd\v"r"r

b Su.ar Jaminan Pena{'aran untuk pakei pekerjaan di atas
Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta .upian) sampai
dengan Rp 50.000 000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dapat
dit€rbnkan oleh Bank Umum, Petusanaan Asuransi, P€rusahaan
Penjaminan, konso.sium perusahaan asuransi umum/lcmbaga
penjaminan/perusahaa, penjaminan, dan diserahkan oleh PenyedLa
Jasa kepada Poba.

c. Surat Jaminan Penawdd untuk paket pekerjaan di atas
Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar.upiah) diterbitkan oleh



Bank Umum. konsorsium lerusahaan asuransi umum/lembaga
penjaoinan/perusahaan penjaminan, dan diserahkan oleh Penvedia

Jasa kepada Pokja.

Parag.al3

Jaminan Pelaksanaan

Pasal43

! r-mn1n P(1{.drdsn oin.nr. P'\ L'p"d" P n'eor" B'r" g P_\_ ' 
I

l.,n>r-^,'.' dr'rdsDo'u0'00uu00'00ld't"'!'

12) Jaminan Pelaksanaan tidak dilcrlukan dalar h'l:
d Pcn doadn Bd.r.a P' .pn"rn l(on -- rl', ' '" L!' '\d '1aB

d,r-:,.i-i-n oen-;r ' 
_ odF P"ls"dd"r L"n-'u 's. 

D'nL'' \"n
L. 

' B. rng.' | " e;r ,ng"n"r D"r' 'd 
^on ' r

b. Pongadaa. Jasa Lainnya, dirtana aset Pcn]edia sudah dikuasai oleh

Penggunai atau

c Pengadaan Barmg/Jasa dalam (atalog Elektronik melalui E

rr J"mrn" Pp.a1.." d"n'"1 '-arman" o,mdks' . p"oc '/"r il d'n d'"'')'
d bcr nan ,( _ r . orr"rb"kdnn\- 'PPB d"r. 'b('n oc'a_du'dnB''2'
Konrak Pensadaan Barane/Pekerjaan (onsruksi/ Jasa Lainnva

(,1) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai benkut:

a Unruk nilai penawaran ierkoreksi antara aO% (delapan Puluh
Dsslr-rL. 'r.Ddi d_-sdn loo " (.Fr" !\ TFr\Fr!r " o" ' "' o'"1
Jpi mm-n Pe-arr.. n:"r . d" dl' " b_"" i'ol ,, f"r" '' |' 'l 'I'
.ilai ltuntrak: atau

b Uriuk nilai pena$a.an terkoreksi di ba*ah a0% (delaPan puluh
perscratus) d;ri nilai iotal HPS, besarnla Jaminan Pelaksanaan 5o/o

Uima perseratusl dari nilai iotal HPS.

(s) Untuk Pekerjaan Konstruksil

a sural Jaminan Pelaksanaan untuk pakel pcke'jaan samPai dengan

R! 2.5OO.OOo o0O,OO (.lua miliar lima raLus juta rupiah) dapat
.lii€.bnkan oleh Bank Umum, Perusahaan Asuransi, Pe'usahaan
P. n,-m nr-r q 'h"Ji '' r'dni ' nLm l'n baB"

p^aj. m,n. ' PF. r' , ""n p"ri"-'n"n d"n d' 'c'"' rdn ol h PFn _d''

Jasa kepada PPK

b. Surat Jaminan Pclaksanaar LLntuk Pakei pekerjaan di atas

Ro 2 ,o I OOO OOO ro'L'i " rLDr\ d'ebi'\d'
r:. 8.,. trmlm I'o ,o\' n P" 'r' a lrl bdr"

f""1"-*""7p.-i"r,""" penjaminan, aan diserahkan oleh Penvedia

Jrs. l'-!,d. PP(

16 Jamrna P'.c1r.rra"n be .r*u '"1€^'a_CBal kon''s{ "JnPr' r!\ rerir d

e,,,.. " ." 4",.^" " "J .pr"l 
'F..me 

De _dl- P'ic'J"r1 r.on" ruk'

(71 Jamin;n Pelaksanaan dikembalikan serelah

d penyerahan Barang/Jasa Lainnva dan Scrrilikar Ga'ansii atau



b. penyerahm Jamind Pemeliha.ad sebesar 5olo (lima perseratus) dari
nilai Kontlak khusus basi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/rasa

(l)

t2)

(31

Paragral4
' 

Jaminan Uang Muka

Pasal 44

Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa terhadap
pembaydan Uang Muka yang diterimanya.

Besarnya Jaminan Udg Muka adalah senilai Umg Muka yang

Untuk Pekerjaan Konstruksi:

a. Surai Jaminan Uang Muka untuk paket pekerjaan sampai dengd
Rp 2.so0.000.000,00 (dua milia. lida ratus juta rupiah) dapat
diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahan Asuransi, Perusahaan
Penjaminan, konsorsiun perusahaan asuransi umum/lembaea
penjminan/pe.usahaan penjaminan, <lan diserahkan oleh Penledia
Jasa kepada PP]l.

b. Surat Jamiian Uang Muka untuk paket pekerjaan di aras
Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diterbitkan
oleh Bank Umum, atau konsorsium perusahaan asuransi umum/
lembaga penjaftinan/lerusanaan lenjaftinan, dan diserahkan oleh
Penyedia Jasa kepada PPK,

(4) Untuk Pekerjaan Jasa Konsultansil

a. Surat Jaminan Uang Muka untuk paket pekerjaan smpai dengan
Rp 750.000.000,00 (tutuh ratus lima puluh juta rupiah) dapat
diterbitkan oleh Bank Utuutu, Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Penjaminan, konsorsium lenrsahaan asuransi umum/lembaga
penjaminan/perusahaan penjaminan, dan diserahkan oleh Penyedia
Jasa kepada PPI(.

b. Surar Jaminan Uang Muka u.tuk paket peke.jaan di alas
Rp 750.000.000,00 (tujuh .atus lima puluh juta rupiah) diterbirkan
oleh Bank Umum, aiau konsorsium perusahaan asurdsi umum/
lembasa penjaminan/perusahaan penjaminan, dan diserahkan oleh
Penyedia Jasa kepada PPK

(s) Pengembalian Uang Muka dip€rhitungkan secara proporsional pada
setiap tahapan peft bayaran.

Pdragral5

Jaminan Pemellharaan

Pasal45

(lt Pc.y-d'd B.-"' g/J"\d nerbei.*dn J"m.na' o_1"'rl €rs. r k'padc Po(
setelah pelaksanaan lekerjaan dinyatakan selesai i00% (seratus

P r5.rd usr. un Lk:

a Pekerjaan Konslruksii
b. Pensadaan Jasa Lainnyayang membutuhkan masa pemeliharaan



I

(2) Besa.an nilai Jminan Pemeliharaan sebesar s9o (lima perseratus) dad

(31 Untuk Pckerjaan knstruksi
a. Surai Jaminan Pemeliharaan untuk paket pekerjaan sampai dengan

Rp .2.500 000.000,00 (dua miliar lima .atus juta rupiah) dapat
diterbirkan oleh Bank umum, Perusahaan Asuransi, Perusahaan
Pcnjaminan, koosorsium perusaham asuransi umum/lembaga
penjaminan/perusalaan penjaminan, dan diserahkan oleh Penyedia
Jasa kepada PPK

b. Surat Jamind Uang Pedeliharaan untuk Paket pekerjaan di atas
Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dite.bitkan
oleh Bank umum, atau konsorsium perusahaan asuransi umum/
lembasa penjaminan/perusahaan penjaminan, dan diserahkan oleh
Pcnyedia Jasa kepada PPl(.

(4) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja
setelah masa peoeliharaan selesai.

(s) Peny€dia Pekerjaan Konstruksi medilih u.tuk memberikan Jaminan
Pemeliharaan atau mehberika. rerensi.

(61 Relensi s.basaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya s% (lima
pe.se.aLus) dari nilai Konirak Pensadam Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Bagia. (etujuh

sertilikat carmsi

Barang modal, Penyedia Barans menyerahkan(ll Dalam Pengadaan
Serrifik.t Ga.ansi

{2) se.tilikat Garansi diberikan terhadap kelalkan lenggunaan Ba.ang
hinggajangka waktu te.tentu sesuai dengan ketentuan daiam Konrak.

(31 Caransi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah

Bagian KedelaPan

Penandatangmm Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 46

(1) PPI( menyempurnakm rancaosan kont.ak pengadaan barans/jasa
untuk djtandatansani.

12) Penandatanganan konrak pengadaan baranS/jasa dilakukan setelah

(3) Dalam haL proses pemilihan Penyedia Ba.ane/Jasa dilaksandkan
mendaluiui pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam
DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetaPkd kurang da.i nilai Pcngadaan
Barang/Jasa yang diadakan, proses pcmilihan Penyedia BaranS/Jasa
dilanjutkan ke iahap penandatmganan kontrak setelah dilakukan revisi
DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatall'€n.



dikembangkan oleh LI(PP pada uebsitel
uau.iidprc..lkpp,aa.id atau yang dikembangkan oLeh Peherinhn
Kabupaten Cianiur pada web.ire: lpse.cidniwkab,oo.id.

(a) Apabila proscs pemilihan Peoyedia Ba.ang/Jasa dibatalkan karena
DIPA/DPA tidak ditetapkan atalr alokasi angga.an dalam DIPA/DPA
yang ditetapkan ku.ang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada
Prr )edia Bdra' C . ase L.dok drbelkan Banr F g

(5) Para pihak menandatangani konkak setelah Penyedia Barang/Jasa
menyerahkan jaminan letaksanaan, (hanya untuk pengadaan
barans/jasa yans mensyaraikan lerlunya penyerahan jamina.

16) Penandatanganan kontrak pensadaan baranB/jasa yans kompleks dan/
atau bernilai di atas Rp 100.000.000,000,00 {seratus miliar rupiah)
dilal<ukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum konfak.

(7) Pihak yans bef,ve.ang menandaiangani konrak peneadaan barane/jasa
aras nama penyedia barans/jasa adarah direksi )ans disebu*an
naoanya dalam akta pendirian/angga.an dasa. penyedia barang/jasa,
lang telah didaltarkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

(8) Pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak disebutkan
dald akLa pendi.ian/angga.an dasa. sebagaimana dimaksud pada ayat
{7), dalat menandatancani kontrak pengadaan barang/jasa, selanjans
pihak tersebut adalah pcngurus/karya$'an perusahaan yang bersrarus
scbaaai tenasa kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian
(c{tnang yang sah dari direksi atau pihak yans sah berdasarkan akta
pendi.ian/angga.an dasar unruk menandalangani konlrak pensadaan

BAB V

PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA ELEK'TRONII{

Bagian Pe.tama

I(etenruan Umum Pcngadaan Barang/Jasa Se.ara Elekronik
Pasal 47

(1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah yang berasal dari sumber
dana APBD dan APBN dilakukan seca.a elektronik.

(2) Pengadaan Barang/Jasa seca.a elekt.onik dilakukan dengan cara E
Tefl.leing a\an E Putchdsing.

(3) Pcnsadaan barane/jasa pemerinlah secdra elektronik benujuad untuk:
a. Meningkatkan ransparansi dan akuniabilitasi
b. Meningkatkd akses pasar dan pe.saingm usana ymg sehai;
c. Memperbaiki tingkat elisiensi proses pengadaanj
d. Mendukung proses moniroring dan audni dan
c Memenuhi kebutuhan akses inlormasi yang real time.

Pasal .18

OPD dalam pelaksanaan pengadaan baiang/jasa secara elektronik,
mehpergunakan Sisrem Pengadaan Earang/Jasa Pemerintah Secara
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Bagian Kedua

E- fenaenng

Paragraf 1

. Ketentuai Umum Metode Pelaksanaan D Tendenng

Pasal 49

Mciode pclaks@an pengadaan bdang/jasa ymg dilal<ul€n dengd.m E-
?endenng terdiri da.i:
1. E-LeLmg untuk pemilihan Penyedia barans/pekerjaan konstruksi/jasa

2. E-Lelang ccpat untuk pemilihan Penyedia ba.an8/pekerjaan
konst.uksi / iasa lain.yd i

3. E seleksi untuk pemilihM Pef,yediajasa konsultansi; dan

4. E seleksi cepat unluk pemilihan Penyediajasa konsullansi.

Pasal 50

11) Ruang lingku! E ?edenng melipuri proses pengumuman Pensadaan
Ba.ang/Jasa sampai dcngan pcngumuman pemenang.

(2) Para pihak yang terlibat dalam E-lendenng sebagaimana dimaksud pada
alat (l) adalah PPK, BLPBJ/Pejabat Pensadaan, dan Penr€dia

PasaL 5l
(1) Dalam pelaksanaan E ?endenng dilakukan dengan ketentuan:

a. Tidak diperlukan Jaminan Penawaran;

b. Ti.lak diperlukan sanggaha. kuaLifikasi;

c. Apabila penawaran ya.g masuk kurang dari 3 (tiga) peserta,
pemilihan Penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi
reknis dan harca/biaya j

d Tidak diperlukan sanggahan bandingi
, .n_Jk pem.L.he- Deny"d r' "s" Kon'u',dsi

1) Daltar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai s (limal P€nyedia
.Jrs. l(onsulr..si:

2) Seleksi sederhana dilakukan dengan meLode pascakuaiifikasi.

L Penyusunan jad$al pelaksanaan pehilihan Penyedia barang/jasa
dilakukan be.dasarkan han kale.der dengan batas akhir setia!
lahapan adalah hari ker.ta,

(2) sanssahan kualfikasi dapa! dilakukan untuk pekeiaan yans aspek
kualilikasinva menentukan kualitas penasdm.

l3l E Tende.i,ng dengan metode E'Lflans cepat/E seleksi Cepat
dilakukan dengan memanlaatkan lnto.masi Knerja Penyedia
Barang/Jasa yang tidak memerlukan lenilaian kuaLifikasi, adminisrasi,



(a) Pelaksanaan E-Tenderhg denean metode E-l4laog Cepat/E-Seleksi
Cepat sebagaimana ydg dimaksud dalam Pasal 49 aogka 2 dan anCka
4, selain dilakukan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), jusa dilarukan densan ketentudl
a. Dapat menyebutkan merek/type/jenis pada spesilikasi teknis

barang/jasa yang akan diadakanl

b. Tidak memerlukan penilaian kualinkasi, administrasi da. teknis;

c. Tidak memerlukan sanggahan dan sanggahan banding.

Pasal 52

Pedoman pelaksanaan E-Iendeing terdlri.\ari:
1 . Syarat dan ketentuan penggu.aan aplikasi SPSD;
2. Panduan penggunadn allikasi SPSE (!sergllle)i
3 Tata cara E lenderingidan
4. Dokumen PenBadaan Secara Elektronik yang ditetapkan oleh Pokja.

Pdagraf 2

Tata Cara , ?endenng

Pasal 53

Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/.jasa dengan metode E ?eadenng
mengacu kepada Lampiran Pe.atumn Kelala Lembaga (ebtakan
Pengadmn Ba.ang/Jasa Pemerintah Nomor l Tahun 2015 Tentang E-

Basian Ketiga

E Pu.chasing

Pa.agai 1

Keknruan Umum Pembelian Ba.ans/Jasa cae E-P rchasing

Pasal 54

(i) D,DLrcnasing dilaksanakan melalui aplikasi E-Arrchasing pada SPSE
yans dikehbanskan dan dikelola oleh LKPP.

(21 OPD walrb melahlrkan E Jnrrchosing terhadap Ba.ang/Jasa yang sudah
dimuat dalam sistem katalog elekt.onik sesuai de.gan kebutuhan OPD

(s) sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselenggarakan oleh LXPP yang memuat informasi teknls dan ha.ga

$) E Pu.chasins dilaksanakan oleh Pcjabar Pensadaan/PPK atau pejabai
yang ditetapkan oleh Kepala OPD.

(3) Apabila jenis barans/jasa yans dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah/
OPD belum rercantum pada Katalog Elekronik yang diselenggarakan
oleh L(PP, maka dapat diusulkan untuk dicantumkan kepada L(PP.



Penyampaian UsuLan Pencantuman Bardg/Jasa lada
Katalog Elektronik {E- CatalogEe)

Pasal 55

Penlampaian usulan pencantuman Barang/Jasa yang belum terdapar pada
Katalog Elekt.onik dilalratan dengan prosedu. sebaBai be.ikut:
1 Kelala OPD selaku PA menyampaikan usulan kebutuhan Ba.ang/Jasa

kepada Kepala BLPBJ unruk dicantumkan ke dalam Karalog Elektronil<

a. Volume kebutuhan: dan
b S!esil'lkasileknis.
c. Jangkauan layanan

2. Usulan kebutuhan Barang/Jasa sebaeaimana dimaksud lada angka l,
selanjutnya oleh (epala BLPBJ disampaikan kepada LKPP untuk dikaji
kelayakannya untuk dicantumkm daLam (atalog Elektronik;

3. Dalaft hal Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka I layak
uniuk dicantuhkan dalam Katalog Elekt.onik maka LKPP menetapkan
proses pemilihan Penledia Barang/Jasa dilakukan oleh LKPP atau
Pcmerintah Daerah.

4. Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa diseiujui dilakukan
oleh Pemeriniah Daerah, LI<PP tue.yampaikan surat penetapan proses
pemilihan Penyedia Bardg/Jasa kepada Itepala BLPBJ.

5 Dalam hal Barang/Jasa sebaeaimana diftaksud pada angka I tidak
layak untuk dicmtumkan dalam Katalog Elektronik maka LKPP
mcnyamPaikan slrrar penolakan kepada Kepala BLPBJ.

paraeEl3

Proses Pemilihan Pelyedia Barang/Jasa
Pasal 56

Proses pemilihm Penyedia Barang/Jasa yang dicantumkan dalam Katalog
Elekronik dilakukan sebagai berikut:

l. Proses petuilihd Penyedia Bdane/Jasa.lilakukan oleh Tim (atalog yang
ditetapkan Kepala BLPBJ.

2. Proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka i dapat dilakukar

3. Dalam hal proses pemilihan dilakukan oleh'lim Karalog yang dltelapkan
(epala BLPBJ maka merode pemilihan sebagaimaoa dimaksud pada
angka 2 ditetapkan oleh T im (atalog.

4. Pengangkatan dan pembe.hentian Tim (atalog sebagaiftana dimaksud
lada anska 1 tidak terikat rahun anggarm.
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Penetapan Penyedia Barang/ Jasa

Pasal 57

Berdasarkan hasil proses pemilihan, LKPP membuat Surat Penetapd
Barang/Jasa yang akd dicantumkan dalam Katalog Elektronik dengd

a. LKPP mengkaji dan menilai prosedur pemilihanl

b. Dalm hal pengkajian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada hurut a
telah memenuhi prosedu. pemilihan, LKPP meneiapkan Barang/Jasa
unL 'k oi. r_ ' Tka dalsm K.'3 oA El"k,ronik

c Dalam hal pengkajian dan penilaid sebagaimana dimal<sud hurula tidak
medenuhi prosedur pemilihan, maka LKPP memerintahkan kepada Tim
Katalog melalui Kepala BLPBJ unluk memproses pcmilihan ulang
sebasaimana dimaksud dalao Pasal56 angka 2.

Parag.af 5

Kontrak Katalog

Pasal5S

Berdasarkan Su.at Penetapan sebasaimana dimaksud dalam Pasal 57,
dihkukan peoandatanganan Kontrak Katalog, dengan ketentuan LKPP
nendelegasikan kescnangan untuk melakukan penandatanganan Kontrak
Katalog dengdD Penyedia Ba.ang/Jasa kepada Kelaia BLPBJ.

Paragraf 6

Penayangan (atalog Eleklronik
Pasal 59

Bcrdasarkan Surat Penetapan sebagaimana dimaksud dalad Pasal 57 dan
Kontrak Katalog scbagaimana dimaksud dalam Pasal 58, LKPP
menayangkan daltar Barang/Jasa beserta spesifikasi teknis, hdsa dan
jumlah ketersediaan Barans/Jasa pada (atalos Elektronik densan alamat
uebsite: https:/ / e-katalog.lkpp go.id.

Pa.agral T

Pe.ubahan Kontrak Katalog

Pasal 60

Usulan lerubahan Kont.ak Katalog dapat dilakukan dalam hall

a. Pcnambahan item barans/.jasal

b. Perubahan spesilikasi teknisi

.. Perubahan harga;

d. Pcnurunan pencantuman baik sebaglan maupun seluruh ited barang/
jasa dari katalog elektronikl

e Perubahan lainnya yang bersilat substansiali dan/atau

L Perubahan lainnya yang bersifat administratil.



PerubahaD Kontrak KataiogAtas usulan Penyedia Barang/Jasa
Pasal 61

11) P€nredia Barang/Jasa dapat mengusulkan perubahan Kontral< Kataloc
kepada Kepala BLPBJ.

(2) Apabila usulan perubahan Kontrak Katalog sebagaimana dioaksud
dalam PasaL 60 hurul a, b, c, d dan/atau e, selanjutnya Kepala BLPBJ
memerintahkan 'fim Katalog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (r) untuk melakukao evaruasi.

(3) Apablla usulan perubahan Kontrak Katalog sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 60 huruf ! Kepala BLPBJ melakukan petubahan ltontrak

(4) Dalam hal hasll eraluasi sebasaimana dimaksud pada ayar (2) disetujui
oleh Tim (atalog dan Kepala BLPBJ deogan Penyedia Barang/Jasa maka
dilakukan perubahan Kontrak (atalog.

{s) Dalam hal hasil evaluasi sebaaaimana dimaksud lada ayat (2) dan tidak
diserujui Tim (atalog ddn Kepala BLPBJ maka Kepala BLPBJ
menyampaikan surat penolakan perubahan xontrak xalalog

Paragrai 9

Perubahan l(onrak Karalos Atas Usulad Kepala BLPBJ

ll) Kepala BLPBJ dapat mensusulkan perubanan Konkak Katalog kepada
Penyedia Barang/Jasa.

(2) Dalam hal usulan perubala,l sebasaimana dimaksud pada ayat (1)
disepakati Kepala BLPBJ dengao Penyedia Barang/Jasa maka dilakukan
perubahan Konrrak Katalog.

Paragraf l0
hosedur E Prr.h6in9

Pasal 63

Proscdur pelaksanaan pensadaan barane/jasa dengan metode E arrch$ng
merBacu kepada Lampiran Peraturan KePaLa Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nodor 14 Tahun 2015 tentang E-

BAB \4
PELAKSANAAN KON'IRAK

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Parag.al I
Perubahan Kontrak

Pasal64

(1) Dalatu hal lerdapat perbedaan antara kondisi LaPangan lada saar
pelaksanaan, dengan gmbar dan/atau spesiikasi teknis yang
ditentukan daLam dokumen kontrak, PPK bersama penyedia barang/jasa
dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi:
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a. Menmbah atau mengurmgi volume pekerjaan yang te..dtum
.l.l.m konimk:

b. Menambah dan/atau meneurangi jenis pekerjaan;

c. Mengubah spesifikasi leknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan

d. Mengubah jadwal pelaksanaan.

(2) Perubahan kontrak sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) berlaku untuk
pekerjaa. yang tuenggunakan kontrak harga satuan atau bagian
pekerjaan yane menggunakan harga satuan dari kont.ak gabungan l,mP
srm dan harga satuan.

(3) Pekerjaan tambah sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan ketentuan:

a. Tidak melebihi 1070 (sepuluh lerseratus) dari harga yaog tercantum
dalam perj anj ian/ kontrak awali

b. 'lersedia.ya anggaran untuk peke.jaan tanbah.

(4) Penyedia barans/jasa dilarans menaalihkan pelaksanaan pekerjaan
utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan sub konrak kelada
lihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia
bdms/jasa spesialis.

(s) Pelanscaran atas ketenluan sebasaimana dimaksud pada ayat (3),

L,rr ]_o." bJr"ns l".r di<e dkdl .dnl\i oFrupa dPnda vJng b.a' r( dan
be.a ya s.. ,.' a".eo ' k'r'n'u"n 'po"e"'n an" oi.ru da.am doiur'l

(6) Perubahan kontrak yang disebabkm masalah adoinistrasi, dapar
dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak, masalah
adminisrasi anta.a lain:
a, Pengeantian PPX;
b. Perubahan rekening penerima.

Para9ral2

Uang Muka

Pasal65

(1) Uang muka dapat dibe.ikan kepada penyedia barang/jasa untuk:

a. Mobilisasi alai dd tenaga kerjal

b. Pembayaran uary tmdaiadi kepada pemasok barang/materiaL;

c. Persiapan teknis lain yang diperlukan bagi Pelaksanaan lengadaan
barans/jasa

(2) Ketentuan pembe.ian uang muka sebagaimana dimal<sud pada avat (11,

a. Besaran uang muka ditetaPkan oleh PPK berdasdkan kebutuhan
yang dimaksud pada ayal (l) dan dicantumkan daiam.rancansan
SPK/kontrak, serta memPerhatikan alokasi anggaran yang tersedia.

b. PPK menyerujui r€ncana penggunaan uang muka yans diaiukan oleh
penyedia barans/jasaj



c. Untuk usaha kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30%
(dca puluh pcrseratus) dari nilai ko.rrak pensadaan bdds/jasai

d. Untuk usaha non kecil dm penyedia jasa konsultansi, udg muka
dapat diberikan paling tincci 20% (dua puluh perscralus) dari nilai
konrrak peneadaan barang/jasa.

e. Untuk konkak tahunjamak, uang muka daPat diberikan:
l)20% (dua puluh pe.seratus)dari kontrak tahlrn lertama; atau
2) 15% (lima belas perse.atus) dari nilai kontrak

(3) Uans muka yans teLah diberikan kepada lenyedla barans/jasa, ha.us
segera dipergunakan unluk melaksanakan pekerjaan sesuaj dengan
.encana pensgunaan uang mukayang tclah mendaPat persetujuan PPK

1.1) Nilai iaminan uane muka secara bertahaP dapat diku.angl secara
proporsional sesuai dengan pencaPaian prestasi peke.jaan.

Paragral3

P.nbay"r"n Presusi D_\_' aEn

Pasal 66

(1) Pembayaran prestasi pekeriaan dapat diberikan dalam bentuk:

a. Pembayaran bulanan;

b. Pembayaran bcrdasarkan tahapa. penyeLesaid pekerjaan (termin);

c. Pembayaran secara sckalisus set€Lah penlelesaian pekerjaan

(2) Pcmbayardn prestasi pekcrjaan dibe.ikan kepada Penyedia Barang/Jasa
senilai prcsrasi peke.jaan yans dilerima setelah dikurangi angsuran
pe.Ccmbalian Uang Muka dan denda apabila ada, serra pajak.

13) Pembayaran untuk leke.jaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjdn
yang telah terpasang.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebasaimana diarur pada ayat (2) dan avar
(3), pembayaran dapat dilaLukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/
le.pasang untuk:
a. Pemberian uang Muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan

pcmberian Jaminan Uang Muka;

b. Pengadaan Barang/Jasa ymg karena sifatnya daPat dilakukan
pembayaran terleblh dahulu, sebelum Barang/Jasa dilerima setelah
Penyedia Barans/Jasa menyampaikan jaminan atas peobayaran
yang akan dilaklrkani

c. Pcmbayaran pdalatan dan/atau bahan yans menjadi bagian dari
hasil pekerjaan yanc akan diserahtenmakan, namun belum

(s) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata ca.a pembayaran sebasaimana
dimaksud pada ayat (4) hunrl b, te.masuk bentuk jaminan diatur oleh
Menle.i Keuangan.

(6) PPK mcnahan sebasian pembala.an ptsl.lsi pekerjaan sebasai uans
retensi untuk Jaftinan Pemeliha.ad Pekerjam Konstruksi dan Jasa
rainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.



Parasrai 4

Pclaksanaan ]lonrak Pengadaan Barang/Jasa unruk
Pekerjaan Penanggulanagan Ben.a.a Alam

Pasal5T

Pelaksanaa; Konrak Pengadad barane/Jasa densan cara Peounjukan
Langsung untuk pekerjaan penagguLangan ben.ma dm dilaksmakan

a PPK menerbitkan SPMK serelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan
salinan pernyataan bencana alam da.i pihak/instansi yang beMenang
sesuai ketentuan pe.aturan p€rundang undanganl

b Opname pekerjaan dilapanga. dilakukan bersama antara PPK dan
penyedia barang/.jasa, sementara proses dm administ.asi penBadaan
dapat dilakukan secara simultan;

c. Penangdan ddurat yang dananya be.asal dari dana penan8gulangan
bencana alam adahn:
l) Pcnanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan

diselesaikan dalam wakru yang paling singkar uf,tuk keamanan dan
keselamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugim
negd. €'a' n a\rEr.kar )dB eb L bFSd.

2) Konst.uksi daru.atyang hms seeera dilaksanakan dan diselesaikan
dalam waktu yang palhs slngkat, untuk keamanan dan keselamalan
masya.akat dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakal
yang lebih besa.i

3) Bagi kejadian ben.ana alam yang masuk dalam cakupan wilayah
suatu konL.ak, pekerjaan penanganan dafuat dapar dimasukkan ke
dalam conrra.r .l@nge ordet dan dapat melebihi 10d/o (sepuluh
perseratus) dari nilai awal kontraki

4) Pcnggunaan konstruksi permanen, jika penyerahan pekerjam
permanen masih dalam kurun waktu tanggap dafuat atau
penanganan dafuat hanya dapat diatasi dengan konstruksi
permanen untuk menghindtri kerugian negara/masyarakat yang

Parag.al5

Keadaan (ahar

Pasal 6a

(l) (eadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak
pa.a pihak dan tidak dalal diperkirakan scbelumnya, sehnEga
kewajiban yang ditentukan dalam konrak menjadi lidak dapat <lipenuhi

(2) contoh keadaan kahar dalam pensadaan Barang/Jasa antara lain
.bmun '.d"k .erba.cs pcd.'
a B.ncana 31am:
h Ben-anr non alrm:
c. Bencana sosiall
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i Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakd melaLui
Keputusan Bersana Menteri Keuangan dd menteri teknis terkait,

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia barans/jasa
rnemberitahukan tcntang terjadinya keadaan kahar kepada PP]< secda
tcriulis dalm waktu paling lambat 14 (emPat belas) hari kalendcr sejak
te.iadinya keadaan kahar, densan menyertakan salinm Pernyataan
,eadadn ld\dr \€. e orkelua. {d .1.' prr.k .ns En'. yl'8 bPa_n".9
. ""us. k"'en udn pel"., -" ' p"rundEng L-d4' tsz

(4) Tidak te.masuk keadaan kahar adaiah halhal merugikan yang
disebabkan oleh pe.buatan atau kelalaian para Pihak.

15) Kelerlaobatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibarkan oleh teriadinya
keadaan kaha. tidak dite.akan sanksi.

(6) setelah terjadinya keadaan kohar, para pihak dapat melakukan
kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan kontrak.

Paragral6

PeDyesualan Harga

Pasal 69

( I I Penyesuaian ha.ga dilakukan denga. ketentuan sebagai berikut:

a. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak tahun jamak
be.bcntuk konrak harga saiuan berdasarkan ketentuan dan
persyararar ,ang tclah te..antum dalam dokumen pengadaan
dan/arau pe.ubahan dokumen pensadaani

b. Tala cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan
de' Aia r- "s d"lm do^Jm'n oe-grdldn:

c. Penycsuaian harga tidak diberiakukan terhadap konrak tahun
runggal dan kontrak ilmp srn serta Pcke.jaan dengan harga satuan

(2) Pe.sya.atan penssundan rumusan penyesuaian ha.ga adalah sebagai

a. Penyesuaian harga dib€rlakukan pada kont.ak tahun jamak yanB
masa pelaksanaannya lebih dai 12 (duabelas) bulan dan
dibe.lakukan mulai bulan ke 13 (tiBa belas) sejak pelaksanaan

b Pcnyesuaian harsa satuan berlaku bagi seluruh kcgiatan/mata
pembayaran, kecuali konponen keuntungan dan biaya o,ernead
sebagaimana lercantum dalam penawarani

c. Penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal
pelaksanaan yang te.cantum dalam kontrak a{alladdendum

o pFrlF. rs..- hdrgc.d,r"r bag iompo'_a r'ker 'en Jdnq ocrds.'
da.i luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga da.i
i16oi rsa b.-.' g rFr rFbL.'

e. Jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat
a.lanya adendum konrak daPat diberikan penyesuaian harga dulai
bulan ke l3 (tiea bclas) seiak adendum kontrak dirandatansdi;
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t Konirak yang terlambat pelaksanamnya discbabkan oleh kesalahan
penyedia barang/jasa diberlakukan penyesuaian harsa berdasa.kan
indeks harsa terendah antara jad\aal swal de.san .jadival realisasi
Pekerjaan.

(3) Penyesuaian harsa satum sebasaimana dimalsud pada ayat (2)hurura,
ditetapkan dengan rumus sebagai beikut:
Hn = Ho (a+b.Bn/Bo +c.cn/co+d Dn/Do+. .. .. )

Hn = Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan
dilaksanakanl

Ho = Harga Satuan Barang/Jasa lada saat harga penawaran;

Koelisien tetap yang terdiri atas keunlungan dan
.vcrhead:

Dalam hal pe.as,aran tidak mencantumkan besaran
komponen keuntungan dan olerhead maka a = 0,15.

b, c, d = Koelisie. komlo.en Konrak seperti tenaga kerja, bahan,
alat ke.ja, dsbi

Penjumlahan a+b+c+d+,.. ..dst adalah I ,00.

Bn, Cn, Dn = lndcks harga komponen Pada saat pekerjaan
.lil.ksrnrk.nl

Bo,Co,Do = Indcks harga komponen pada bulan ke_12 setelah
penandatanganan kontrak

(4) Penetapan koefisien kontrak peke.jad dilanuka! oleh menteri teknis

(s) lndeks harsa yang digunakan bersumber dari penerbitan BPs

(6) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, dlgunakan
indeks ha.gayang dikeluarkan oleh insransi t€knis.

(7) Rumusan penycsuaian nilai l<ontrak ditetaPkan sebagai berikut:

Pn = (HnI x Vl) + (Hn2 xv2) + {Hn3 x V3) + ... .. dst

Pn = Nilai Kontrak setelab dilakukan penyesuaian Ha.ga Saruan
Barang/Jasa;

H. = Ha.ga Saruan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah
dilakuka. len,€suaian harga menggunakan rumusan
penyesuaian Harga satuanl

V = Volume setiapjenis kompolen Pekerjaan yans dilaksanaka!

ParagralT

Pemutusan Kontrak

Pes-l 70

(l) PP( dapat memutuskan konrak secara sepihak apabila:

a. (ebutuhan Barang/Jasa lidak dapat ditunda melebihi batas
bcrakhimya l(oni.aki
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(l)

b Be.dasa.kan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa ridak akan
ftampu mcnyelesaikan keselu.uhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan s0 (lima pulub) harl kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan peker.jaan untuk oenyelesaikan peke.jaani

c. Set€iah diberikan keseopatan menyelesaikan pekcrjaan smPai
densan s0 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhjrnya
pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak daPai
henyelesaikan pekerjaan;

d. Penyedia Barans/Jasa lalai/cidera janji dalan melaksanakan
kes,alibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
ivaktu yang lelah diretapkan;

e. Penyedia Ba.ang/Jasa te.bukti melakukan korupsi, kolusi
nelotisme, kecurangan, daD/atau pemalsuan dalm proses
Pc.gadaan Iarlgdiputuskan oleh instansi yang beN'enangi dan/atau

L Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi
n€potisne, dan/atau pelanggaran lersaingan sehat dalam
pelaksanaan pcngadaan bdmng/jasa dinyaiakan benar oleh inslalsi

Pembcria. kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan
pekerjaan sampai dcnsan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) hurul b dan hurur c, dapat nelampaui'rahun Anggaran sepanjans
penyebab keterlambatan pen]elesaian lekeiaan rerscbul di lua.
kelalaian Penledia Barang/Jasa.

Dalaft ha1 pemLtusan kontrak dilakukan karena kesalahm penledia

a Jaminan pclaksanaan dicairkani

b. sisa uans muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau
jamnran uang muka dicairka.i

.. Pcntcdia barang/jasa membayar denda keie.lambalani dan

d. Pcnledia barang/jasa dimasukkan dalam dalia. hitam.

(.+l Dalam hal dilakukan pemutusan kontrah secara sepihak oleh PPK
ka.e.a kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada
ayar (1), Pokja dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada
pemenang cadangan berikutnya pada pakei pekerjaan yang sama atalr
Penye.lla Barans/Jasa yans mampu dan memenuhi syarat

Paragral8

Penyclesaian Pe.selisihan

Pasal 71

(r) Dalam hal rcrjadi pers€lisihan antara Para pihak dalam penvediaan
barans/jasa, pa.a pihak te.lebih dahulu menyelesaikan perselisihan
.c._b,' 

' 
_ldl!. mu\}a\.'" ' ''ul' m-I"\"..

(21 Dalam hal penleLesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada aval
(l) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan rersebut dapat dilakukan
meLalui arbilrase, alternatif Penyelesaian sengketa arau Pengadilan
sesuai densan ketentuan peraturan perundang undangan.



Paragral9

Seral Terima Peke.jaan

Pa.al72

l1) selelah peker.jaan selesai i00% (seratus perseratus) sesuai densan
ketentuan yang terluang dalam kontrak, pe.yedia barang/jass
mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/I<PA tuelalui PP(
unluk penyerahan pekerjaan.

(2) PA/KPA menunjuk panlia/pejabar penerima hasil pekerjaan untuk
melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

(3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana
dimaksud pada ayai (2), laniria/pejabar penerima hasil pekerjad
melalui PPIi memerintahkan penyedia barang/jasa unruk memperbaiki
dan/atau melenskapi kekuransan pekerjaan sebagaihana yanB
disla.arkan dalam kontrak.

(4) rannia/pejabat penerima hasil pekerlaan menerima penye.ahan
pekerjaan setelan selu.uh hasil peke.jaan dilaksanakan sesuai dengan
kerenh,,n k.nrrzk

(5) (husus pekerjaan konsrruksi/jasa lainnyai
a. Penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melakukan

pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan
dalam kontrak, sehjngga kondisinya terap seperti pada saat
Penye.ahan pekerjaani

b. Untuk pekerjaan pe.mane,l, yaitu pekerjaan konstruksi yans umur
r€n.ananya lebih dari I (saiu) tahun, tuasa pemeliharaannya paling
singkat adalah selama 6 (enam) bula.i

c Unluk pekerjaan semi permanen, yaitu pekerlaan konsiruksi yang

pemcliharaannya paling singkat a<lalah selama 3 ftisa) bulan;
d. Masa pemeliha.aan dapai melampaui rahu. angearan.

(61 serelah masa pemeliharaan sebasaimana dimaksud pada ayat (5)
berakhir, PPK mengembalikan jaminan pemeliharaan/uans retensi
kepada penyedia barang/jasa.

(7) Khusus pengadaan barang, masa garansi dibe.lakukan sesuai
kesepakatan pa.a pihak dalam kontrak.

(8) Penyedia barang/jasa menandatangani Berita A.ara Serah Terima Akhir
PcLerjaan pada saal p.oses se.ah te.ima akhn ('dal hdtr.l o,er.

(9) Penyedia baranc/jasa Fns tidak menandatmBani Berita Acda Serah
Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dimasukkan dalam daltar hitam.

BdBi' ' 'd' d

Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang

Paragraf I
Organisasi Pe1al{sanad Kontral{ Pengadaan Barang

Pasal 73

(1) Organisasi pelaksanaan kont.ak pengadaan barang tediri dari:
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b. Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaani
c. Apabila diperlukan dapat dibantu oLeh tim teknis dan tim

pendukung yang banyaknya disesuikan dengan kebutuhan.
(2) 'rim teknls sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, dapar terdiri

a Panitia/pejabat!eneliti pelaksanaan konraki
b. Tim uji coba, dan Iain lain.

(3) Tim pendukung sebagaimana dimaksud pada arar (l) huruf c, dapar

ParagraI2

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 7.r

(1) Panitia/pejabat pene.ima hasil pekeimn ditetapkan oleh PA/KPA dalam
ranska pelaksanaa! serah terima hasil pekerjaan pengadaan barans.

(2) Pejabat penerima hasil pekerjaan diangkat untuk pengadaan barang
bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh.juia rupiah).

(31 Paniria penerima hasil pekerjaan dibentuk:

a. Uniuk pengadaan barang bernilai di atas Rp 5o.0oo oo0,o0 (lima
puluh juta rupiah) sampai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
.upiah) beranssoEkan 3 (tiga) orancj

b, Unruk pengadaan barang bernilai di aias R! 200.000.000,00 (dua
.atus juia rupiah) beranccoiakan 3 (tica) sampai dencan s (lima)

14) Panitia pene.ima hasil lekerjaan sebasaiman dimaksud arat (3) di atas
berasal dari unit kerja oPD yans bersanckutan, dan dinas/lembaga
iek.is lainnya yang berkaitan dengan p€kerjaan be.sangkutan, terdiri

a Ketua : PF,TK

b. Sekreraris : PI( dari kegiatan yang bersangkutan

c. Anggota I I) unsur dari OPD yang bersangkutan
2) unsu. BLPBJ
3) unsur DPI<AD

(5) Penugasan unsu. BLPB.I dan unsur DPKAD s€bagai anggola panilia
pene.ima hasil p€kerjaan, berdasarkan permohonan PA/KPA, dan
nendapat rlin/pe.setujuan/penugasan dari kepala OPD yang

lo, 1 red. pan._ro p'n'flmd ha\ilpPkPtrdn lclp''.:
a. Melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap seluruh hasil

pckerjaa. pengadaan barang yang teLah diselesaikan oleh penycdia
barang sesuai dengan kctcntuan ,.a.9 tercanrum dalam konrak,
mencakup kesesuaian jenis, slesil']kasi, jumlah, waktu, tempat,
lunssi dan/atau keren$an lainol,a;



b. Menerima hasil pekerjaan yang telah diseiesaikan setelah melallri
pemeriksaan/pencujid,

c. Membuat dan meoddatangdi Berita Acara Hasii Penilaian;
d. Melaporkan hasil kegiatannya kepada PA/KPA.

(7) Dalam hal pemeriksaan barang metuerlukan keahLian teknis khusus,
dapa! dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas
panitia/pcjabat penerioa hasil pekerjaan

(8) Tim/tenasa ahli sebasaiftana djmaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh

Paragral3

Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak

Pasal 75

(1) Panitia/pejabat peneliti pelaksanad kont.ak dibe.ruk oleh PA/KPA
unruk membantu PPK apabila terjadi perubahan konrak yang silarnya

(2) Pejabat peneliti pelaksanaan kontrak untuk pengadaan ba.ang bernilai
satulai dengan Rp 50.ooo.oo0,oo (1ioa puluhjlLra rupiab) adalah PPIK.

13) Panitia peneliti pelaksanaan kontrak dibentuk:
a. Untuk pengadaan barang bernilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) sampai deogan Rp 200.000 000,00 (dua ratus
juta rupiah) beranggotakan 3 (tiga) o.ans.

b. Untuk lengadaan barang bernilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta ruliah) beranggotaka. 3 (tiga) sampai dengan s (lima)

(2) Panitia peneliti pelaksanaan konrak berasal dari unit kerja oPD yang
bersangkutan, dan OPD Lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan
bersangkutan, terdiri dari:
a (etua : PPT(

b. Sek.eta.is : PK dari kegialan yang bersangkuran

c. Anggota r 1) Unsur perencana dari kegiarm yans
bersangkutan

2) Unsur lai. dai OPD yang bersangkutan;

3) Unsur dari oPD terkait lainya apabila
dibutuhkan.

(3) Penggunaan unsur da.i OPD Lainnya sebagai anegota panitia peneliti
pelaksanaan kontrak, berdasarkan permohonan dari PA/KPA dan
mendapat jjin/persetujuan/penusasan dari kepala OPD yans
b-r.dE].u'al

(4) Tugas panitia/pejabat penehi pelaksdaao konral< meliputi:

a Pada taha! awal pelaksanaan kont.ak, be.sama sama dengd
penyedia barang melakukan pemeriksad kondisi lapangan;

b. Meneliti apabila ledadi perubahd konbak yang silainla mendasar
antara lain seperti : disain dan spesinkasi, kuantiias, biaya, q,aktu
pelaksanaan, dan lain-laini



c. Membuat Berita Acaa r.lasil Peneljtian;

.. Mengusulkan saran .lan tindak lanjut yang perlu dilakukan kepada
PA/ KPA atas hasil penelitian.

Pa.ag.al4
' su.at Pesman (sP)

Pasal 76

(1) PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender
sejak tanggal penandatanganan kontrak.

(2) SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan
ydng dilersyararkan dengan dibubuhi marerai sclambat-lambatnya 7
(iujuh) hq.i kalender sejak tanssal penerbitan sP.

(3) Tangsal penandatangdan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tangCal
asal perhitungan waktu pelyerahan.

Paragral5
Penyusunan Program Muru

Pasal 77
(1) Progratu hutu disusun oleh penyedia paLing sedikit berlsi:

a. Informasi pengadaan barangi
b. organisasi kerja penyedlal
c. Jadwal pelaksanaan pekerjadj
d. Prosedur peLaksmaan lekerjaan;
e. Prosedlrr insfuksi ke.ja;
r Pelaksana kcrja.

(2) Prosram mutu dapat direvisi sesuai densan kondisi lapansan.

Paragraf 6
Rapat Pe.siapan Petaksanaan (ontrak

Pasal 78
(l) PPI( b€rsama densan lenyedia menyelensaarakan .apat persiapan

pelaksanaan konlrak.
(2) B€berapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat perslapan

pelaksanaan konrak adalah:
a. Program mutui
b orsanisasi kerja;
' l" o , d." prnBa'uran pe.r^sanEan pekeqodn,
d. Penlusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada.

PatuEral T

Pemeriksaa. Bersama

Pasal 79

I J Ap"orl" o.p,r.Lkdn pldJ .'"p "tdl p'ak\anaJn kon.r.k. PP{
bersama-sama dengan penyedia ba.ang melakukan pemeriksaan kondisi

(2) Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk panitia/
pejabat peneliti pelaksanaan konfak atas usul PPK.
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13) Hasil pemeriksaan bersama diiuangka. dalam Berita Acara, apabila
dalam pemeriksaan bersama mengal<ibarkan perubahan isi konrak,
maka harus dituangkan dalam addendum konrak.

Parag.af 8

lnspeksr Pabflkasr

Pasal a0

(l) PPI( aiau tim inspeksi yang djtunjlrk PPK dapat melakukan insp€ksi aias
proses pabrikasi ba.ang/pe.alaran khusus.

(2) Jadwal, tempa! dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai densan
ketentuan daiam kont.ak.

(s) Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga konfak
paragrat 9

Pembayaran UanC Muka
pasd a1

(1) Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan

(2) Besa.nya jami.an uans tuuka adalah senilai uang muka yang diterima

(3) Jaminan uang muka diierbitkan oleh bank umum, pe.usahaan
t_nj"r ,1 d'au pFI\.hsal .s.'c.!. .ons mFnp. ryai p-ogrcm
asuransi kerugian (Surergsh?) sebagaimana ditetapkan Menteri

(a) Penyedia .lapat mensajukan permohonan pensambilan uans muka
scca.a tertulis kepada PPK discrtai dengan rencana pcnggunaan uans
muka untuk melaksanakan pekeiaan scsuai konrak.

(s) PPII mensajukan surat permintad pembayaran untuk permohonan
tcrsebur setelah.jminan uang muka direrima dari lenyedia.

(6) Pencembalian uans muka diperhitunskan beranssur-anssur secara
proporsional pada seriap pembaya.a, presrasi pekerjaan dan paling
lambat harus lunas pada saat pekerjaan men.apal p.estasi 100o/o
(seraius perse.atus)

17) untuk ko.trak rahun jamak, nilaijaminan uang muka secara bertahap
dalat dikurdgi sesuai densan pencapaian prestasi pekerjaan.

Paragrat 10

Pe' Lb"han KeC.d'dn P-^-UJdn
pasal 82

(l) Apabila terdapat perbedaan yang signjnkan aniara kondisi lokasi
pekerjaan pada saat pelaksanaan densan sambar dan spesinkasi yang
ditentukan dalam dokud€n kont.ak, maka PPK bersama pcnyedia dapa!
melakukan perubahd kontrakyang meliputi antara laini
a. Menamban atau mengurangi volumc pckerjaan yang tercanrum

dalam kon[.k:



b. Menguransi atau menambahjenis pekerjaanj

c. Mengubah slesifikasi pekerjad sesuai dengan keburuhan lokasj

d. iuelaksanakan pekerjaan tambah yang belum te.cdtutu dalam
konrrak tang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

(2) Peke.jaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya a.ssaran dan
paling tinggi 10% (sepuluh pe.seratus) da.i nilai kontrak awal.

(3) Perintah perubahan pekerjaan dibuar oleh PPK secara tertulis kepada
penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harea
densa. tetap mengacu pada ket€ntuan yang tercantum dalam kontrak

(4) Hasil negosiasi te.sebut dituangkan dalao Berita Acara sebagai dasar
penyusunan adendum konlrak.

Paragral 1I
Perlindungan Hak Kekayaan lnrelektual

Pasal a3

Penycdia barang harus menjamin PPX bah$,a ba.ang yang diserahkan tidak
melanggar hak atas kekayaan inrelektual sebagaimana kererrua. pe.aruran
perundans undangan yang be.laku.

Parag.at 12

Asuransl

Pasal a4

(l) PenJedia barane harus ftengasu.ansikan barang barang yang akan
dikirim sesuai dengan ketentuan peraturan perundane unddgan ydg
berlaku dan ketentum yang tercantum dalam kontrak,

(2) Penerifta maniaat harus dijelaskan dalam dokumen asura.si yane
disesuaikan densan ketentuan korltraL.

Pa.agral l3
Pengiriman

PasaL a5

(l) Penyedia barang memberi iniomasi kepada PPK tentang jadwal
pengiriman barang serta mcnyampdikan dokuhen pensirimd barans.

(2) Sarana transporLasi yang dipakai harus sesuai dengan dokumen

(3) Untuk bardg-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia
barang harus memberikm inlo.masi secara rinci tenlang cara



Uji coba

Pasal a6

(1) Setelah barang dikirim, barang diu.ti coba oleh penyedia ba.ang
disaksikan oleh PPK.

I H.qil rji,oo.d ' dnBka I ds.rm o-r.," " c.c
(3) Apabila pengoperasian bddg tersebui memerlukan keahlian khusus

ftaka harus dilakukan peLatihan kepada PPI{ oleh pe.yedia barang,
biaya pelatihan t€rmasuk dalah harga barang.

(4) Apabila hasil uii coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang dltenlukan
dalam kontrak, maka penyedia barang memPerbaiki atau mengganti
bd.ang iersebut dengan biaya selenuhnya ditanggung penyedia barans.

Paracrat 15

Serah Terjma Barang

Pasal 87

(1) setelah pekerjaan 100% (seratus perse.atus), penyedia mensajukan
pcrmintaan secara tertulis kepada PPK unluk penyerahan pekerjaan.

(2) Dalam rangka penilaian hasil pekerlaan, PPK menugaskan panitia/
pejabat penerima hasil pekerjaan.

(3) PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah
diselesaikan oleh penyedia, apabila terdapat keku.angan keku.angan
dan/atau .acat hasil peke.jaan, penyedia wajib mempe.baiki/
mcn)clesaikannla.

(4) PPK mene.ima penyerahan pekerjaan seieLah:

a. Seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
kontrak dan dite.ima oleh lannia/pejabat penerima hasil pekerjaan;

b. Penyedia menyerahkan sertilikat ga.ansi kepada PPK (apabila

Pa.agral 16

Pembayaran

Pasal 88

(l) Penrelesaian pembaya.an hanya dalal dilaksanakan setelah ba.ang
dinyatakm diterima scsuai dengan berita acara serah terima barang dan
bilaoana diangeap perlu dilengkapi d€ngan benta acara hasiluji coba

(2) Petubayaran dengan L/C mencikuti ket€ntuan umum yang berlaku di
bidang perdagangan.

Paragral 17

Dendr d.a C"r.i R rgr

Pasal a9

(l) Denda metupakd sanksi finansial yang dikenakan kePada penyedia
barans/jasa sedanskan santi rusi me.ulakan sanksi lioansial yang
dikeoakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/ivanprestasi Ians
ter.antum dalam kontrak.
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(21 Besarnya denda kepada penyedia atas keterlmbatm penyelesaian
pekerjaan adalah:

a. l/1000 (saru pe.seibul dari sisa harsa basian kontrak yans belum
dikerjakan, apabila bagian bararg yang sudah dilaksanakan dapat

b. l/1000 (salu pe.seribu) dari ha.ga kontrak, apabila bagian barang
)dnB., dEh dilar .a' dkal belJm berLne..

(3) Tata cara pembayaran dcnda dan/atau sand rusi diarur di dalan
dokumen konlak.

Pdagai 1a

Penyesuaian Harsa
pasal 90

11) Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tcrcantum
dalam dokuoen kontrak.

(2) Pcnyesuaian harga dapar diberlakukan terhadap kontrak ydg l€bih da.i
12 (dua belas)bulan.

Parag.af 19

Keadaan Kahar

Pasal 9l
(ll Apabila ter.jadi keadaan kahar, oaka penye<lia memberitahukan kepada

PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalen.ler sejak lerjadinya
keadaan kahar, dengan tuenye.taka. pernyataan keadaan kahar dari
pejabat yang beruenang.

(2) Keterlambatan pelaksanaan pekeijaan akibat keadaan kahar yang
dilapo.kan dalam saktu maksimal 14 (emlai belas) hari kalender sejak
terja.linya keadaan kaha., iidak dikenakan sanksi

Paragral20

Perpdjangan Waktu Pelaksanmn Pekerjam

Pasal 92

(l) Perpanlansan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK aras
pe.timbangan yang layak d.n wajar unruk hal hal sebaeai berikut:
d. Pekei:jaan tambah;
b Perubah.n dis.i.:
, ("r"r'dabd.an )"ng d.s"bdbkan olch PPK.
d. Masalah yanc limbul di luar kendali penyedia;
e. Keadaan kaha..

(2) waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekuranB ku.ansnya
sama dengm waktu re.hentinya kontrak al<rbat keadaan kahar,

(3) PPK dapat menyetujui perpanjancan {aktu pelaksanaan setelah
melakukan penelitian lerhadap usulan tertulis yang diajukan ol€h

(4) PPx dapal menusaskan pannia/pejabal peneliti pelaksanaan konr.ak
untuk menelili kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.



(s) Pe.setujuan perpanjansan waktu pelaksanaan dnuanska. dalam
addendum konfak.

Pa.a8ral21

Lapord Hasil Peke.jam
' Pasal93

(l) Peneriksaan pekerjaan dilakukan selatua pelaksanaan kontrak untuk
menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan
suna pembaya.an hasil pekerjaan, hasil pemeriksaan pekerjaan
dituanskan dalam laporan kemajuan hasil leke.jmn.

(2) Untuk kepentingan pengendalim dan pengawasm, dibuat laporan
realisasi mensenai seluruh aktivitas lekerjaao

(3) Laporan dibuat oleh lenye.lia, apabila diperlukan dipe.iksa oleh
konsulran dan diseiujui oleh wakil PPK.

(41 Uniuk merekam ke8iatan pelaksanaad proyeli, PPI< medbuar loto loto
.lokumentasi pelaksanaan pekerjaan.

Pata'{a|22
Penghentian dan Pemurusan Konfak

Pasal 94

11) Penghenrian konirak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai
atau rerjadi keadaan kahar.

(2) Dalam hal kontrak dihcntikan, maka PPK wajib membayar kepada
penyedia sesuai dengan p.esrasi lekerjaan yang telah dicapai.

(3) Pemutusan kontrak dilakukan apabila:

a Kebutuhan ba.ang ti.lak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya

b Berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu
menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walalrpun diberikan
kesempatan sampai dengan s0 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan lekerjaanr

c. Serelah diberikan k€sempatan menyelesaikan pekerjaan sampai
densan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya
pelaksanad pekerjaan, penyedia barmc/jasa tidak dapat
menyelesaikan pekerjaan j

d Pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan s0
(lima puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada hu.uf c
dibe.lakukan s€panjang masih tersedianya waktu dalam tahun
anggaran berjalan dan de.gan tidak melampaui batas akhi. tahun

e. Penyedia lalai / cidera janji ddm melaksanaka; kewajiban dan tidak
mempe.baiki kelalaiannya dalam jangka uaktu yang telah

i Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme,
kecurangan .lan/alau pemalsuan dalam proses pengadaan yang
diputuskan oleh insiansi vans benvenans; dan/atau



g. Pcngaduan rentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi
dan nepotisme, dan/atau pelangga.an persainga! sehat dalam
pelaksanaan pengadaan dlnyatakan benar oleh instansi yaDg

{a) Dalam hal pemutusan kontrak dilakuka. karena kesalahan penyediai

a. Jaminan pelaksanmn dicairkanj

b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jass atau
jaminan uans muka dicairkan (apabila diberikan);

c. Penyedia barang membayar denda keterlambatan re.hadap bagian
konbak yaog terlaftbar diselesaikan, sebagaimana keientuan daLm
kontrak apabiLa pemutusan kontrak tidak dilakukan terhadap
seluruh bagian lontrakj dan

d Penyedia barang dimasukkan dalam daltar hitam.

ls) Dalao hal pemutusan kontrak dilakukan karena PPK terlibat
lenlimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan nelorisme,
dan/alau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pencadaan,
maka PPK dikenakan sanksi bcrdasarkan perundang-undaogan,

Bagian Keiiga

Pelaksanaan Kontrak Pekeijaan Konstruksi

Pa.ag.af I
Organisasi Pelaksanaan Konlrak Pekerjaan Konstruksi

Pasal95

l1l oreanisasi pelaksanaan kontrak pekeriaan konsiruksi terdiri dari:

b. Direksi Lapangan;

. Di.eksi Tek.isl
d. Panitia/P€jabat Peneliti Pelaksanaan (ontrak;

e Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Paniiia Provisional Hand
over and Final Hand over, selanjuinya disebut Panitia PHO/FHO.

Parag.af 2

Direksi Lapangan

Pasal 96

(l) Direksi lapangan adalah tim pendukung yans dibentuk/ditetapkd ol€h
PP( (dapat dijabat oleh PPK aLau lejabata lai. yans ditunjuk), terdiri
dan 1(satu) orans atau Lebih, berasal dari unir kerja oPD rans
bersangkuran untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalika,
pFl"k..-arn pek\!a-n

(2) Apabila ditunjuk I (satu) orang, mal<a yans bertindak selaku direksi
lalangan adalah PP'rK.

(3) Apabila berbentuk tim, maka direksi lalansan beranssotakan 3 (tisa)
orans sampai densan s (lima) orans tergantung dari besarnya niLai
pekerjaan konstruksi, terdiri terdlri daiil



64

PPIK

PK/unsur pelaksana reknis dari kegiaran yants

(11

(sl

: 1) Unsur perencana reknis dari kegiaG. yang

2) Udsur lain darj OPD yang bersangkutani
3) Unsur dari OPD teknis te.kait lainnya apabila

dipe.luka.
Pe.gsunaan unsur da.i OPD reknis lain te.kair dengan pekerjaan
konstruksi yans bersangkutan sebagai anggota direksi lapangan,
berdasarkan permohonan PA/I<PA, dd mendapar ijin/persetujuan/
penugasan dari Kepala OPD yang be.smgkutan.
Tusas ddi direksi lapangan adalah:

a. Mengelola addinistrasi kontraki
b. Mengendalikanpelaksanaanpeke.iaanl
.. Melaporkan perkembangan pelaksanam kegiaran kepada ppk;

d Mensinst.uksikan kelada penyediajasa untuk pencatu.an pekerjaan
secara tertulis melaluisurar arau buku ha.ia,l

Palagraf 3

Direksi Teknis

Pasal 97
(l) Dteksi teknis adalah um pendukunsyans ditunjuk/dlretapkan oleh ppK

untuk densa\rasi pelaksanaan pekerjaan.

(2) Anesota direksi leknis rerdiri da.i unsur unit kerja OpD yang
bersanskutan dan/atau ditambah dari unsur OpD teknis lain yana
le.kaitan dengan p€kerjaan bersangkuran.

(3) Di.eksi ieknis beranBcorakan 3 (riga) orans sampai densan s (lima) orane
tergantung da.i besarnya niLai pekerjaan konstruksi, terdirida.i:

r P(/unsur pelaksana reknis kegialan yang

: Unsur perencana/pelaksana reknis kegiaian yang

: l) Pengawas tapansanj

2) Unsur Lain dari OPD yang bersangkuran;

3) Unsur dari OPD teknis tcrkair lainnya apabiia

(4) Penssunaan unsur dari oPD teknis laio terkait dengao pekerjaan
konslruksi yang bersangkutan sebagai anggota direksi teknis,
be.dasarkan pemohonan PA/rcA, dan mendapat ijin/pe.setujuan/
penugasan darj kepala OPD yang bersangkutan.

(51 Apabila terdapat (onsultan Pengawas (Konsultan SupeNisi), pada
kegiatan terse6u!, tual{a Konsultan Pengas,as (Konsultd Supenisi)
bertindak selaLu Direksi Teknis



b. UnNk lekerjaan konstruksi bemilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua
ratus.juta ruliah) bcrangsotakan 3 (tisa) sampai dengan s (lima)

(.1) Panitia Peneliti pelaksanaan kontrak berasal dan unit kerja OPD yang
bcrsangkutan, dan OPD lainnya yang berkairan dengan pekeiaan
be.smgkutm, te.dni ddi:
a Ketua : PFYIIt

b. Sekretaris : Unsur Perencana leknis dari kegiatan pada OPD

Fng bcrsangkutan.

c Anggota : r) Ketua direksl leknis kegiaran yang
bersangkuian;

2) Unsur lain ddi OPD yang bersangkutanl

3) Unsur dari OPD teknis terkait lainnta apabila
dipe.lukan.

(al Penssunaan unsu. da.i OPD leknis lain lerkait dengan pekerjaan
konstruksi yang bersangkutan sebagai anggota panitia peneliti
lelaksanaan kontrak be.dasa.kan permohonan PA/KPA, dan mendapat
ijin/lersetqjuan/penucasan dari kepala OPD yang beNangkutan.

(7) Tugas paniria penelid pelaksanaah konrak meliputi:

a. Apabila diperlukan, pada tahap a*al pelaksanaan kontrak bersama
sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaani

b. Meneliti apabila terjadi perubahan kontrak yang silatnya mendasar
arltara lain seperti : disain dan spesifikasi, kuantitas, biaya, q,aktu
pelaksanaan, dan lain lain

c. Membuat Berita Acara Hasil Penelitian;

d Mensusulka. saran dan tindak lanjut yang pe.lu dilakukan kepada
PA/KPA aras hasil peneliLian

Paragral5

Pejabat/Panitia Peneima Hasil Pekerjaan (Panitia PHo/FHO)

Pasal 99

(1) Pejabat/Fanitia pene.ima hasil pekerjaan atau panitia prctisional hand
oret.la\linat h1nd otet lpaniria PHo/FHo) adalah pejabat/paniria yang
ditunjuk oleh PA/KPA untuk newakili PA/KPA dalam rangka
pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan dari lenyedia jasa pekerjaan

(2) Pejabat penerima hasil pekerjaan untuk lekelaan konslaksi bernilai
sampai dcnsan Rp 50.000 000,00 (lima puluhjuta rupiah) adalah PPTK.

(3) Panitia penerima hasil leke.jaan (pannia PHo/FHo) dibentuk

a. Untuk pckc.jaan konst.uksi bernilai di aias Rp 50.o00.000,00 (lima
puluh juta rupiah) sampai Rp 200.000.000,00 (dua ratus Iuta
rupiah) beransgotakan 3 (tiga) o.ans;

b. Unruk pekerjaan konstruksi bemilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua
ratus.juta ruliah) beranggotakan 3 (tiga) samPai dengan 5 (lima)



(4) Anggola laniria PHo/FHo re.diri dari unsur unit keaa oPD yang
bersangkutan dd/atau ditambah dari unsur OPD lain yang be.kaita.
denBan pekerjaan lersangl'atan, terdiri dan:

a. Ketua : PPIK peke.jaan yanB bersangkutan;

b. Sekretaris : Ketua Direksi Teknisl

c. Anggola : L Unsur lain dari OPD yang bersangkutan/unsu. dari
OPD teknis te.kait lainnyal

2. Unsur BLPBJi

3. Unsur Bagian Adminisrasi Sumber Daya Alam dan
Inlrastrukiur Setda.

l5l Pcnusasan unsur BLPBJ, unsur Basian Administrasi Sumber Daya Alam
dan Inf.astruktur Sekretariat Daerah sebagai anggota panitia PHO/FHO,
berdasarkan permohonan PA/KPA, dan mendapat ljin/persetujuan/
penugasan dan kepala oPD yang bersanSkutan.

(6) 'augas panitia penerlda hasil pekeiaan meliputi:

a. Meldkukan perilaian terhadap seluruh hasil pekerjaan yang telah
diselesaikan oleh penyedia jasa sesuai dengm ketentuan yang
tercantum dalam kontrak, mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi,
jumlah, $aktu, remlal, Iungsi dan/arau ketentuan lainnya.

b. Menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan setelah melalui
pemeriksaan/pengujiani

c Membuar dan menandatanga.i Berita Acara Hasil Penilaiani

.l Bekerja pada trakru penyerahan pertama pekerjaan dan penyerahan
akhir pckerjaan;

e. Melaporkan hasil kegiatannya kepada PA/(PA.

Paragral6

P"nB"$r' P_ dl'\sn"an P.^e 1"a 1

Pasal 100

(11 Selama be.Lanssungnya pelaksanaao pekerjaan konstruksi, aPabila
.lipandang perlu PPK dapat mcngangkat pengawas pekerjaan {Direksi
Teknis) yang dapat be.asal dari personii PPK atau menggunakan
konsulta. pengarvas (konsultan supervisi) untuk mengalvasi
pelaksanaan pekerjaan seha.i hdi di lapangan

(2) Dalam meLaksanakan kewajibannya, pensawas pekerjMn selalu
be.tindak untuk kepentingan PPX dan dapat bertindak sebagai wakil
sah PP( di lapangan.

Pa@gtaf T

P.nf r8h". Loqrsi ("rj"
Pasal 101

(11 PA/KPA/PPK wajib oenyerahkan lokasi kerja sesuai dengan keburuhan
pcnyedia yang tercarltum dalan rencana kerjayang telah disepakatioleh
pda pihak untuk melaksanakan lekeimn tanPa ada hambatm kelada
pcnyedia sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)diterbitkan.



68

(2) sehelum penyerahan lokasi kerja dilaksmakan, PPI( yans dalam hal ini
dapat ditrakili oleh Panitia/Pejabat Penelitj Pelaksanaan Kontrak beserta
Penyedia Jasa terlebih dahulu melal{ukan peninjauan lapangan
bersama. Hasil Feninjauan lapangan dituangkan dalam be.ita a.ara
serab te.ima lokasi kerja yang ditandatangani kedua belah pihak.

(3) Jika d;lam peninjauan lapansan bersama ditemukan hal hal yans dapat
mengakiba&an peiubahan isi Kontrak maka perubahan tersebur harus
dituangkan dalam adendum ltonirak.

Paragral a

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)

Pasal 102

(1) PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatn],a la (empat belas) hari
kalcnder sejak langgal lenandatanganan kontrak.

(2) Dalam SPMK dicanlumkan saai paling Lambat dimulainya pelaksanam
kontrak oleh penyedia.

Paragraf I
Prog.am Mutu

Pasal 103

(l) Penyedia be.keivajiban untuk menyerahkan prosram mulu pada .apat
pe.siapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

(2) Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:
a. Informasi mengenai lekerjMn yans akan dilaksanakani
b. o.Banisasi kerja penyediai
c. Jadwal pelaksanaan pekerjaani
d. Prosedur pelaksanaan pekeiaan;
e P.osedur insrruksi kerja;
t Pelaksana ke.ja.

(3) Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi peke{jaan.

(a) Penyedia berkewajiban untuk memutakhi.kan prosram mutu jika terjadi
adendum Konrak.

(s) Pemutakhiran prosram muru harus menunjukkan perkembangan
kemajuan seLiap peke.jaan dan dampaknya rerhada! penjadwalan sisa
pekerjaan, lermasuk perubahan re.hadap urutan pekerjaan.
Pemutakhiran program mutu harus mendalalkan pe.setujuan PPK.

(6) Pe.setujuan PPK terhadap program mutu tidal< mengubah kelvatiban
kontraktual penyedia.

Paragral t 0

Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (rc)
Pa'al 04

(l) Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan prog.am K3 pada rapat
persiapan pelaksanaan kontrak untuk diserujui oleh PPK.

(2) Program K3 disusun paling sedikit berisil
a Kebijakan (3 Proyeki
b. Or8anisasi K3;



c. Per€ncanau Ii3l
d. Pengendalian dan Progrd K3l
e. Pemeriksaan dm Evaluasi Kinerja K3;
I Tinjauan Ulang Kin€rja K3.

(3) P.og.am K3 dapat direvisi sesuai dengan kondisi Lokasi pekerjaan

1.1) Penyedia berkewajiban untuk memurakhirkan prosram K3 jika rerjadi
addcndum kont.ak.

(s) Pemutakhiran program K3 harus mendaparkan persetujud PPK.

(6) Pcrsetujuan PPK terhadap prograe K3 tidak mengubah keivajiban
korltrahtual penyedia.

paragraf 11

Rapat Persiapan Pelaksanaan Konrak
Pasal 105

(l) selambaFlambatnya 7 (tujuh) hari kalcnder sejak diterbitkannya sPM(
da, sebelum pelaksanaan pekeiaan, PP}( bersana dengan penyedia,
unsur perencanaan, da. unsur pensa*asan, harus sudah
m€nyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kont.ak.

(2) Beberapa hal ]ang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan
pelaksmaarl konfak adalah:

a. Prog.am mutu;
b. Rencana l<3 Konrakl
c. OrBanisasi kerja;

d Tata cara pengaturan pelaksanaan peke.jaar;

e. Jad$al pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian rentaog metode
kerjayans memperhatikan Keselamatan dan Keseharan Kerja (K3);

L JadNal peneadaan bahan/material, mobilisasi pcralatan dan

g Pcnrusunan rencana dan pelaksanaan pemenksaan lokasi

Paragraf 12

Mobilisasi

Pasal 106

(l) Mobilisasi paling lambai harus sudah mulal dilaksanakan dalam wakru
30 (tiea puluhl ha.i kalender sejak dite.bitkan SPMK, arau sesuai
kebutuhan dan rencana kerja.

(2) Mobilisasi dilakukan sesuai densm iinskup lekerjaan, yaitu:

a. hendatangkan peralatan-peralalan terkail yang dipe.lukan dalam
pelaksanaan peke{aan, t€rmasuk instalasi alatl

b. mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung
laboratoriuft, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau

c. mendatangkan trersonil personil.
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(31 Mobilisasi peralatm dan personil dalai dilakukd secara berrahap
sesuai dengan kebuluhan.

ParagraI l3
Pengukuran/Pemeriksam Bersma

' Pasal 107

(1) Pada tabap aqal pelaksanaan konrak, PPK bersama sama dengan
penyedia melakukan peme.iksaan lokasi pekerjaan bersama dengan
melakuka. pengukuran dan lemeriksaan detail koidisi lokasi pekerjaan
untuk setiap.encana mara pembayaran(Mutual Check 0a/6).

(2) Unluk peneriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk panitia/
pejabat peneliti pelaksanaan kontrak atas usul PPK.

13) Hasil le;€nksaan bersama .lituangkan .lalam Berita Acara,apabila
dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak,
maka harus diauangkan dalam addef,dum konrak /Betud Acd.d Mutudl

(4) Jika hasil peme.iksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau
Peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka
penyedia retap dapat melanjutkan pckcrjaan dengan syarat P€rsonil
dan/arau Peralatan yang belum memenuhl syarat ha.us sege.a diga.ti
d"l"T. ,' gk" NJ\.' jalgdrs.p"k"'i b^r.dm"

Paragral 14

Pembayaran Uang Muka

Pasal 108

(1) Uang muka dibaya. r'ntuk ftembiarai mobilisasi pe.alatan, personil,
pembayaran uans tanda .tadi kelada pemasok bahan/ftarenal dan
pe.siaPan teknis lain.

(2) Untuk usaha ke.il, uans muka dapar diberikan palins tinggi 30% (riga
puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadmn Bddg/Jasa.

(31 Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20%
ldua puluh perseratus) dari nilai Konlrak Pengadaan Barang/Jasa

(4) Untuk KontraLTahun Jamak, uang muka dapar diberikanl
a. 20% (dua puluh perseratus) dari al.kasi anggaran tahun pertama;

b. 15oi (lima belas perseratus) dan nilai Kontrak.
(5) Bcsaran ua.g muka dilenlukan dalam SyaDt Syardr Khusus Konrak

dan dibatar setclah penyedia menl,erahkan Jaminan Uang Muka scnilai
uang muka yang dircrima,

(6) Penyedia harus mensajukan permohonan pensambilan uans muka
seca.a tertuLis kepada PPI< dise.tai dengd rencana penccunaan uang
muka untuk melaksaoal<an pekerjaan sesuai Konrak,

(7) PPK harus mensajukan surat permintaan Pembayaran uniuk
permohonar te.sebut, paling lambat 7 (tujuh) han kalender setelah
Jaminan Uane Muka dne.ifta.



(8) Jaftinan Uang Muka diterbitkan sebagaimana ketenruan dalam Pasal 44
Pe.aiu.an Bupati ini.

(9) Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur
secara !.opo.sional pada setiap pembaydan prestasi pekerjaan dan
paling lambat harus Lunas pada saat pekerjaan mencapai presrasi 1000/0
(seratus perseratus).

paragrat t 5

Pe.ubahan ]<ontrak

Pasal r09
(l) Koniial hanya dapat diubah melalui addendum kontrak.
(2) Perubahan Konrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para

a. p$ubahan pekeijaan disebabkan oleh sesuatu hai yang dilakukan
oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup
peke.jaan dalam kontraki

b. perubahan harsa kont.ak akibat adanya perubahan pekerjaan
dan/arau karena perubahan pelaksmaan peke.jmni

c. pe.ubahan jad\ral pelaksaoaan pekerjaan akibat adanya perubahan

d. perubahan harga kontrak akibat adanya penyesuaian hdga
(eskalasi/de eskalasi).

(3) Untuk kepentingan perubahaD kontrak, PPK menugaska! Panitia
Pencliti Petaksanaan I(ontrak

Paragrat I6
Pcrub.l an L .C\u! Pr(rrjd".

Pasal i 10

11) Apabila terdapat lerbedaan yang sig.ifikan antara kondisi lokasi
pekerjaaD pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang
ditentukan dalam dokuhen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat
melakukan perubahan konrrah yang meliputi antara lain
a. Menambah atau mengurangi volume pekertaan yans tercantum

dalam kontrakl
b. Meneuranei arau menambahjenis pekerjaan;

c Mengubah spcsillkasi teknis dan gambar peke.jaan sesuai dcngan
kebutuhan lokasi pekerjaanl

d Melaksanakan pekerjaan iambah l,ang belum tercantum dalaft
kontrak vans dipe.lukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaa..

(2) Pekerjaan tambah harus mempertimbanskan tersedianya anssaran dan
paling tinggi 10% (sepuLuh persemtus) dari nilai kontral awal.

(3) Pe.intah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara terrulis kepada
pcnyedLa kemudian dilanjutkan dengan regosiasi teknis dan harga
dengan teiap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam konrak
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(4) Hasil negosiasi tersebut dituaneka. dalam Be.ita Acara sebagai dasar
Penyusunan adendud kont.ak.

Paragrat 17

Perubahan Iluantitas dan Harla
. pasat 111

(l) Perubalan kuandlas hanya dilakukan apabila ierdapar perubahan
ganbar dan spesifikasi (linekup pekerjaan).

(2) Harga satuan dalam daftd kuanritas dan harsa diqunakan unruk
membayar prestasi pekerjaan.

(31 Apabila kudtitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan
berubab lebih dari 10% (sepuLuh perseraius) da.i kuantitas awat, maka
pembayaran volume selanjutdya dengan menggunakan harga satuan
yans disesuaikan dcngan negosiasi.

14) Apabila dari hasil evaluasi penawaran rerdalar harga satuan ridpang,
maka harga satuan tiopang tersebur hanya bertaku untuk kuanritas
pekeiaan ya.g ter.antum dalam Dokumen Pemilihan Unruk kuantnas
pel<erjaan tambahan digunakan harga satuan be.dasarkan hasit

(s) Apabila .lipclukan mata pembayaran ba.u, maka lenyedja jasa harus
menye.ahkan rincian harga satuannya kepada PPI(, Penentuan harga
s. u"n m" E peTbavdran b€r' dil.kukdn ocncan.eSo. rsi

paragral la
Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerian

Pasal 112
(l) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh ppi( atas

pe.timbangan yans layak dan sajaruntuk hal hal sebagai berikut:
a. Pekerjaan taobah;
b. Pcrubahan disainj
' li-r"r''aLa'"n. I gd\rbdbkrn'lr. PD(,
d. Masalah yang timbul dilua. kendali penye{iia;
e Kcadaan kahar

(2) waktu pcnyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang kuran8n a
sama dengan waktu terhentinya konrrak akibar keadaan kahar.

(3) PPK dapat mcnyeiujui perpanjansan waktu pelaksanaan atas kontrak
setelah mclakukan lenelllian terhadap usulan rertulis yang diajukan

(4) PPK dapal menugaskan panitia/pejabar peneliii pelaksanaan kontrak
unruk meneliri kelayakan usulan perpanjangan ivaktu pelaksanaan.

(s) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituanckan datam
adendum kontrak.

oa_aErd. .o

Penyesualan Ha.sa (Eskalasi/De eskalasil

Pasal 113

Ketentuan penggunaan rumusan Penyesuaian Htea ence Adjustneaq
adalah diberLakukan untuk bagia. pekerjaan harga satuan dan ridak
rimpang sebaeai berikul
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1. llarea Fng tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanla
penjesuaian harga sesuai dengan peraru.an yang berlaku.

2. Penyesuaian harga diberlakukan pada (ontrak Tahun Jamak yang masa
pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai
bulan ke 13 (tica belas) sejak pelaksanaan pekerjaan

3 Penyesuaian harga berlaku baci scluruh kegiatan/mata pembaya.an,
kecuali mata pembaya.an Lump Sum serra pekerjaan dengan Harga

.1. Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi selu.uh komponen harga
satuan (upah, bahan, peralatan, dan bahan bal<d), tidak termasuk
konponen keuntungan dd biaya operasional sebagaima.a tercantum
dalam pena{aran.

5. Penyesuaian Ha.ga Satuan dibe.Lakukan sesuai dengan jadival
pelaksanaan ydng tercanrum dalam konrak asal/adendum kontrak.

6 Penyesudlan Ha.ea Saruan bagi komponcn pckcrjaan yang berasal da.i
luar negeri, mcnggunakan indeks penyesuaian ha.ga dari nesara asal

7. Jenis peke.jaan baru densan Harsa Satuan baru sebagai akibat adanya
adendum konrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke 13

Fisa bclas) sejak adendum kontrak te.sebut ditaDdarangani.

I3 Jenis pek.rjaan yang tcriambat pelaksanaannya disebabkan oleh
kesalahan Penyedia dib€rlakukan penyesualan harga berdasarkan
indeks hareajadtralaval pclaksanaan pekerjaan.

9. Jenis lekerjaan yang iebih cepat pelaksanaannya diberlakukan
penyesuaian harya be.dasarkan indeks harsa pada saat lelaksanaan.

Paragral20

Laporan Hasil Pckerjaan

Pasal 114

(1) Pcmc.iksaan pekerjaan dilakukan selama peLaksaraan konrak untuk
menetapkan lolume pekerjaan atau kegiaran yang lelah dilaksanakan
guna pembayaran hasil pekerjaan, hasil pemeriksaan pekerjaan
ditlranskan dalao laporan kemajuan hasil pekerjaan

(2) untuk kcpentingan pengcndalian dan penga$asan lelaksanaan
pekerjaan, seluruh akiiviras kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan
dicatat dalam buku harian sebagai bahan lapo.an hriad pekerjaan yang
o-' . rF a 'r d.n e 'Is". pF"Frtrdn hdr..:

(3) Laporan harian berisi:

a Jenis dan kuanlitas bahan yane berada di lokasi pekeiaani

b Pcnempatan tenaga kerja unluk tiap macam tugasnyai

c. Jcnis,jumlah dan kondisi peralatan;

d. Jenis dan kuanriras pekerjaan yans dilaksanakan:

e Keadaan cuaca termasuk hujan, baniir dan Perisiiwa aLam lainn]a
yans berpensaruh terhadap kelanca.an pekerjaani

L Caiatan-catatan lain yans berkenaarl dengan pelaksanaan.



(4) Laporan hdid dibuat oleh penyedia, y@g dileriksa dan disetujui oleh

(5) Laporan mingguan te.diri da.i rangkuman lapo.an harian dan be.isi
hasil kemajuan fisik pckerjaan daiam periode satu minssu, serta harhal
pentins yans perlu dltoniolkao.

(6) Laporan bulanan 6diri dari ranskuman laporan oinsguan dan b$isi
hasil kemajum fisik peke{aan dalm periode satu bulan, serta hal hal
penrins yaos perlu ditonjolkan.

(71 Untuk merekam kegiatan pelaksaoaa! proyek, PPK membuat ioto loto
dokumentasi pelaksanaan peke.jaan di lokasi pekerjaan.

Pa.agral2l
Pengawasan Mutu

Pasal 115

(1) PPK benvenang melakukan lengawasan dan peme.iksaan terhadap
pclaksanaan lckcrjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila
diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga unruk
melakukan penga(asan dan lemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

(21 PPK dalam masa pelaksanaan p€keiaan dapat melakukan penilaian
senentara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh lenyedia.

(3) Penilaian atas hasil peke.jaan dllakukan ierhadap mutu dan kemajuan

Paragral22

cacat Mutu
Pasal t 16

(l) PPK aiau Pensawas Pekerjaan akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan
dan membe.itahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu
yans ditemukan.

(2) PPI( atau PeDsawas Peke.jaan dapat memerinrahkan penyedia untuk
oenemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasll
Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau Pengawas Pekcrjaan
mengandunc cacai Muru.

(3) Penyedia bertanggung jaq,ab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa

Paraqral 23

Pengujian

Pasal 117

{1) Jika PPK atau Pengarvas Peker.jaan memerintahkan penyedia untuk
melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam
Spesifikasl 'reknis dan Gambar, dan hasil uji coba menuniukkan adarya
cacat Mutu maka penyedia berk€wajiban untuk menanggung biaya
pengujian tersebut.

(2) Jika iidak diiemukan adanya cacat Mutu maka uii coba tersebut
dianssap sebaeai Penstiwa Kompensasi.
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Pa.ag.af24

Perbaikan Cacar Mutu
Pasd I Ia

(1) PPx atau Pensawas Pekerjaan akan menyaopalkan pemberitahuan
cacat Mutu kepada penyedia secera serelah direftukan cacat Mutu
rersebul. Penyedia bertanggung jawab selama Masa
Pelaksanaan dan Masa Pemeliharaan.

(2) Terhadap pemberilahuan Caca! Mutu tersebut, penyedia berk€wajiban
untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan
dalam pedbenhhuao.

(3) Jika penyedia tidak memperbaiki cacat Muiu dalam janska u,aktu yanc
ditentukan maka PPK, berdasa.kan pertimbangan Pengawas Pekertaan,
berhak uoluk secara langsung atau Felalui pihak ketiga yang ditunjuk
oleh PPK melakukan perbaikan t€.sebut

(a) Penyedia sege.a setelah mene.ima p€rmintaan penggadtian biaya/klaim
dari PPK secara tertulis berkerajiban untuk meneiganti biaya pe.baikan

(5) PPK dapat memperoleh p€nggmtim biaya dengan memotong
pedba}aran atas iasihan penyedia yans jaruh tempo (lika ada) atau
uang rctcnsi aiau pencairan Surat Jamina. Pemcliharaan atau jika
ridak ada maka biaya penggantian akan dipe.bitungkdn sebagai uran8
penyedia kepada PPK yang relah jatuh tempo.

(6) PPll mengenakan Denda Keie.lambatan uniuk setiap keterlambaran
perbaikan Cacat Mutu, dan mengenakan sanksi dattar hitam kepada
penyedia jika tidak melaksanakan pe.baikan Cacat Mutu Besaran
denda kererlambatan akibat cacat mutu ini direntukan dalao Svarat-
Syaral Khusus Konlrak (SSKKI

Paragral25
Kegagalan (onstruksi dan Kegagalan Bangunan

Pasal 119

Apabila terjadi kegagalan konstruksi pada pelaksanaan pekerjaan dan
masa pcmcliharaan, maka PPK dan/atau penyedia b€rtanggung jawab
d d\^-gdBdlon ^on\ruLs. ..J.rdPncon kP-.lchcn mc-.ng-ad!'a8.
Apabila re.jadi kecagalan bangunan maka PPK dan/atau penyedia
terhitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penye.ahan akhir
bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai dengan kesalahan
masine-masing seLma umu. konstruksi Fng tercantum dal@ Slarat
Syarat Khusus Kont.ak telapi lidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan
dalam Syarat-syarat Khusus (ont.ak pada umur konstruksi aga.
dicantumkan lama pertanggungan terhadap kegagalm bangunan yang
ditetalkan apabila rencana umur konst.uksl kurang dari l0 (sepuluh)

(r)

(2)
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(4)

(s)

Penyedia berkewajiban untuk melindunBi, membebaskan, dd
menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua
benNk tuntutan, tanggung jawab, keqajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tunturan hukum, proses petueriksad hukutu, dan
biaya yang dikenaLan terhadap PP( beserta instansi.ya (kecuali
kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalaha. aiau
kelalaian PPK) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan
harta benda, dan cidera tubuh, sal<it atau kematian pihak ketiga yang
timbul dari kegagalm konstruksi dan/atau kegagaLm bangunan.

Perlanggungan asurdsi yang dimiliki oleh penyedia tidak meftbalasi
{erdlibdn pFnsnBBrns.n p-n, d." dal"m P. .11.n.

PPK maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan metuelihara
semua dokuften yang digunakan dan rerkait denga. pelaksanaan ini
selama umur konstruksi yang tercantum dalam Syarat Syarat Khusus
Kontrak tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluhl tahun.

Paragraf 26

Pembaya.an Prestasi Pekerjaan

Pasal 120

(ll Pembaydm prestasi hasil pekerjam yang disepakati dilakukan oleh
PP(, dengan ketentuan:

a. Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan ketuajuan hasil

b. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau
pembaya.an se.ara sekaligusi sesuai ketentuan dalam Syamt Sya.at
(husus (onrak;

c. Pembayaran dilakukan seniLai pekerjaan yang telah terpasans

d. Pembayaran harus meftperhitungkan:

1) Angslrran uang mukal
2) Pe.alaran dan/arau bahan yang mcnjadi bagian le.manen dari

hasil pekerlaan yang akan diserahterimakm (matenal on site)
ymB sudall dibayar sebelumnya;

3) Denda (apabila ada);

4) Pajak;dan/atau
5) Uang.etensi

e. Untuk kontrak yans mempunyai subkontrak, permintaan
pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub
penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan. Pembayaran kepada sub
penyedia dilakukan sesuai lreslasi pekerjaan yans selcsai
dilaksanakan oleh sub penyedia tanpa harus tuenunggu pembaydan
terlebih dahulu da.i PPK.

(2) Penbayaran terakhn' hanya dilalukan setelah pckerjaan selesai 1000/,
(seratus persera$s) dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekeriaan



(31 PPK dalam kurun waktu 7 (iujuh) hdi kalender setelah lencajuan
pe.mintaan pembayaran dari penyedia harus sudah m€ngajukan surat
pemintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Pe.intah
Menbayar (PPSPM).

(4) Apabila terdapai ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak
akan tuenjadl alasa. untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta
penyedia untuk menyampaikan perhitungm prestasi sementara dengan
mengesampingkan hal hal yang sedang nenjadi perselisihan

Pansral2T
D"nd" don C1nL. FUC'

Pasal 121

(l) Denda nlrupakan sa.ksi finansial yang dikenakan kepada lenyedia.
(2) Caiti rugi merupakan sanksi nnansial yang dikenakan kepada PP(

karena terjadinya cidera janji/"anp.estasi yang iercantum daLam

(3) Dalam hal penyedia terlambat menyelesaikan lekerjam maka penyedia
hanya dikenakarl denda kererlmbatan.

(4) Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambara! penyelesaian
pekerjaan adalah:

a. l/1000 (salu perse.ibu) dari sisa harsa bacian kontrak ya.g belum
dikerjakan, apabila basian pekeiaan yang sudah dilaksanakan
dapai beriungsi;

b 1/1000 (satu perse.ibul dari harsa konrak, apabila basian
pekerjaa. yang sudab dilaksanakan belum bertunssi

(s) Tara cara pembayaran de.da dan/arau eanii rusi dia$r datam dokumen

Parasat28
Keadaan lqhar

Pasal 122

(i) suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
diperki.akan sebelumnya, sehingga ke$ajiban lang ditentukan dalam
lGntrak menjadi tidak dapat dip€nuhi.

(2) ApabiLa terjadi (eadmn Kaha., maka penyedia memberiiahukan kepada
PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak te{adinya
Keadaan Kahar, dengan menycrtakan pernyataan Keadaan Kanar dari
pejabatyang bervenans

(3) JdDgka $akru lans dilclapkan dalam ltorrak unruk lemenuhan
kes,ajiban Pihak yanc tertimpa (earlaan Kahar harus diPerpanjans
sekurang ku.angnya sama dengan janeka wal{tu ierhentinya Konbal{
akibat Keadau Kahar,

{4) (eterlambalan pelaksdaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang
dilaporkan palins lambat la (empat belas) ha.i kalender sejak terjadinya
Keadaan Kahar, tidak dikenakan smksi.
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(s) Pada saat terjadinya Keadan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan
sementara hingga Keadaan Kanar berakhir denean ketentuan, Penyedia
berhak untuk menerioa pembayaran sesuai dengan prestasi arau
kemajuan pelaksanaan leke.jaan yans telah dicapai. Jika selama masa
Keadaan Kahar PPr memerintahkan seca.a rertulis kepada Penye.lia
untuk meneruskan peke.jaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak
unruk merle.ima pembayaran sebagaimana ditentukarl dalam Kontrak
dan meodapai penggandan biaya yang *ajar sesuai dengan yang telah
dikeluarkan untuk bekerja dalam slluasl demikian. Penggantian biaya
ini harus diatur daiam suaiu addendum &ntrak.

Patuetul29
Keterlambaian Pelaksmaan P€kerjaan dan Kontrak Kritis

Pasal 123

(l) Apabila penyedia lerlambat melaksanakan peke.jaa. sesuai jads'al,
tuaka PPK harus mcmberikan pe.jngatan secara tertulis atau dikenakan
kctcntuan ieniang kont.ak knds

(2) Kontrak dinyarakan kritis apabiLa:

a Dalam pe.iode I tencana nsik lelaksanaan 0% 70olo dari kontrak),
.ealisasi Iisik peLalisanaan terlambat lcbih besar dari i0% dari

b Dalam periode n (ren.ana fisik pelaksanaan 70% 100% da.i
kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar dari 5%

c. Dalam pe.iodc III (Rencana fisik pelaksanaan 70% 1000/" da.i
kontrak), sellsih keterlambatan antara realisasi nsik pelaksanaa.
.iengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan meLampaui
tahun anesaran berlalan.

(t) Penansanan kont.ak kritis dilakukan dengan rapar petubuktian (Shou
C.!se MeernqlSCM).

Tahapan rapat pembuktian {Shou CoLse Me€,inglSCMI adalah sebagai

a Pada saat konrrak dinyalakan kritis PPX dibaDtu Dir€ksi lapanean
menerbitkan surat peringatan kcpada penyedia dan selanjuinya
menyelensgarakan SCM;

(.r)

Dalam SCM, PPK beserta direksi lapangan, direksi teknis dan
pcnyedia jasa membahas clan menyepakari besaran kemajuan fisik
yang hatus dicapai oleh penyediajasa dalam periode waktu tertentu
(uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acda SCM tinskat/

Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba pertama, maka harus
diselengga.akan SCM tahap ll yang m€mbahas dan menyepakati
besaran kemajuan nsik yang barus dicapai oleh penyediajasa dalam
leriode ivaktu rertentu (uji coba kedua) yang dituanskan dalam
be.ita a.a.a SCM taha! IIj



d. Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka hms
disclenggarakan SCM Tahap Ill yang membahas dan menyepakati
besdran kemajuan fisik ya.g harus dicapai oleh penyediajasa dalam
periode s,aktu rertentu (uji coba kerisal yans .lituangkan dalam
benta acara SCM tahap III|

e. Pada setiap uji coba yang gagal, PPK ha.us menerbitkd surat
peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi nsik
pelaksanam pekerjaani

(5) Dalam hal terjadi keierlambatan dan akan melampaui tahun angearan
berjalan akibat kesalahan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, sebelum
dilakukan pemutusan kontrak Penyedia Peker.taan Konstruksi dapai
diberi kesempatan menyelesaikan peke.jaan sanpai <lengan 50 (lifta
puluh) hsri kalender sejak masa berakhi.nya pelaksanmn pekerjaan
dcngan diberlakukan denda sebesar l/1000 (satu persenbu) da.i nilai
(ontrak atau nilai bagian (ontrak apabila ditetapkan sc.ah terima
peker.jaan secara parsial uniuk setia! hari keterlatubatan.

(6) Apabila setelah dilaksanakan rapar pembukrian (shoiv cause me€tins)
sebaBaimana dimalsud pada ayat (a), pihak lcnycdia tetap Cagal dan
ri.lak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang disepakati
bersama, s€dangkan masa pelaksanaan pekerjaan telah berakhi., maka
PPK dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan
mengesamPingkan Pasal 1266 Kitab Undang-U.dang Hukum Perdata.

Paragral30

[erjasama A.tara Penyedia dan Sub Pe.yedia

Pasal 124

(l) Pcnyedia yane mempunyai harga Kontrak di atas Rp 25.000.000.000,00
(dua puluh lima miliar rupiah) satuldi dengan Rp 50.000 000.000,00
(llma puluh miLiar rupiah) wajib bckerja sama densan penyedia Usaha
MiLro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, yaitu densan mensubkont.akkan
sebasian lekerjaan yanc bukan pekerjaan ulama.

(2) Penycdia yang mempunyai harga Kootrak di alas Rp 50.000.000 000,00
(lifta puluh miliar rupiah) vajib bekerja sama densan penyedia usaha
Mikro, Usaha Kecil dan Kope.asi Kecil, yaitu deDean mensubkonirakkan
sebaeia. pekerjaan yanc bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia
jasa dari Lokasi pekerjaan setempat, kecuali tidak tersedia sub penyedia
jasa yanc dimaksud

13) Bagian pekerjaan yang disubkontr.l{kan tersebut harus diatu. dalam
l(ont.ak dan diseiujui terlebih dahulu oleh PPK.

(a) Penyedia ietap b€rtansguns jawab atas basian pekerjaan yans
disubkont.akkan tersebut.

(51 Keientuan ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada rontrak
.e .c nenadnrt pr.n..p ke\e.crcan



Paragral3l
serah Terima Pekerjaan

Pasal 125

(r) setelah. pekerjad selesai l0o% {seralus le.serarus), penyedia
mensajukan pe.mintaan secara terrulis kepada PPK untuk pe.yerahan

(2) Dalam rangka penilaian hasil pekerjam, PPK menugaskan Paniria
Penerifta Hasil Pekerjaan. Apabila flemerlukan keahlian teknis khusus
dapal dibantu oleh rim/renaga ahli untuk membanru pelaksanaan lugas
Panitia Pene.ima Hasil Pekerjaan.

(3) Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan melakukan penilaian terhadap
hasil pekerjaa. yang relah diselesaikan oleh penyedia Apabila terdapat
kekurangan kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib
memperbaiki/ mcnyeiesaikanrya, atas perintah PPK.

14) PPK menerima penyerahaD perrama pekcrjaan setelah selu.uh hasil
pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentua, Kontrak sejak tanggal
berita acara penye.ahan pekerjaan dan relah dircrima oleh Paniiia
Penenma Hdsil Pekerjaan.

(5) Pembaya.an diLakukan sebesar 95% (sembilan puLuh lima perseratus)
dari nilai konrak, sedanskan yans s% {lina perseratus) merupakan
retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar
lO0% (seratus pe.se.atusl dari nilai konrak dan lenledia harus
menyerahkan jaoinan pemeliha.aan sebesar 5% (lima perseratusl dari

(6) Penyedia *ajib memelihara hasil pekelaan selama masa pemeliharaan
sehjne8a kondisi tetap seperti pada saai penyerahan pertama peke.jaan.

(7) SeLelah masa pemeliharaan be.akhir, penyedia mengajlrkan lermintaan
sccara rertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.

(8) PPK menerina penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia
melaksanakan semua ke$ajibannya selama masa pemeliharaan dengan
baik, PPK wajib melakukan pembayaran sisa nilai kontrak yang belum
dibayar atau mengembaLikan.jaminan pemeliharaan,

(9) Apabila penyedia tidak melaksanakan keyajiba! pemeliharaan
sebagaimana mcstinya, maka PPI( berhak menasunakan uang .erensi
untuk membiayai perbaikan/pemeLiharaan atau mencairkan Jaminan

(10) Serah rerima pekerjaan dalat dilakukan perbasian leke,:jmn (secara
pa.sial) yang ketentuannya ditetapkan dalam Syarat Syarat (husus

(11) Dalam hal dilakukarl serah te.ima pekerjaan se.ara parsial, maka.ara
pembaya.an dan kcrajiban pemeliharaan ters€but di aks disesuaikan.

(r2) Keu'ajiban p."meliharaan dilerhitungkarl setelah penyerahan bagian
pekerjaan tersebul dilaksanakan perlMa kali.

{13) Umur konsruksi bdgunan hasil dari pelaksanaan pekerjaan ditetapkan
dalam Slaral-Sva.ar KhDsus konbak



Pa.agral 32

Penghentian dan Pemutusan Konbal<

Pasal 126

(1) Pengbentian kontrak dapal dilakukan karena pekerjaan sudah selesai
atau te.jadi keadaan kahar.

(2) Dalam hal kont.ak dihentikan, maka PPK wajib membaya! kepada
lenyedia sesuai dengan prestasi lekerjaan yang telah dicapai.

(3) Pemutusan kontrak dapar dilakukan oleh pihak Penyedia atau pihak

(.1) Mensesampinekan Pasal 1266 dan 1267 Kit.b Undang-Undang Hukum
Perdata, pemutusan Kontrak melalui pembe.itanuan tertulis dapa!
dilakukan apabila:

a. Penyedia lalai/cidera janji dalaft melaksanakan kewajibannya dan
tidak oeoperbaiki kelalaiannya dalam jangka {aktu yang telah

b. Penyedia tanpa pe.setujuan Penga{as Pekerjaan, tidak mcmulai
pelaksanaan pekerjaani

c. Penyedia menghentikan pekerjaan selma 28 (dua puluh delapan)
hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam program
mutu se.ta tanPa Persetujuan Pe.gawas Pekerjaan:

d. Pcnye<lia bcrada dalam keadaan pailit;

c Pcnycdia sclama Masa (onirak gasal dcmpe.baiki Cacat Mutu
dalam jangka traktu yang ditetapka. oleh PPK,

i. Penyedia tidak hempertahankan keberlakua! Jaminan PeLaksanaani

B. Denda keterlmbatm pelaksanaan peke.jaan akibal kesalahan
penyedia sudah melampaui s% (lima perseratus) dari nilai Kontrak
dan PPK menilai bah{,a Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan
sisa peke.jaani

h. Pengavas Peke.jaan ftemeriniahkan penyedia untuk menunda
pelaksanaan aiau kelanjutan pekerjaan, dan perintal tersebut tidak
ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hdi kalender;

i. PPI( ridak menerbitkan SPP untuk pembayaran tasihan angsu.an
sesuai densan yans disepakati sebagaimana ter.antum dalam
S:,arat-Syarat (husus Kont.aki

j Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi nelotisme, kecurangan
dan/atau pemalsuan dalam !.oses Pengadaan yang diputuskan oleh
instansi yang benvenang; dan/atau

k. Pengaduan tcntang pe.yimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi
nepotisme dan/atau pelanggaran Persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang

15) Dalam hal lemutusan Kontrak pada hasa pelaksaiaan dilakukan
karena kesalahan penyedia, maka:

a. Jaminan Pelaksanaan dicairkanl



b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penycdia atau Jaminan Uang
Muka dicairkan:

c. Penycdia membayar denda (apabiLa pelaksanaan pekeiaannya
terlambat); dan

d Penyedia dimasukkm ke dalam Daltar Hiram.

(5) Dalam hal pemutusan Konfak pada masa lemeliharaan dilakukan
karena kesalahan pemcdia, maka:

di.airkan unruk
perbaikan/pemeLiharaanr dan

b. Penyedia dimasul'kan ke dalam Daftar Hitam.

(7) Dalam hal pemutusan Kont.ak dilakukan ka.ena PPI( terlibat
penyimpangan prosedu., melakukan korupsi, kolusi nepotisme
dan/atau pelanegaran persaingan usaha di dalam pelaksa.aan
pengadaan yang sudah dilutuskan oleh instarsi beMenang, maka PP(
dikenaka. sanksi berdasarkan peraturan perundang_undangan.

Paragral33

P"rl.ndun8" "' 2c" ("r "
Pasal 127

(1) Penredia dan sub Penyedia berke{'ajiban atas biaya sendni untuk
mengikutsertakan Personilnya lada program Badan Penyelenggara
Jaftinan Sosial {BPJS) ket€nagakerjaan sebagaimana dlatur dalam
Peraturan Perundang-undmAan.

(2) Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerinrahkan
personilnya untuk mematuhi peraturan Leselamatan kerja Pada vaktu
pelaksanaan peke.jaan, penyedia bese.ta Personilnya dimgBap lelah
membaca dan memahami peratu.an keselamatan ke.ja te.sebut.

(31 Penyedia berkervaiiban atas biaya sendiri untuk menyediakm kePada
setiap personilnya (termasuk personil Sub Penyedia, iika ada)
perlengkapan kcselamatan ke{ayang sesuai dan memadai.

(4) Tanpa menguransi kevajiban penyerlia untuk melaPorkan kecelakaan
berdasarkan hukum yans berlaku, penyedia wajib melaporkm kepada
PPK mengenai setiap ke.elakaan yang timbul sebubunsan dengan
p€laksanaa. Kontrak ini dalam waktu 24 (dua Puluh emPat)jam setelah

Paragraf 3:r

Asuransi

Pasal 128

(l) Penyedia wajib menyediakan asuransi seiak SPMK sampai densd
rdn88E .-.d\d n). p_mF.'ndrcan '.' \:

a. Semua barans dan Peralatan yang mempunvai risiko tinBsi
rerjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja unluk
pelaksanaan pekeriaan, aras segala risiko lerhadap kecelakaan,
kcrusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dalat didusai

b. Pihak ketiga sebagai akibal kecelakaan di tempat ke{anva; dan
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c. Perlindungan terhadap kegagalm bmgunan.
(2) Besarnya asuransi sudah dlperhitunskan dalam penawaran da.

termasuk dalam nilai kootrak,

Parag.al35

Gambar Pelaksanaan

Pasal 129

{1) Penyedia harus menyerahkan kepada direksi pekerjaan gambar
pelaksanau (ds brilt dtuulng) paling ldbal 7 (tujuh hari) sesudah
penyerahan pertama pekerjaan.

(2) Apabia penyedia ierlambat menye.ahkan gambd pelaksmaan (as built
dmuins), maka PA/KPA dapat menahan sejumlah uans sesuai
ketentuan dokumen konf al<.

Bagian keempat

Pelaksanaan (ont.ak Jasa Konsultansi Berbeniuk
Badan Usaha dan Peroranean

Pa.as.al t
Organisasi Pelaksdaan (ontrak Jasa Konsultesi

Pasal 130

(l) organisasi pelaksanaan kontrakjasa konsultansi terdiri dari:

b. Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak!
c. Pa.nia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjmn;

(2) Tim pendukung, dapat terdiri ddi:

Pa.ag.al2
Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak

Pasal 131

{1) Panltia/pejabat peneliti pelaksmaan kont.ak dibentuk oleh PA/KPA
untuk oembantu PA/I(PA dalam hal:

a. Apabila diperlukan, pada iahap awal pelaksanaan kontrak, bersama-
sama dengan penycdia .jasa melakukan pemeriksaan kondisi

b. Apabila te.jadi perubahm kont.ak ymg silatnya mendasar.

(2) Pejabat peneLiti pelal<sanaan konbak uniuk pekerjaan jasa konsultansi
bernilai sahpai dengd Rp 50.000.000,00 (lima puluh luta rupiah)

(3) Panitia penelni pelaksanaan kontrak dibentuk:

a Untuk pekerjen jasa konsukansi bernilai di atas Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiahl sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiahl beranssotakan 3 (tiga) orans.
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b. Untuk pekerjaan jasa konsultansi bcrnilai di atas Rp 200,000.000,00
(dua ratus juia rupiah) bermssotakan 3 (tisa) sampai densan s

(4) Panitia leneliti pelaksanaan kontrak berasal dari unit kerja oPD yans
bersangkutan, dan OPD lainnya yang berkaitd dengan peke.jaan
bersangkutan, terdiri dari:

a. Ketua : PI'IK dari pekerjaan yang bersangkutan

b. Sek.€ta.is : PK da.i kegiataD yang bersangkutan

c. Anggota : i) Unsur pelaksana teknis dari kegiatan ya.g
bersangkutani

2l Unsu.lain da.i OPD yang bersangkulani

3) Unsur dan dinas reknis/lembaga reknis lainnya
Iang terkai! dengan !ekerjaan bersangkutan.

(a) Penscunaan unsur dari di.as/lembaea teknis lainnya sebasai a.gcota
panitia p€neliti pelaksanen kont.ak, be.dasarkan pe.mohonm PA/KPA,
dan mendapat ijin/persetujuan/penueasan dari kepala oPD yans

(6) Tusas panitia/!e.jabat peneliti pelaksanaan kontrak meliputil

a. Apabila diperlukan, pada taha! aival pelaksanaan kontrak, bersama
sama dengan penyedia jasa melakukAn petueriksaan kondisi

b. Meneliti apabila terjadi perubahan kontrak yang silatnya mendasa.
antara iain seperti disanl dan spesiiikasi, kuantitas, biaya, waktu
pelaksanaan, dan lain lain;

c. Meftbuat BeritaAcara hasil p€nelrtiani

d. Mengusulkan saran darl tindak lanjut yane Ferlu dilakukan kepa<la
PA/KPA atas hasil penelitian.

Paragraf 3

Panitia/Pejabal Penerima Hasil Pekerjaan

Pasai 132

{r) Panilia/pejabat pene.ina hasil peke.jaan diLunjuk oleh PA/KPA untuk
merlakili PA/KPA dalm rangka pclaksanaan serah terima hasil
pekerjaan dari penyedia jasa konsultansi.

(2) Pejabat penerina hasil pekerjaan untuk pekerjaan jasa konsultansi
bernilai sampai densan Rp s0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

(3) Paniria penerima hasil pekerjaan dibenruk:

a, Untuk pekerjaan.jasa konsultansi bernilai di aras Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta pian) sampai densan Rp'200.000 000,00 (dua
.atusjuta tupiah) berdssotakan 3 Gisa)orans;

b. Untuk pekerlaanjasa konsultansi bernilai di aias Rp 200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) beransgotakan 3 (risa) sampai dengan s
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(4) Anssoia panitia penerima hasil pekerjmn rerdiri dari unsur unit kerja
OPD yang bersangkutan dan/atau ditambah dari unsur OPD lai. yang
belkairan dengan pekerjaa. be.sanskutan, terdiri dari:

a. Ketua : PPIK pekerjaan ydg bersangkutan

b. Sekreta.is : PK atau unsur reknis dari kegiatan yang bersangkutan

. Anggola : 1) Unsur lain dari OPD yang bersangkutan

2) Unsur Badm Pe.encanaan Pembangunan Dae.ahi

3) Unsur Bagid Administrasi Pembangunan
Sek.etariat Daerah.

(5) Pcnugasan unsu. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian
Adminisrasi Pembansunan Sekretariat Daerah, dan unsur dari OPD lain
yang teikait sebagai anggot! panitla penerima hasil lekerjaan,
berdasarkan permohonan PA/XPA, dm hendapat ijin/persetu.juan/
penugasan dari kepaLa OPD yang bersangkulan.

(6) Tugas panitia pene.ima pekeiaan heliputi:
a. Melakukan penilaian terhadap seluruh hasil leke.jaan yang telah

diselesaikan oleh penyedia barang sesuai dengan keieniuan yang
tercanrum dalam konrrak;

b. Menerima hasil peker.jaan yang telah diselesaikan setelah melalui
peme.iksaani

c. Membuat dan menandarangani Berira Acara Hasil Penilaian;

d. Mclaporkan basil kegiatannya kepada PA/KPA.

Paragral4

Titu Teknis

Pasal 133

(L) Tim Teknis ditunjuk oleh PA/KPA dalam rangka pembahasarl substansi
pekerjaan jasa konsulransi yans dilaksanakan oleh penyedia jasa

(2) 'rim Tek.is beranscotakan 3 {tiEa) orang sampai dengan 5 (lima) orans
tergantung da.i besdnya nilai pekerjaanjasa konsultansi, terdiri darir

a. (etua : PPIK pckc.jaan,ang bersangkutan

b. Sekretaris : PK arau unsur tcknis dari kegiara. yang
bersangkutan

c. Anggola i l) Unsur teknis da.i kegiaian yang be.smgkutan;

2) Unsur lain dari oPD yang bersangkutani

3) Unsur dari OPD lanr tang terkait dengan
pekerjaan yang bersangkutan, aPabila
d'P"'l \dn

(3) Penugasan unsur dari OPD lain yang ierkait sebagai dggota'lim Teknis,
berdasa.kan permohonan PA/KPA, dan mendaPat ijin/persetujuan/
penugasd dari kepala OPD yang bersangkutd.

(4) Tugas aim Teknis dibedakan menurut jasa ko.slrliasi ya.g diberikan,
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a Untuk jasa konsultansi pensaivasan/superisi, melakukan
pembahlsan dan penilaian lerhadap substansi laloran dan dokumen
hasil pckerjaan, serta membe.ika. saran dan koreksl serta xindak
lanjur terhadap laporan dan dokumen hasil pekekerjaan p€nyedia
jasa konsuhasi berdasarkan keranska a.uan kerja (ToR);

b. Uniuk jasa konsultansi perencanaan .lan keLitbmsan, melakukan
pembahasan da. penilaid terhadap subslansi laporan dan dokumen
hasil pekeriaan, serra memberikan saran dan koreksi serta tindak
lanjut terhadap laporan dan dokuhen hasil pekerjaan penyedia jasa
konsultasi be.dasarkd keranska acuan ke.ja (ToR) tuenurur
tahapan penyampaia, laporan pendahuluan, lapora! antara, dan
Lapord akhirj

c. Melaporkan hasil kegiarannya kepada PAI]{PA.

Paragral S

SPMK

Pasal 134

(1) PPK menyerahkan seluruh/sebasian lokasi pekerjaan dan/a1au
dokumen tc.tentu yang dibutuhkan kepada penyedia sebelum
diterbitkannra SPMK.

(2) PPK menerbitkan SPMK selambar lambatnya 14 (empat belas) hari
kalender sejak tanggal lenandatancanan kontrak.

(3) Dalaft SPMI< dlcantumkan saat paling lambat dimulainya lelaksanaan
kon.rak oleh penyedia.

Paragral 6

Penyusunan Program Mutu

Pasal 135

(1) P.ogram mutu disusun oleh penyedia, ydg palins sedikit berisi:

a. Inlormasi mengenai pekerj aan yang akan dilaksanakanl
b. Organisasi kerja penyedia;
. Jadival pelaksanaan pekerjaani
d. Jadrval pcnugasan tenaga ahli dan tenaga pendukunci
e Prosedur pelaksanaan peke.jaan;
L Prosedur insiruksi kerjaj
s. Pelaksana kerja.

(2) Prosram mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan.

Paragral T

Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Pas"' lt6
(l) PP( bersama penyedia dapat menyelenggarakan rapat persiapan

pelaksanaan kontrak.

(2) Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan iim teknis
dan/atau tim pendukung,

(3) Bcberapa hal yang .libahas dan disepakati dalan rapat Pe.siaPan
pelaksanaan kontrak adalah:



a. Ptugram muru;

b. oreanisasi kerjai

c. Tata.ara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;

d. Jad{al pencadaan bahan/mate.ial, mobilisasi peralaran dan personil
(apabiLa diperlukanli

e. Rencana pelaksanaan pemeriksaan lapangan bersama,

(a) Hasil .apat persiapan pelaksanaan koorak dituangkan dalm Be.ita
Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh
seluruh peserta rapat.

Pa.asral S

Mobilisasi

Pasal 137

(l) Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanssal dimulainya pelaksanaan

(2) Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerJ aan, , aitu:

a. Mendatangkan teoaga ahli;
b. Mendatangkan tenaga pendukungr dan/arau
c. Menyiapkan leralatu pendukung.

(3) Mobilisasi peralatan dan lersonil dapat dilakukm secara bertahaP
sesuai densan kebuNhan,

Paragraf 9

Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal l3a
(1) Pemeriksaan Bersama

a Pada taha! aival pelaksanaan kontrak dan pelaksanaan pckerjaan,
PPK arau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK bersama sama dengaD
penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang ftencakup ania.a
lain pemenksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan densan
persyaratan kontrak Hasil pemeriksaan akan ditudgkan dalam
berita acara pemenksaan.

b. Jika dalam pefteriksaan bersama ditemukan hal hai yang daPal
mergakibatkan perubaharl isi kontrak maka pcrubahan tersebut
akan dituangkan dalah ama.demen kont.ak.

c. Jika hasil peme.iksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau
pemLatan ternyata belum memenuhi persyaratan kont.al< maka
penyedia tetap dapat meldjutkan Pekerjaan dengan sFrat personil
dan/atau leralatan lang belum memenuhi sya.ar harus segera
diganti dalam jangka $,akLu yang disepakati bersama dengan
memperhatikan Pasal tentang Personil Ronsulran dan Sub

(2) Pemeriksaan Personil dan Peralatan

a. Pemeriksaan (inspeksi) personil dan pdalatan harus dilaksanakan
setetah personil dan peralatan riba di lokasi pekcrjaan serta



dibuaikan Berita Acara Hasil lnspeksi/Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh PPK dan pentedia.

b. Dalam pcmeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibaitu'lim
Teknis dar/atau Tim Pendukung.

.. Bila hasil inspeksi/pemeiksaa. personil dan peralatan ternyata
belum memenuhi pcrsyaratan, maka leDyedla dapar melaksanakan
pekerjaan dengan sr.arat personil dan peralatan yang bellLm
ftemenuhi syarat ha.us diganti sesuai dengan ketentuan dalam

d. Apabila dalam pcmeriksaan personil dan peralatan mengakibatkan
perubahan isi Kont.ak maka ha.us dituangkan dalm benruk
adendum Konrak.

(3) Peme.iks;an Lapansan

a. Apabila diperlukan, PPK bersama sama dengan penyedia meLal<ukan
pcmeriksaan lapangan untuk melakukan pengukuran dan
pemeriksaan dcrail kondisi lapangan

b Untuk pemeriksaan lapanean, PPK ddpat dibantu'aim Teknis
dan/atau'rim Pendukuns.

c Hasil peme.iksaan lapmgan dituangkan dalam Berita Acara
Pemc.iksaan LaFangan yoB ditandatangani oleh PPK dan lenyedia.

d. Apabila dalam peme.iksaan laparEan mengakibatkan perubahan isi
liontmk maka harus diiuangkan dalam addendum Konr.ak.

Pa.aA.aI10
Perubahan Pe.sonil dan Peralatan Yang Dialukan Oleh Penyedia

(Kbusus Pe.yedia Jasa Korlsuitansi Berbentuk Badan Usaha)

Pasal 139

ll) Penyedia dapat me.gajukan penssantian pe.sonil dan/atau peralatan

(2) Penyedia tidak dibe.arkan melakukan penggantian personil dan/arau
peralatan ranpa perserujuan PPK

(3) PPX meneliti pcrmohonan perubahan pe.sonil dan/atau peralatan,
densan ketentuan:
a. Menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peralatan bila

alasan yang diajukan dianggap sesuaii

b. Tidak mengurangi kualifikasi renaga ahli yang dirarva.kanj dan ridak
menambah lilai konlrak,unruk kont.ak biaya saruan (aime D6ed),
biaya langsung personil harus disesuaikan dcngan saji dasar tcnaga
ahli yang mengganrikani

c. Menolak le.mohond perubahan personil dd/atau peralatan bila

"ld."n r"r'Bdi"jLlrr diEnBB€p r do\ ie! ri
(.1) Uniuk mensajukan permohonan penssantian pe.sonil, penyedia

dnvajibkan melampirkan rnlayat hidup/pengalaman ke.ja pe.sonll yang
diusulkan dan disertai alasan pensganrian personil yans bersangkutan.
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(5) Dalaft rangka penilaian usulan penggmtim personil dan/atau
peralalan, PPK dalat dibantu paoitia/pejabat leneliti pelaksanaan

paragral I l
Panggantian P€rsonil Penyedia Aras Perintah PPK (Khusus

Penycdia Jasa Konsullahsi Be.benruk Badan Usaha)

Pasal 140

(r) Personil dari penyedia yang dianggap tidak mamplr alau tidak dapat
melakukan peke.jam dengm baik atau be.kelakum tidak baik, hms
segera dilakukan perintah penggantian personil kepada penyedia dengan
kualilikasi keahlian pe.sonil yang sama atau lebih tinggi.

(2) Dalam sjk maksimal 15 Uima belas) hari sejak perintah penggantian
pe^onil, PPK harus sudah menerima lersonil pengeanti dari penyedia.

Paragrat 12

Pembayaran Uang Muka

Pasal 141

(l) Uana Muka dapat dib€rikan k€pada penyedia untuk:
a. Mobilisasi alat dan tenaga ke{ai
b. PembayaEn uans tanda jadi kepada pemasok barang/malerial;

c. Persiapan teknis lai. yang dipe.lukan bagi pelaksanaan pengadaan.

(2) Uans Muka dapat diberikan kepada penye.lia dengan ketentuan sebagai

a Untuk usaha kecil paling tinggi 30% (tiga puluh pe.se.atus)da.i nilai
konraki atalr

b Untuk usaha non kecil paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari
iilai kontrak.

(31 Besatuya Uang li4uka untuk Kontrak Tahun Jdmak, yanu:
a. 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak rahun lertama; arau
b. ls% (lima belas perseraus) dari toial nilai kontrak.

(4) l<etentuan mengenai pembe.ian uans muka beserra besa.annJa
ditctapkan dalam SFrat-Syarat (husus Kontrak.

15) Penyedia dapat mengajukan permintaan pemhal,aran uang mul.a secara
reriulis kepada PPI< disertai dengan rencana penggunaan uang muka
uniuk melaksanakan peke.jasn sesuai kontrak.

(6) PPK mengajukan surat permintaan pembaFran untuk permohonan
rersebut setelah Jaminan Uang Muka direrima dari !enyedia.

(7) Pcngembalian uang muka dipe.hitungkan berargsur angsur seca.a
p.oporsional pada setiap pembaya.an p.estasi pekerjaan dan paling
lambat harus lunas pada saat lekerjaan mencapai prestasi 100 %
(seralus perseratus).
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18) Untuk konrrak tahun jamak, nilai jaminan uans muka secara bertahap
dapat dikurangi sesuai dengan pcncapaian presrasi pekeimn.

Paragrat 13

. P"r bela'a' Pre.t"). Pekera€n

Pasal t42
(1) Pembayaran prestasipekerjaan dalat diberikan dalam bentuk

pemba),aran bulanan/pembayaran be.dasa.kan tahapan penyelesaian
pekerjaan (termin)/pembayaran secara sekalisus, sesuai dcngan yans
ditetapkan dalam Syara! Syarat (husus Kontrak.

(2) Peftbayard p.estasi kerja diberikaa kepada penyedia serelah dikura.gi
angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak.

(31 Permintaan pembayaran kepada PPK untuk kont.ak yang menggunakan
subkonlrak, ha.us dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh
subkontrak sesuai rlengan pe.kembansan (prosres) pekerjaannya.

Paragral l.+

Penangguhan Pembayaran

Pasal 143

(1) PPK dapar menmgguhkan pembayaran seriap angsuran rahapan
pekerjaan penyedia jika p€nyedia casal atau lalai memenuhi kewajiban

{2) Pcmbaya.an yang ditangguhkan harus disesuaikan denBan p.opo.si
keeagalan atau kelalaian penyedia

13) Penanssuhan dilakukan densan ierlebih dahulu menyampaikan
pembe ahuan rertulis kepada penyedia yang memuatl

a Alasan pcnanssuhan pembaya.ani dan

b. Persyaratan kepada penyedia untuk memenuhi kewajiban
kex,ajibdnya dalam janska waktu 14 (eftpat belas) ha.i kerja
selelah pembeitahuan dite.ima.

(4) Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguha. lembayaran dapat
dilakukan bersamaan denBan leng€naan denda kepada penyedia

Pa.agral Is
Perubahan Kontrak

Pasal 1.+4

Perubahan kont.ak bisa dilaksanalian apabila disetujui oleh pda lihak,

1. Pcrubahan lingkup peke.jaan disebabkan oleh sesuatu hal lrang
dilakukan oleh para pihak dald kontrak sehingga mengubah lingkup
pekerjaan dalam kontrak;

2. Perubahan jadival peLaksanaan pcke.jaan akibat adanya perubahan
lingkup peke.jaan; dan/atau

3. Petubahan harga konrrak akibat adanya peruband lingkup pekerjaan
dan/atau perubahan pelaksanaan peke.jaaD.
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Paragral 16

Perubahan Linckup Peke.jaan

Pasal i45
(l) Apabila terdapar p€rbedaan yang slgnifikan aniara kondisi lapangan

pada saat pelaksanaan dengan Kerangka Acuan Ke..la yane telah
ditenlukan dalam kontrak, maka PPK be.sma penyedia dapat
melakukan perubahd kontrak yang meliputi antara laini
a. Menambah atau mengurangi volume leke.jaan yang tercantum

dalam kontrak:
b. Me.aurarBi atau menambahjenis pekerjaan;

.. Mengubah spesifikasi peke.jaan sesuai dengan kebutuhan lapanga.;
d. Melaksanakan pekerjaan tambah/kuran8 yang belum te.cmtum

dalam konbak yang dipe.lukan untuk menyelesaikan seluruh

(2) Pekeiaan tambah harus mempe.timbangkan terscdianya anggaran dan
ti<lak boleh melebihi l0% (scpullrh lerseratus) dari biaya yang
ter.anium dari nilai Kontral{ as,al.

(3) Perintah perubahan lingkap peke.jaan dibuar oleh PPK secara tertulis
kepada penyedia, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan biaya
dengan ieta! mengacu pada ketentum yang te.cantum dalam Kontrak

la) Hasil negosiasi te.sebut dituangkan dalah Eerita Acara sebagai dasar
penyusunan adendum Konlrdk

(5) Dalam hal penilaian perubahan linskup pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (t), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), PP( dapat
dibantu oleh panitia/peiabat peneliti pelaksanaan konrak

Parag.ai l7
Perpanjangan Waktu Pelaksanaan

Pasal 146

(l) Pe.panjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oieh PPK atas
pertimbmgan yang layak dan wajar untuk hal hal sebagai berikut:
a. Peke.jad tambahi
b. Perubahan ruang linskup pekerjaani
c. (ererlambatan yang disebabkan oleh PPK;
d. Masalah yang timbul di luar kendali lenyediai dan/atau
e. Keadaan kahar.

(2) wakiu penyelesaian pekerjmn dapat diperpanjans sekurans-kuransnya
sama densan $akiu rerhentinya kontrak akibat keadaan kahar.

(3) PPK dapai menyetujui perpanjangan {akru pelaksanaan atas kontrak
setclah mclakukan penelitian rerhadap usulan rertulis yans diajukan

(a) PPK dapat menugaskan Tim Pendukung yaitu Panitia/Pejabat Peneljti
Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usula! perpanjangan
waktu pelaksanaan.



(5) Perserujuan pe.pa.jansan waku pelaksanaan diiuanskan dalm
addendum Kontrak,

paragral I8
Perubahan dan/atau Penyesuaian Biaya

Pasal 1.17

(L) Pcrubahan Nilai Konlrak sebagai aklbat perubahan Lingkup peke.jaan
dengan ketentuan perubahan Nilai Kontrak hanya dapat dilakukan
sampai setinggi-ringginy, l0% (sepuluh perseratlrs) dari Nilai l(onlrak

(2) Penyesuaian biaya dapat diberlakukan terhadap kont.ak yang leblh ddi
12 (dua belas) bulan.

(3) Penyesuaian Harsa Saruan diberlakukan sesuai dcnsan jadrval
pelaksaoaan yang tercantum dalam kontmk a*alladdendum kontrak.

(.+) Dalam peneniuan indeks pcnyesuaian harga agar memlerhatikan:
a. Pada saat pelaksanaan pekerjaan sesuai denganjadwal peLaksanmn

b. Pada saat peke.jaa! lebih cepa! dari jadval pelaksanaan pekerjaan
menggunakan indeks harga pada saat realisasi pelaksanaan
pckcrjaan;atau

(. Pada saar pekerjaan Lerlambat ka.ena kesalahan Penyedia,
penyesuaian ha.ga satuan dan nilai kontrak menggunakan indeks
harga sesuai jad*al pelaksanaan peke.jaan yang ditetapkan pada
kontrak as'al Kontrak lang te.lambat pelaksanaannya disebabkan
olel kesalahan Pengguna diberlakukan penyesuaian harga
berdasarkan indeks harga sesuai jads'al realisasi pekerjaan.

(5) Penetapan koelisien kontrak pekerjaan dnakukan melalui Keputusan

Paragral 19

Kerjasama Antara Penyedia Dengan Sub Peryedia (Khusus
Penyedia Jasa Konsuliansi Berbenruk Badan Usaha)

Pasal 148

(l) Basian pekeiaan yans dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam
kontrak dan disetujui te.lebih dahuLu oleh PPK.

(21 Penyedia tetap bertagsunsjarvab atas basim pekerjaan yans dikerjakan
oleh sub penyedia.

(3) Kctentuan ketentuan dalah kerjasama densan sub penyedia harus
oengacu kepada harga Fng lercanrum dalam kontrak serta menganut
prinsip kcsetaraan.

Paragral20

Personil Konsultan dan Sub (onsuhan

Pasal 149

(1) Personil inLi yane dipekerjal{an ha.us sesuai dencan kualifikasi dan
pcnealaman yans dila$arkan dalam Dokumen Pena{,aran.



12) Pengsantian personil inti dan/arau leralaran (apabila ada) tidak boleh
diLaklrkan kecuali atas pe6etujuan tertulis PPK.

(3) Penggantian personil inli dan/arau peralatan dilakukan oleh penyedia
dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kclada PPjl dengan
melampirkan ri$ayar hidup/pensalaman kerja Pe.sonil Inti dan/atau
slesinliasi Peralatan yang diusulkan beserta aiasan perubahan.

(4) PPK dapai menilai dan menyetujui penempdtan/lenggdtian pe.sonil
inti menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

(5) Jika PPK menilai bah$a Personil Inti
a. Tidak mampu atau iidak dalat melakukan p€kerjaan dengan baik

b. Berkelakuan tidak baikt atau

c. Meng:rbaikan pekerjaan yans menjadi tuBasnya,

maka penye.lia berkervajiban untuk menyediakan pengganti dan
menjamin personil inti tersebut meninggalkan lokasi kerla dalam waktu
7 (tujub) ha.i kalende. sejak diminta oleh PPK

(6) Jika pengganrian personil inri dan/atau pe.alatdn perlu dilakukd,
maka penyedia berketrajiban untuk menyedjakan pengganti dengan
kualiliLasi yang setara atau Lebih baik dari personil inti dan/atau
pe.alatan yang digantikan, tanpa biaya lambahan apapun.

(71 Nama personil dan uraian pekerjaan, kualifikasi ninimum, perkiraan
saktu pelaksanaan dilampirkan dalam Lampiran S!a.at-Sla.a! Khusus

(8) Pcnyesuaian terhadap perkiraan waktu pekerjaan personil akan dibuat
oleh lenyedia mclalui pemberirahuan seca.a rertulis kepadd PPK.

(9) Jika terdapai pekerjaa, Ladbah, maka pe.kituan ivaktu pelaksanaan
harus ditentukan secara tertulis oleh para pihak.

(10) Personil inri dan sub konsr'lran yang lelah diserujui oleh PPK ha.us
membe.ikan data di.inya da. surat keterangan ridak mengida! penyakit
berbahaya/men!'lar \tuedi.al cenilcat4 serta terdaltar atau rc.re.a
dalam daltar pcrsonalia penyedia

Paragral2l
Perubahan Personil

Pasal l5O

11) Pe.uDahan pe.sonil dan peralatan yang diajukan oleh penyedial

a Penyedia .iapat mcngajukan pengganlian personil dan/arau
peralaun kepada PPK;

b. Penledia tidak dibenarkan melakukan penggantian personil
dan/atau le.alaiaD tanpa persetujuan PP(.

c. PPK meneliti pe.mohonan perubahan personil dan/atau leralatan,
dengan ketenruan:

ll Menyetujui permohonan perubahan personil dan/atau peraLatan
o.r. "r.s6n )"nB d.aJUl.n di"nge"o .esLdi:

2) Tidak mengura.gi kualifikasi tenaga ahli yang ditawa.kan, dan
tidak menambah nilai kontrak. Untuk kont.ak biaya satuan lline



based), biaya langsung personil harus disesuaikan dengan saji
dasar tenaea ahli yang menggantikan;

3) Menolak permohonarl pe.ubahan personil dd/atau peralatan blla
,'ds.' ydngdiatuka- diarggap'rd,k \csLa'

d. Untuk mengajukan permohonm penggdtim pe.sonil, p€nyedia
diwajibkan melampirkan ri$ayat hidup/pengalaman kerja personil
yang diusulkan dan diserlai alasa! pcngganiian personil yang
be.sangkutan.

e. Dalam €ngka penilaian usulan penggantian pcrsonil dan/atau
peralaran, PPK dapat dibantu Pmitia/Pejabat Peneiiti Pelaksanaan

(2) Penggantian personil penyedia atas lerintah PPK:

a. Personil dari penyedia yang dianggap tidak mampu arau tidak dapai
melakukan peke.jaan dengan baik atau berkelakuan tidak baik,
ha.us segera dilakukan pcriniah penggantian pe.sonil kepada
penyedia dengm kualijikasi keahlian personil yang sama atau lebih

b Dalam vaktu maksimal ls (lima belas) hari sejak perintah
penggantian perso.il, harus sudab menerima personil pengganti dari

Para9ral22

Keterlambatan Pelaksanaan Pckerjaan

Pasal 15r

(r) Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggai Penyelesaian bukan akibat
KeadadD Kaha. atau ka.ena kesalahan arau kelalaian penyedia maka
PPK dapat menghentikan Konirak dan menangguhkan pemenuhan hak
hak pcnycdia atau mcnangguhkan pembayaran

(2) Jika kete.lambatm tersebut semata mata disebabkan oleh kesalahan
atau kclalaian PPK maka PPK dikenakan Ganti Rugi atau membe.ikan

(3) Penghentian Konrak atau canti Rugi atau Kompensasi tidak dilakuka.
jika Tanggal Penyclesaian disepakati oleh Para Pihak untuk

(4) Tansgal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tanssal
penyerahan setiap hasil ke.ja dan tanggaL penyelesaian semua pekerjaan
densm penye.ahan lapo.an akhir sebagaimda ditelapkan dalam SPMK.

Parag.af 23

Denda dan canti Rugi

Pasal 152

(r) Denda merupakan sanksi nnansial yang dikenakan kepada penyedia,
sedangkan ganti rugi mc.upakan sanksi finansial yang dikciakan
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kepada PPK, karena terjadinra cidera jdjihdprestasi yans tercanrum

Besarnya deoda kepada penyedia atas kererlambatan penyelesaian

a. 1/1000 (satu perseribu) da.i sisa biaya bagian kontrak yang belum
selesai dikerjakan, apabila kont.ak terdlri atas bagian pekerjaan
yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem,
serta hasil pekerjaan tersebul telah direrima oleh PPK;

b. I/1000 (satu perseribu)dari bjaya kootrak, apabila bagian peke.jaan
belum diteima oleh PPK.

Besarnla Canti rugi yang dibayar oleh PPK aias kcterlambatan
pembayalan adalah sebesa. burEa dari nilai tagihan yang terlambat
<libayar, berdasarkan tingkal suku bunga yang berlaku pada saat itu
menurut ketetapa. Bank Indonesia, atau dapat diberikan komp€nsasi
sesuai ketentuan dalam Sydat Syarat Khusus ltonrak

(3)

(4) Kompensasi dapal diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikur:

a. PP]l memodilikasi atau mengubah iadwal yais dapat mempensaruhi
pekerjaan penyediai

b. kterlambatan penerbitan SPPi

c. PPI{ tidak memberikan eambar sambar, spesifikasi dan/atau
instruksi sesuai iad*al yans dibutuhkani

e PPK menginslruksikan kepada pibak penyedia unruk melakuka!
pcngujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata
ridak diketemukan kerusakan/ kegagalan / penyimpangan;

L Kompcnsasi lain yang dirin.i dalam starat khusus kontrak.
g. Jika kompensasi mcngakibatkan pengeLuaran tambahan atau

kererlambatan lenyelesaian pekerjaan maka PPI{ berkewajiban
untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjansan
ivaktu penyelesaian pekerjaan j

h. Ganti rugi hanya dapa! dibayarkan j ika berdasarkan data penunjans
dan perhitunsan kompensasi yan8 diajukan oleh lenyedia kepada
PP(, dapat dibuktiLan kerugian nyata akibat peristnva kompensasi;

i Pe.panjangan waktu penyelesaian lekerjaan hanya dapat diberikan
jika berdasarkan daia lenunjang dan perhitungan kompensasi yans
diajukan oleh penyedia kelada PPK, dapat dibuktikan kerugian
nyara akibat perisliwa kompensasi.

(s) Tara cara pembararan clenda da./atau sann ruei dialur dalam syarat
5)"_ Yh ' '' 

(o' rrr\

d. Penyedia belum bisa masuk ke
diperranrikan dalam kontrak;

lokasi sebaeaimana yans



(1) (eadaan Xahar adalah suatu keadaan yane te.jadi diluar kehendak para
pihak dm tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehinega keu,ajiban
rang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2) Tidak lemasuk (eadaan Kahar adalah hal hal merugikm ymB
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

(3) Dalam hal te.jadi Keadaan Kahar, peny€dia memberitahukan tentang
lcrjadinya Kcadaan Kahar kcpada PPK seca.a tc.tulis dalam ivaktu
palins lambat 14 (empat belas) han kalender sejak terjadinya kadaan
Kahar, dengan menyertakan salinan per.yaiaan Keadaan Kahar lang
dikelua.kan oleh pihak/instansi yang be.wenang sesuai keteniuan
peraturan perundang urdangan.

{4) setelah pemberitahuan tertulis tentang terjadinya &adaan (ahar, pa.a
pihak dhpat melakukan kesepakatan, yanB dituanEkan dalam
pe.ubahan konlrak.

(s) Keterlaobatan pelaksanaan pekerjaan akibat keadaan kahar yanc
dilapo.kan paling lambat 1a (empat belas) ha.i kalender sejak te.jadi.ya
keadaan kahar, tidak dikenakan sdksi

Pa.ag.al25
Lapo.an Hasil Pekerjaan

Pdsal 154

1l) Penyedia {ajib menye.ahkan ldloran dan dokumen sesuai dengan
ketentuan yang telah diaiur dalam kontrak, atas penerimaan laporao
dan dokumen ters€but dibuatkan randa teima.

(2) PPl< dengan dibantu oleh tim teknis dan tim pendukung, bersama
penyedia melakukan pembahasarl dan penilaian re.hadap Laporan dan
dokumen yans diserahkan oleh penyedia

(3) PPK dan penyedia m€mbuat berita aca.a hasil pembahasan dan
penilaian laporan.

(a) Jika terdapat kekurangan-kekurangan maka penyedia harus
memperbaiki dan menyelesaikan kekurangan kekurangan sesuai yane
diinsLruksikan oleb PPK dan menyerahkan laporan hasil perbaikan

(sl PP( menerima kembali penyerahan laporan yang lelah diperbaiki oleh
penledia (bila ada), dan membuat berita acara serah ierima laporan

(6) Laporan akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardep!) dan/atau rle

(7) Menyerahkan semua raocangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan,
dan dokumen dokumen lain serta piranti lunak yang dilersiapkan oleh
penyedia berdasa.kan konLrak ini dan mentadi hak millk PPK.

(8) Penyedia paling lambat pada wakru pemutusan atau akhi. masa konhak
berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen tersebut beserra
daltar rinciannya kepada PPK.

(9) Penyedla dapat menyimpan I (satu) buah salinan tiap dokumen dan
piranri lunak tcrscbut setelah mendapatkd persetujuan PPK.



(10) Jika dikemudian hari penyedia daf, pihak ketiga al<an melakukan
peryembangan terhadap piranti lunak tersebu! dan untuk iru
diperlukan lisensi maka penyedia harus mendapaikan persetu.juan lebih
dahulu da.i PA. Untuk tujuan i.i PA berhak untuk mendalalkan
penggantian biaya atas pengembangan piranti lu.ak tersebut.

(11) Penbaiasan (tika ada) mensenai pengsunaan dokumen dan piranti
lunak tersebut di atas di kemudian hari djarur dalam Sya.at-Sya.at
Khusus I{onrak.

Parag.af26

Penghentian dan Pemutusan l<ontrak

Pasal 155

lI) PenBhcntian Kontrak:

a. Penghentian Kontrak dapa! dilakukan karena pekerjaan sudah
selcsai atau terjadi Keadaan Kaha.;

b, Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK ivajib membayar kepada
penl€dia sesuai densan prestasi pekerjaan Iang telah di.apai; dan

c. PPK denBan pemberilahlran lertulis kepada penyedia daPat
memerintahkan penghcniian Kont.ak jika penyedia gagal untuk
mclaksa.akan ke{ajiban kewajibannya dalam (ontrak ini.
Pembenrahuan teirulis rersehut harus memuatl

1) Alasan penghe.tian (ont.aki dan

2) Pcrsraratan kepada penredia untuk memenuhi kewajiban'
kewajibannya dalaft jancka \aktu 14 (empat belas) hari keria
setelah pemb$iiahLtan diterima.

12) Penutusan Konrak:

Mengcsampingkan Pasal 1265 dan 1267 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak ini tueialui
pcmbe.ilahuan terrulis kepada pen,€dia setelah te.jadinya hal-hal
sebagai berikutl
l) Pcnycdia laiai/cide.a janji dalam ftelaksanakan keq,a.jibmnya;

2) Penyedia tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka ivaktu 14
(empat belas) hari kerja setelah dib$itahu atau dalm janska
waktu lain yang disctujui seca.a tertulis oleh PPK;

Jl PFn,Pd.d bPrddd d.lam ke"d."' p-ilir'
4l lGrena Keadaan (ahar, penyedia tidak dapat melaksanal<m

basian pokok pekerjaan Jasa KonsuLtansi ini selama seku.ang
kurangnya 60 (enam puLuh) hari kalenderi

s) Denda kcrerlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan
penyedia sudah melampaui 5% (Lima Perseratus) dai nilai

6) Penyedia le.buk.i Delakukan korupsi, kolusi nePotisme,
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadun yang
dipuiuskan oleh instansi yang be enangi dan/atau
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7) Peneaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsij
kolusi nepotisme dan/atalr pelanggara.an persaingd usaha yang
sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh
instansi yang berwenang.

b. Oleh penyedja:

Mengesampiogkan Pasal 1266 dan 1267 Kilab Undang-Undang
Hukum Pe.data, penyedia dapat memutuskan Kontrak ini melalui
pcmberirahuan rertulis kepada PP( setclah terjadinya halhal
sebagai berikut:
1)PPK ridak menerbitkm SPP untuk pembayaran tagihan angsuran

sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam
SSKkr alaD

2)Ka.cna Kcadaan Kahar, penycdia tidak dapat melaksanakan
bagian pokok pekerjaan Jasa Konsultansi ini selama sekurang
ku.angnya 60 (enam puluh) hari kalende..

c Dalan hal pemurusan ko.kak diiakukan karena kesalahan
penyedia, maka:

1) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia aiau Jaminan Uang
Muka dicai.kan;

2l Penyedia membatar denda; dan/arau
3) Penyedia dimasukkan dalam Daltar Hitam.

d. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan ka.ena PPK terlibat
pcnyimpangan prosedur, melakukan korupsi, kolusi nepoiisme
dan/atau pelanggararan pcrsaingan usaha yang sehat dalam
pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sar*si berdasarkan
peraiuran perundang undangan.

c. Pada saat kontrak diputuskan, maka PPK be.kewajiban untuk
mclakukan pcmbayaran sebagai berikut:

r) Pembayaran prestasi pekerjaan sampai dengan tanggal berlakun)ra
pemutusan kontraki dan

2) Biaya iangsung personil (termasuk biaya demobilisasi) yang
dikeluarkan oleh penyedia sehubungan dengan pemurusan

P aEral2T

Penyelesaian Pekeiaan

Pasal 156

11) PPK melakukan penilaian terhada! hasil pekerjaan yans telah
diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapar kekurangan-keku.angan,
penyerlia walib menyelesaikannya.

(. D"d rMB.r p'nrl€r.. hos.' peke rcr. PP< TFn'ga5n8n Ponrri.
Pejabal Penerima Hasil Pekerjaan.

(3) PPK menerima penyerahd pekcrjaan setelah seluruh hasii peke.jaan
dilaksanakan dan diterima oleh da.i PanilialPejabat Penenma Hasil



(4) Membuat berita acara serah t€rima laporan akhlr, serelah seluruh
pekerjaan diselesaikan.

Paragral28

Penyelesaian Perselisihd
' Pasal 157

(r) Para Pihak berke{,ajiban unruk berupaya sunssuh-sungguh
menyelesaikan seca.a damai semua perselisihm yang rimbul dari atau
berhubungan dengan ko.trak lni atau interpretasinya selma atau
.d{eh peLaksantun pek.-jaar Ja\e hon(u.'bri .-.

(2) Penyelesaian secara damai dapat dilakukan tuelalui musyawarah unruk
mufakat se.ara langsung antara pda pihal{ atau melalui peranraraan
pihak ketiga yang disepakati oleh para pihak datam bentuk antara lain
mediasi atau konsiliasi.

Para'Ja|29
Lembaga Pemurus Sengkera

pasal 158

(1) Dalam hal penyelesaian pe.selisihan melalui perdamaian tidak rercapai,
maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui:

b. Alternatil penyelesaian sengketa, arau
c, Pengadild sesuai dengan ketentuan peratu.an perundang

(2) ktentuan mengenai penyelesaian perselisihan sebagainana ayat (rl
hdus ditetapkan dalam Syarat-Syarat (husus (ontrak,

Bagian Kelima
Pe'-ksa'.an Konnak JE\d -inn\eparagraf 1

Organisasi Pelaksanaan Konrrak Jasa Lainnya
pasal159

(1) Orsanisasi pelaksanaan konrrakjasa lainnya tedin dari:

b. Panitia/Pejabar Peneliti Pelaksanaan Konr.akl
c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaanl

(2)Tim pendukuns, dapat terdiri dari:

' . Un"Jr p'rel' an. dan Jn.ur pengass5rn



r00

Parag.al2

Panitia/Pejabal Peneliti Pelaksanaan (ontrak

Pasal 160

(l) Panitialpejabat peneliti pelaksanaan kontrak dibentuk oLeh PA/KPA
untuk membantu PPK dalam hal:

a Apabila diperlukan, pada tahap aival pelaksanaan kontrak, be.sama-
sama densan penyedia bards melakukan pemeriksaan kondisi

b. Apabila terjadi perubahan kontrakyang sifatnya mendasar.

(2) Pejabat peneliti pelaksanaan kontrak dibentuk untuk kontrak
lengadaa]] jasa bernilai sampai de.gan Rp s0.000.000,00 (lima puluh
jura rupiah), dijabar oleh PPI K.

.Jl P"n.'," p, n.l,r. ptl"kq.naan kon,.ak d.ben,uk

a. Untuk konrak lenBadaan jasa lainnya betuiiai di aras
Rp s0.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai densan
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupian) berangsotakan 3 (tisa)

b. untuk kontrak pengad&n jasa lainnya bernilai di atas
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) beranssotakan 3 (tisa)
ora.g sahpai dengan s (lima) o.ang.

14) Panida penehi pelaksanaan kontrak berasal da.i unit ke.ja oPD yang
bersanckutan, dan dinas/lembaca ieknis lai.nya yans berkaitan densan
pekerjaan bersangkutan, te.diri dari unsur unsur:

a. Ketua : PPIK ddi pekeiaan yang bersan8kutan

b. Seketa.is : PK dari kegiatan yang be.sangkutan
c. Anggota : l) Unsur perencana prog.am OPD ym8

bersangkutm;
2) Unsur lainnya da.i OPD yang be.sanskutan;

3) Unsur dari dinas /Lembaga teknis lainnya yang
terkait denBan pekerjaan bersanskutan.

(s) Pensgunaa! unsur dari dinas/lenbaga teknis lainnya sebacai anggota
panitia peneliti pelaksanaan kont.ak, berdasarkan permohonan PA/KPA,
dan mendapat ijin/perserujuan/penucasan dari kepala OPD yans

((t) I'sas lanitia/pejabat peneliti lelaksanaan kontral meLiputi:

a. Pada tahap a*ql pelaksanaan kontral{, bersama sama dengan
penyedia ba.ang meLakukan pemeriksaan kondisi lapangan;

b. Me.eliti apabila re.jadi lerubahan kontrak yang silatnya mendasa.
antara lain seperti disain dan spesifikasi, kuanrnas, biaya, s,akru
pelaksanaan, dan lain-1aini

c. Membuat BeritaAcara Hasil Penelitianj

d. Mengusulkan sa.an dd tindak laf,jut yang perLu dilakukan kePada
PA/KPAatashasil penelitian tersebut.
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(2)

10r

Pa.agraf 3

Panitia/Pejabar Pene.ima Hasil pekerjaan

Pasal 161

Pai'.'r p.'dba_ pe ierre h.... pe{e.jtun d..un.uk ote' pc .pA Lnr k
aesak... PA (PA o".m .-s]ra pelansdn"a .e-.n rFrino 'a)i
lekerjaan dari penyedia jasa lainnya
Pejabat lenerima hasil pekerjaan untuk pekerjaan jasa lainnya bernitai
sampai dengan Rp 50.000.000,00 {lima puluhjura rupiah)adalah ppt K.

Pa.itia penerima hasil p€kerjaan dibentuk:
a. Untuk kootml{ pengadaan jasa lainnya bernilai di atas

Rp s0.000 000,00 (lima puluh juta rupiah) smpai
Rp 200.000.000,00 (dua rarus juta rupiah) beranssotakan 3 ltisal

b. Untuk konrrak pengadaan jasa lainnya bernilai di aras
Rp 200.000.000,00 (dua .arus jura rupiah) beranssotakan 3 ltisal
sampai densan 5 (tima) orans.

(4) Anssota panitia penerima hasii pekerjaan te.diri dari unsur unit kerja
oPD yang be.sangkutan dan/atau ditambah ddi unsur OpD lain yang
bcrkaitan denean pekeriaan be.sanEkuran. terdiri dari:

(6)

Penugasan unsur Badan Perencanaan pembangunan Daerah, unsur
Basian Adminisrasi Pembangunan Sek.etdiat Daerah dan unsur OpD
lain yang terkait sebagai anggota panitia pene.ima hasil pekerjaan,
berdasarkan pe.mohona. PA/KPA, dan mendalat ijin/persetujuan/
penugasa. dari kepaLa OPD yang bersangkutan.
Tugas paniria pene.ima hasil pekerjaan meliputi:
a Melakukan penilaiaE terhadap seluruh hasit pekerjaan yang relah

diselesaikan oleh penyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuan
Yang tcrcanrum dalam kont.akl

b. Nnenerima hasil pekerjaan yang reLah diselesaikan serelah melatui
pemeriksaan/pengujian;

.. li,{embuat dan mcnandatangani Berita Acara hasil penilaian;
d. Melaporkan hasil kegialannya kepada PA/(PA. '

: PPIK peker.jaan yang beFangkutan
: PK atau unsu. reknis dari kegiaran yang

: 1) Unsur lain dari OPD yang be.sangkutani
2) Unsur Badan Pcrencanaan Pembangunan

3) Unsu. Bagia. Administrasi Pembansunan
Sek.eta.iat Daerah.

(5)



Pdagraf 4

SPMK

Pasal 162

'l) PPX n_nr"rrhk" srluruh ,Fo€san lo\a\i prter'ca' .a.go.ouruhkan
q.pad. penred.b 5rbel. m di'-rbirkdnnv" SoVk

(2) PPK menerbjtkan SPMK selambat-lambatnya l;r (empat belas) hari
kalender sejak tanggal penandaranganan konhak.

(3) DaLam SPMK dicantumkan saar paling lambat dimulainya pelaksanaan
kontrak oleh penyedia.

(.1) Untuk SPK, langgal SPMK dapat ditetapka. sama dengan tanggal
pe.andatanganan SP}( atau tanggal dikeluarkannya SPMK.

Paragrai5
Penyusunan Prcgram Mutu

Pasal163

l Program mutu disusun oleh penyedia, pallng sedlkit be.isi:
a. l.formasi mensenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
b. orsanisasi ke.ja penyedia;
c. Jadwal peiaksanaan pekerjaoi
d. Prosedurpelaksanaan !ekerjaan;e P.osedurinsrruksiker.lal
t Pelaksana ke.ja.

2 P.ogram mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapai direvisi
scsuai dengan kondisi lokasi pek€.jaan

Parag.al6

Rapai Persiapan Pelaksanaan Kontrak

Pasal 164

11) PP]< bersama densan penyedia, unsur perencanaan dan unsur
pcnaaivasm, meryeLenggarakan rapai persiapan pelaksanaan konirak.

(2) Beberapa hal yanB dibahas dan disepakaii dalam rapat persiapan
pelaksanaan kontral adaLahl

a. Prog.am mutu;
b organisasi kerja:

c.'lata.ara pengalu.an pelaksdaan pekerjaan;

d. Jadwal pengadaan bahan/matenal, mobiLisasi peralatm dan

e. Penyusunan rencana pemeriksan lokasi pekerjaan.

Paragral T

Mobilisasi

Pasal 165

(l) Penyedia melakukan mobilisasi setelah tanggal dimulainya pelaksanaan



(2) rvlobilisasi dilakukan sesuai densan linskup pekerjaan, yaitul
a. Mendatangkan peralatan peralatan terkait yang diperlukan daLm

petaksanam pekerjaan;

b. Mempersiapkan lasiliras seperlt kanror, rumah, gedung
labor a'orrn. bcnel"l. CuoanA. drr \eorgainra:

c. Mendatangkan personilpersonil.
(3) Mobilisasi peralatan dan personil dapar ditakukan secara berlahap

sesuai dengan kebutuhan.
pa.agraf a

pemeriksaan Bersama

Pasal 166
(l) Apabila diperlukan, pada tahap awal petaksanaan konrak, ppK

be.sama-sama dengan penyedia melakukan lemeriksaan kondisi lokasi

{2) Untuk pemeriksad bersama ini, PA/KPA dapat membenruk p nia/
pejabat peneliti pelaksanaan kontrak aras usul pp]<.

r.ll lra"' pemlrIs""r ber\and dirL.n8kan oaldm Ber.r6 A,a-a.aprb..a
d"l"m p-m"ri<.tun b"rs"ma nen8.kiod.k"r p"1b"han r.r {oar-ak,
maka harus dituanskan dalam bentuk addendum kont.ak.

paragraf 9

Inspeksi pabrikasi
pasal 167

(1) PP]< atau tim inspeksi yang ditunjuk ppK dapar melakukan inspeksi aras
proses pabrikasi peralatan khusus.

12) Jad-al, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai ketentuan

{3) Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk daLm harga kontrak.
Paragral l0

Pembayaran Uang Muka
Pasal 164

(i) Nilai besaran uang muka paling tlnggi sesuai dengao yang ditetapkan

(2) Besarnya.jamind uang muka adalah senitai uans muka yans diterima

(3) Jaminan uang ouka diterbirkan oleh Bank Umum, perusahaan
PF aTin"n .aL pfru\'hccn ssldn. vdn8 m-hprn). p-o8rdr
asumnsi kerugian (sL.ervship) sebagaimana ya;g ditetapkd oleh
Menieri Keudgan,

(4) Penyedia dapat mengajukd permohonan pengambilan uanA muka
secara tertulis kepada PPK diserrai dengan rencana penggunaan uang
muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai konEak,
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(s) PPK mensajukb surat pemintad p€mbayard untuk permohonan
tersebut s€telahjaminan uang muka direrima dari lenyedia.

(6) PengembaLian uane muka diperhnungkm bcrangsu. anssu. secara
p-op. r'.onol pdda or .{s. peL--i-.n oan pE' . I
latubat. harus lunas pada saai pekerjaa. nencapai pr€srasi tOO%
(seratus perseratus)

(7) Untuk konrak tahun jamak, nilai jaminan uane muka se.ara bertahap
dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekeriaan.

ParaC.aI l l
Perubahan Kegiatan Pekerjaan

Pasal 169

(l) Untuk kepentingan pemcriksad, PA/KPA dapar membenruk lanitia/
pejabat peneliti pelaksanaan konirak atas usul PPK.

(21 Apabila terdapat pe.bedaan yang signifikan anrara kondisi lokasi
pekerjaan pada saat pelaksanaa. dengan Camba. dan spesiltkasi teknis
yang ditcnrukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama pcnyedia
dapat melakukan lerubahan konhak yang meliputi anrara tain:
a. Menambah aiau mensurangi votume pekerjaan yang tercantum

dalam konrruk:

b. Mensuransi atau menambahjenis pekerjaari
c. N/engubah spesiiikasi tcknis peke.jaan sesuai deogan kebutuhan

nrkasi peke{aan, melaksanakan pekerjaan tambah yang belutu
tercantum dalam kontrak yang dilerlukan unluk menyelesaikan
selu.uh pekerjaan.

13) Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan
laling iingei 10olo (sepuluh persemtus) darinilai konr.ak aval.

14) Pcrinrah perubahan pekcrjaan dibuat olch PPK secara tenulis kepada
penledia kemudian dilanjulkan dengan negosiasi ieknis dan harga
densan tetap mcngacu pada keientuan ]ans te.cantum dalam konrak

(s) Hasil nesosiasi tersebui dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar
pentusunan addendum kontrak.

Paragral 12

Laporan Hasil PekerjMn

Pasal 170

11) Peme.iksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kont.ak unruk
menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang relah dilaksanakan
guna pembayaran hasil pekerjaan, dan hasil pemeriksaan pekerjaan
d. ' 'nEkda d. l. r l"oor"r k-n". I .i pe.e-j"an

(2) untuk kepeniinBa. pensendalian dan pengawasan pelaksanaan
peke.jaan, seluruh aktivnas kesiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan
dicatat sebasai bahan laporan peker.jaan tans berisi rencana dan
realisasi pekerjmn.
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a. Jenis dan kuaotltas bahan yarg t,erada di lokasi pekerjaani

b. Penempald tenaga kerja untuk tiap macam tugasnyaj
c. Jenis, jumlah dan kondisi peralaranj

d. Jenis dan kuantitas leke{aanyang dilaksanakan;
e. Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristisa alam lainnya

yang berpensmh terhadap kelancaran pekerjaani

L Catalan catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

la) Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh
konsulran dan diserujui oleh wakjl PPK.

(5) Untuk ft;rkam kesiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat toro-loro
dokumentasi pelaksanaan pekerjaan

paragrat 13

Pe1 bal d-al Presrc\r Pen.U"dn
Pas.l l7l

(1) Pembayaran prestasi hasll peke.jaan yang disepakali dilakukan oleh
PPK, d€ngan ketenluan:

a. Penyedia telah mcngajukan iagihan disertai taporan temajuan hasil

b Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin
" 's' di ,erenrurn ddl"r ,lo .' a-' ko . r"k,

. Peobayaran dilakukan senilai pekertaan yang relah te.pasang, tidak
termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi

d. Pembalaran bulanan/te.min hms dipotong angsuran uang muka,
d'nda ,"prbild ddd). p"j"{ oa 1 Jcne,p'cn...

e. Uniuk kontrak yang mempunyai sub konr.ak, lerminraan
pcmbayaran harus dilengkapi bukti lembayaran kepada seluruh sub
penyedia sesuai dengan prestasi pekeiaan

(2) Pembaya.an ierakhir hanya dilakukan setelah peke.jaan selesai r00%
(seratlE perseratus) dan berira acara penyerahan pertama pekerjaan

Paragral 14

Dedda dan Ganti Rugr

Pasal 172

(l) Denda merupakan sanksi finansial yang dik€nakan kepada penyedia
sedangkan ganti iugi merupakan sanksi linansial yang dikenakan
kepada PPK, karena terjadirya cidera janji/wanprestasi yans tercantum

(2) Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian
pekerjaan adaiah:



a. 1/ 1000 (satu perseribu) dari sisa hdga baeian konra& yans belum
dikerjakan apabila bagian jasa lainnya yme sudah dilaksanakan
sudah dapal berlungsi;

b. I/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak apabila basian jasa
lainnya yang sudah dilaksanakan belum be.lungsi.

(3) Tata ca.a petubayaran denda dan/aiau ganii rusi dlalur dalm dokumen

Paragral 15

Penyesuaian Harga

Pasal 173

(l) Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengd ketentuan yang tercantum
dalad dokumen kontlak.

(2) Penyesuaian harga dapat diberlakukan terhadap kontrak yang lebih da.i
12 (dua belas) bulan.

Paragral l6
(eadaan Kahar

Pasal 174

(l) Apabila ierjadi keadaan kahar, maka penyedia memberitahukan kepada
PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terjadinya keadaan
kahar, dengan menyertakan pernyaraan keadaan kahd da.i pejabat

(2) Kete.lambatan pelaksanaan p€ke.jam akibat keadMn kahar yang
dilaporkan dalam waktu maksimal 14 (eopat belas) hari kalende. sejak
terjadinya keadaan kahar, tidak dikenakan sanksi.

Paragrat 17

Perpanjangan waktu Pelaksanaan

P.s:l 175

(r) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat dibenkan oleh PPK atas
pertimbangan yang layak dan wajar untuk halhal sebagai berikut:
a. Pekerjaa. tambahi
b. Perubahan disain;
. \, rr' l-nbdr 'a ) ' .g disFb"blkn o eI PPK.

d. Masalah yang rimbul dilua. kcndali peiyediai
e. Keadaan kahd.

(2) waklu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjans sekurang kuransnya
sama dengan waktu terhentinya kont.ak akibat keadaan kaha..

(3) PPK ddpat menyetujui perpanjansan {aktu pelaksanaan atas kontrak
setelah meiakukan penelitian ierhadap usulan te.tulis ydg <lia.iukan
ol,Ip_n/ dd

(a) PP( dapat menusaskan panitia/pejabat peneliti pelaksanaan kontrak
untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangd waktu lelalsanmn.

(s) Pe.setujuan perpanjangan eaktu pelaksanan dituanskan dalam
add.ndum k.ntak.



Paragral 1a

KerjasmaAntara Penyedia dan Sub Penyedia

Pasal176
(1) Penyedia yang menpunyai hdga ydg te.cdhrm .l.lam konir.k .ll :i:s

Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh Lima milia. rupiah) wajib bekerja
sama dengan Usaha Mjkro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, yaitu
dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan

{2) Bagian pekerjaan yaog disub koitrakkan tersebut harus diatur dalam
kont.ak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPi(.

(3) Penyedia lerap berlanggung jawab alas bagian pekerjaan yang
disubkontrakkan

(4) l(etentuan keientuan dalad subkonrak harus mengacu kepada kontmk
se.ra menganut prinsip kesetaraan.

Paragral l9
serah Terima Peke.jaan

Pasal 177

(l) Setelah peke.jaan selesai 100o/o (seratus perseratus), penyedia
mengajukan pertulnLaan secara te.tulis kepada PPK untuk lenyerahan

12) Dalam ranska penilaian hasil pekerjaan, PPK nenusaskan panitia/
pejabat penenma hasil pekerjaan.

(3) Pannia/petabat pene.ima hasii pekeiaan melakukan penilaian te.hadap
hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia, apabila terdapat
keku.ansan kckuransan dan/atau cacat hasil pekerjaa!, penyedia u,ajib
ft emperbaiki/menyelesaikannya

(a) PPl( mene.ima penyeraha. pekerjaan atau penyerahan periama
pekerjaan (yang meherlukan masa pemeliha.aan) setelah seluruh hasil
pekerjaan dilaksanakan scsuai dengan ketentuan kontrak dan diterima
oleh pannia/pejabar pene.ima hasil !ekerjaan.

{5) Apabila dilakukan penyerahan pertama pekerjaan, maka:

a. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima
perserarus) dari nilai kontrak, sedangkan ydg 5% (lina perseratus)
merupakan retensi selama masa pemeliharaan, apabila masa
lemeliha.aan melampaui batas tahun anggaran p€mbayaran
dilakukan sebesar 100% (seratus pe.seratus) dari nilai kontrak dan
penyedia harus menyerahkan jaminan pemeliha.aan sebesa. s%
(lima lerse.atus) da.i nilai kont.ak;

b. Penyedia s,ajib memellhara hasil pekerFan selaoa masa
pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperli lada saat pen]'e.ahan
Dertma pekerjaani

c. Set€Lah masa pemeliharad berakhi., penyedia mengajukan
lertuintaan secara tertulis kepada PPI{ u.tuk penyerahan al{hir



d. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah lenyedia
melaksanakd semua kervalibannya selama masa pemeliharaan
dengan baik, PPK wajib mel.l{ukan pembayaran sisa oilai kontrak
yang belum dibayar atau mengenbalikan jamind pemellharaan;

e. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan
sebagaimaoa mestinya, maka PPK be.hak menggunakan uang
relensi untuk membiayai pe.baikan/pemeliharaan atau mencairkan
jaminan pemeliharaan.

paragral20

Penghentian dan Pemutusan &ntrak
Pasal 178

(1) Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai
atau rerjadi keadaa. kahar.

(2) Dalam hal konrak dihenlikan, naka PP( wajib membaya. kepada
penyedid sesuai dengan prcstasi pekerjaa. yang telah dicapai.

(3) Pemurusan kontrak dilakukan apabila:

a. Kebutuhah baiang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas
berakhirnya konrakl

b. Berdasarkan penelirian PPK, penyedia tidak akan mampu
m€nyeLesaikan keseluruhan pekerjaan s,alaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaanj

c. Setelah diberika. kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai
dengan s0 (lima puluh) hari kalender sejak hasa berakhi.nya
pelaksandan pekeimn, penycdia jasa tidak dapat menyelesaikan

d. PemberiaD kesempatan mentelesaikan pekerjaan sampai dengan so
(lima puluh) hari kalender sebasaimana dimaksud pada hurul c
diberlakukm sepanjane masih tersedianya waktu dalam tahun
anggaran berjalan dan densan tidak melmpaui batas alhir tahun

c. Penyedia lalavcidera janji dalam melaksanakan kewajiban dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah

L Perlyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme,
kecurdgd dan/atau lemalsuan dalam p.oses lengadaan yang
diputuskan ol€h instaDsi yang be$enang; dan/atau

g. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugad korupsi, kolusi
dan nepotisfte dan/alau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi Iang
bclP-ar g.

(a) Dalam hal pemutusan kontrak diialokan karena kesalahan penyedial

a. Jaminan pelaksanaan dicairkanj

b. Sisa uang muka hdus dilunasi oleh penyedia atau jaminm uang
mlrka dicai.kan (apabila diberikan);
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Pcnyedia membayar denda kete.lambaran; dan
Penyedia dimasulkan dalam daltar hiram.

(5) Dalam hal pemulusan konhak dilakukan karena ppK rerlibat
penyimpangan prosedu., dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan,
maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan pe.undang-

BAB VIi
SWAKELOLA

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum SwakeloLa

Pasal 179

(r) srvakelola merupakan kesiatan pensadaan barang/jasa dimana
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diaivasi sendi.i oleh
OPD sebagai penanggungja(ab anggaran, inslansi pemerinrah tain

'1an/arau 
kelompok masya.akar.

(2) Pekerjdan yans dapai dilakukan dengan swakelola melipuri:
a Peke.jaan yans beftujuan unruk meninskarkan kemampuan

dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber da],a manusia
serta sesuai dengan tugas dan lungsi OPD, contoh:
1) Bimbinsan tcknis;
2) Workshop;
3) Dan lain-lain.

b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya meme.lukan
pa.tisipasi langsung hasyarakat serempat atau diketola oteh OpD,

1) Perbaikan pintu idsasi/pintu pengendalian banjir;
2) Pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi re.sier;
3) Pefteliharaan salu.an/jald desa;
a) Dan lain ldin

c Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, silai, lokasi atau
lembiayaannya tidak .liminati oleh penyedia barang/jasa, seperri:
1) Pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana) conroh:

Pemeliharaan rutin jalan, pemeLiha.aan rutin bangunan sedung

2) Pe.anahan gambalan rumput;
3) Dan lain lain.

d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidat dapar.dihnung/direnrukan
terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedla
barans/jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang
besa., contoh:
1) Pengangkutan/pengerukan sampah pada instalasi pompaj
2) Penitubunan daerah rawai
3) Dan lain lain.
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e. Penyelenggaraan diklat, kursus, lenataran, seminar, Iokakarya atau
Penyuluha.,.ontoh:
1) Pelatihan keahlian/kete.ampila.;
2) Kursus pensadun bardg/jasa pemerintahl
3) Dan Lain'lain.

t Pekerjad untuk proyek pe.contohm (pilot prcjecf) dm surei yans
bersilar khusus untuk pengembansan teknoiosi/metode kerja yang
belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa, conroh

l) Protorype .umah tahan geftpal
2) Protorype sumur serapani
3) Dan lainlain.

s. Pekerlaan sunei, pemrosesan data, perumusan kebijakan
pcmerintah, pengujian di labo.ato.iuft dan pengembangan sistem
rertenh).ort.h:
1) Penyusunan/peneembangan peraru.an perundans'undansan;
2) Dan lain lain.

h. Pekerjaan yang bersitat rahasia bagi OPD yang b€.sdgkutan,

1) Pencetakan ijean;
2) Pembangunan baneuflan rahasial
3) Dan lain{ain.

i. Pekerjaan ind!'sri krealir, inovatildan budaya dalam ncgeri, contoh:
1) Pembuatan lilm animasil
2) Pembuatan permainan lnieraktil
3) Dan laintain.

j. Penelitian dan pengembangan dalam negeri, contoh:
1) Peneliiian konsruksi tahan sempal
2l Dan lain-lain.

k. Pekerjaan pengembangan industri pertahanarl, indust.i alutslsta dan
industri almatsus dalam ne8eri, contoh:
1) Pengembangan senjata keperluan militerl
2l Dan lain lain.

{3) Prosedur s{akelola neliputi kegiatan:
a Pcrencanaan:

e. PeLaporm; dm
i Pertang8ungjaivaban pekerjaan.

(a) Pengadaan melalui srakelola dapai dilakukan olehl

, ^oD p_ o 'CgL iB,"iab ".esdra 1.

b. lnstansi Pemerintah Lain pelaksda swakelolaj

c. Kelodpok Masyarakat Pelaksana Sq,akeLola, dtda lain:
1) l<oniie Sekolahi
2) KelompokTani;
3) Pefsuruan 'linssii
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4) Lembaea Penelitian;
s) Lembaga Pemberdayaan Masydakat;
6) Dan Lain lain

(5) PA/KPA menetapkan jenis peke.jaan serta pihak yans akan
melaksanakan pengadaan barang/jasa secara ss,akelola.

Pasal 1a0

(1) Pengadaan svakelola oleh oPD penangsunsiawab angga.an:

a. Direncanakan, dikerjakan dan dia{asi sendiri oLeh oPD
pena.ssunsjaivab ancgarani

b. Memle.guDal<an pega{'ai scndiri, pegaivai OPD lain dan/atau dapai
menssunakan tenasa ahli (konsultan);

c. Jumiah tenaga alii sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak
boleh helebihi 50% (lima puluh perscratus) da.i jumlah keseluruhan
pegalvai OPD yang terlibat dalam keglalan srvakelola yang
bersangkutan

(2) Pengadaan ss'ak€iola yang dilakukan oieh Instansi Pemerintah lain
pelaksana swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikur:

a. Direncanakan dan diawasi oleh OPD penanssungjawab anssarani

b. Pelaksanaan peke.jaannyd dllakukan oleh lnsiansi Peme.intah yang
bukan penangsunsjawab angearan.

(3) Pengadaan mclalui s{'akclola oleh kelompok mastarakat pelaksaoa
ssakelola mengikuti ketentuan sebaeai be.ikut:

a. Diren.anakan, dilaksanakan dan dia*asi oleh kelompok masyarakat
pelaksana sNakeloLal

b, Sasaran ditentukan oleh OPD penanggungaivab ansga.an;

c Pckerjaan utama dilarang unruk dialihkan kepada pihak lain (sub

Bagian Kedua

Perencdaan Swakelola

Pasal 141

(l) Kegiatan !e.encanaan suakelola meliputi:

a Penelapan sasaran, rencana ke8iatan danjadwal pelaksanaan;

b. Penyusunan jadwal peLal{sanad dengan mempertimbangkan s aktu
yans cukup bagi pelalsanaan pekerjaan/kesiatan;

c. Perencanaan rek.is dan penyiaPan oelode pelaksa.aan yang tepal
agar diperoieh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan !ang

d. Penyusuran rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara
rincL serta dijabarkan dalam .encana kerja bulanan, .encda kerja
n -sgurnoon.o.r re' er2 ke,j" hEnan

e. Penyusunan rencana toial biaya se.ara .inci dalam rcncana biaya
bulanan dan/aLau biaya mingguan yang tidak melamPaui pagu
dssaran yans telah diietapkarl daldm dokumen anggaran.



(2) Pcrcn.anaan kegiatan swakelola .lapat dilakukan dengan
memperhitungkan tenaea ahli/peraLatan/bahan tertentu vang
o..d(srnaLan dFn8sr konrak ."{2 r"r'"ndrr

(3) (egiatan pe.encanaan swakelola dimuat dalam KA(.

(al Peren.anaan kegiaian swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh
kelompok masrarakat pelaksana ss'akelola, ditetapkd oieh PPK seielah
mclalui proses evdluasi.

(5) Penyusunan jadsal kesiatan ss'alelola dilakukd densan
mengaiokasikan siakru untuk proses peren.anaan, pelaksmaan

P nBo\r\en. pfnrtrdhon drl pc dPorsn oe\."ddn.

{61 PA/KPA bcrtansqune jawab terhadap penetapan kelompok masva.akat
pclaksana str'akclola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran

(7) PA/KPA dapat mensusulkan standa. biaya untuk honorarium pelaksana
sivakelola kepada BuPati

(a) S$akelola dapat dilaksa.akan helebihi 1 (satu) tahun angga.an

Bagian Ketiga

Pelaksa.aa. Svakelola

Paragral I
Pelaksanaan Srvakelola Oleh OPD Penanggugjawab Anggaran

Pasal la2
Pengadaan barans/jasa melalui s{akelola oleh OPD selaku penanssung
jaivab angga.an dilaksanakan dengan keienruan sebagai berikut:

a. Pengadaan bahan/barang, jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan
Gn;sa ahli untuk dicunakan dalam Pekerjaan sqakelola, diLaldkan oleh
Pokja/ pejaba! pensadaan;

b PengadaaD sebagaimana dlmakslrd pada hurul a berPedoman pada
kerenluan dalam Pera[Lran Presiden Nomor 5'l Tahun 20]0 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerinlah sebagalmana telah beberapakali
diubah lerakhi. dengan Peraturan P.esiden Nomo.4 Tahun 2015
tentang Perubahan lGempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 t€ntanB Pengadaan Ba.an8/Jasa Pemerintah;

c. Pembayaran upah lenaga k€rja yang dipe.lukan dapat dilakukan secara:

l. Berkala berdasarLan datta. hadir pekerja, dilakukan secara haian,
mingttuan, dan bulanan sesuain kesepakatan kerial

2. Pembayaran dengan cara upah borongan, dilakukan ranpa
menggunakan daftar hadir sesuai dengan kesepakatan kerja

d. Pembaya.ao gaji ienaga ahli yane diPerlukan dilakukan berdasarkan
ko.t.ai. Dens;; keteniuanjumlah tenaga ahli da;iluar oPD lidak boleh
melebihi sov;(lima puluh perse.atus) dari jumlah keseluruhan P€ga{ai
OPD yang terlibar dalam srvakelolayang bersangkutan.

c Penssunaan tcnaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat seriap hari
dalam laporan hariani
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t Pelaksanaan pcngadaan ba.ang/jasa yang menggunakan uang
pcrsediaan/uang muka kerja alau istilah Lain yang disamakan
.lilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana swakelolai

s Uane persediaa!/uang muka ke.ja atau isrilah lain yans disamakan,
dipc.anggungja$abkan secara bcrkala mahsimal secara bulanan;

h. Kcmajuan fisik dicalal seiiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang
disesuaikan denga. penyerapm dana;

i. Ketuaiuan non lisik atau peranskar lunak di.atat dan dielaluasi seriap
bulan Jang disesuaikan dcngan penyerapan daoal

j. Pencarvasan peke.jaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana vang
ditunjuk oleh PPK, be.dasa.kan .encana yang telah ditetapkan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Swakelola olch Instansi Pemerintah Lain

Pasal 1a3

Pensadaan mclalui sivaketola oleh lnstansi Pemerintah lain pelaksana
sq,akelola dilaksanakan dengan ket€ntuan sebagai berikut:

a Pelaksanaan dilakukan berdasarkan kontrak antara PPK pada OPD
penanSeungtau,ab anggaran d€ngaD Pelaksa.a s\takelola pada lnstansi
Pemerintah lain pelaksana sivakelola, yang mana ddlat didahului
dcngan Nota Kesepahaman antara OPD penanggunglawab anggaran
dengan lnstansi Pemerintah Lain pelaksana saakelolal

b Pensadaan bahan, jasa tainnya, pcralatan/suku cadans dan tenasa ahli
yans dipe.lukan diLakukan oleh panitia/pelabat Pensadaan pada

a .". PPl8k..nd sw"Lelol":

c. Pcngadaan sebagaimana dimaksud lada hurui b bcrpedoma. pada
ketcntuan dalam Peraiuran Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang,/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali
dilrbah re.akhi. densan Pe.aturan Presiden Nomor 'l Tahun 2015
tentans Perubahan Keempal Atas Peraruran Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Ba.ang/JasaPcme.intah;

d. Pembayaran upah tenaga kerja tang diperlukan dilakukan secara harian
be.dasarkan daltar hadir pekerja atari dengan ca.a upah borongani

c. Pemba,aran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan
berdasa.kan konrrakl

I Penssunaan tenaga kerja, bahan/barans dan/atau peralatan dicatat
setiap hari dalaft laporan hariarl;

E. liemajuan lisik dicatai seiiap hari dan dielaluasi setiaP minggu vang
discsuaikan dengan penyeralan dana oleh lnsransi Peme.intah lain
pelaksana swakelola;

I n_n" .Jn o'.. g\, i. 'd^ o. "cr d-n drFvdlud'' s_ .dP

bula. yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi
Pemerintah lanr pelaksana s$ akelola;

i. Pengawasan peker.jaan nsik di lapangan dilaksanahan oleh pihak vang
di ;juk PPK pada oPD penansgunsia{'ab angcaran, be.dasarkan
rcncana Yang teiah dleiapLan.



Pa.agraf 3

Pelaksanaan Swakelola Oleh Kelompok Masyarakat

Pasal 184

Pengadaan secara swakelola oleh kelompok masyarakat pelaLsana
slvakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai be.ikut:
a. Pelaksa.aan s{,akelola oleh kelompok masyarakat pelaksa.a sivakelola

dilakukan berdasarkan konrrak anlara PPK pada OPD penanggungjawab
anggaran dengan kelompok masyarakat pelaksana swakelola, yang
mana dapat didahului dengan Nota Kesepahaman antra OPD
peDanggungtawab anggaran dengan kelompok masyarakar pelaksana

b. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya dis€.ahkan kepada
kelompok masyarakal pelaksana ssakelola yang maopu melaksanakan

c PenBadaan pekerjaan konstruksi hanya dapar bcrbe.tuk rehabihasi,
renovasi daD konstruksi sederhana, anlara lam:
l Pengecaiani dan
2 Pembuatan/pengerasan jalan lingkungan.

d. l(onstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh OPD
penanggungja{ab angearan untuk seianjutnya diserahkan kepada
kclompok masya.akai sesuai dengan pe.aturan pe.undang undangan.

c Pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku .adang dan
tenaga ahli yang diperluka. dilakukan oleh kelompok oasyarakar
pelaksma sNakelola dcngan memperhatikan prinsip prinsip pengadaan
dan etika peDgadaan sebagaimana diatur dalam Peraruran Presiden
Nomor s4 Tahun 2010 tentarg Pengadaan Barang/Jasa Pemerinrah
sebaeaimana telah beberapakali diubah rerakhir dengan Peraruran
P.esiden Nomo.4 Tahun 2Ol5 xentang Perubahan Keempat Atas
Peratu.an Presiden Nomo. 54 Tahun 20lO renuns Penaadaan
Barang/.lasa Pemerintah.

L PerlyaLuran dana kepada kelompok masyarakat pclaksana swakelola
dilakukan secara bc.tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
l. 40ol" (empat puluh pcrseratus) dari keseluruhan dana swakelola,

apabiia kelompok masyarakat pelal<sana swakelola telah siap
melaksanakan swakelolal

2.30o/o (riga puluh perseratus) dari keseluruhan dana sivakelola,
apabila pekerjaan telah mencapai 30% tiga puluh perseratus)j

3.30% (tiga puluh pe.serdtusl da.i keseluruhan.lana s$akelola,
apabila pekerjaan telah mcncalai 60% (enan puluh perseraius).

s. Pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana sEakelola yanc dikeluarka.,
dilapo.kan oleh kelompok masyarakat pelaksana s{akelola secara
bcrkala kepada PPK

h Pengawasar pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh kelompok
dasvarakat pelaksana str akelola.

i. Pertanssunsjawaban lekerjaan/kesiatan pengadaan disampaikan
kepada OPD pemberi dana s*akeiola sesuai ketentuan perundang
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Bagian Keempat

Pelaporan, Penga{Esan dan Pertanggungjawaban Swakelola

Pasal 145

11) Pelaksanaan swakelola diawasi oleh pendscunsjatrab angsdm atau
oleh kelompok masyamkat pelaksana swal{elola.

(2) Kemajuan pelaksdaan pekerjaan dan penssunaan keuangan dilapo.kan
oleh pelaksana lapangan/pelaksana swakelola kePada PPK secara

(3) Laporan kemajuan realisasj llsik dan keuangan dilaporkan setiaP bulan
secara berjenjans oleh pelaksana s*akelola sampai kepada PA/KPA.

(.1) APIP padt oPD penanggungjawab anggaran melakukan audii terhadap
pelaksanaan swakelola.

BAB VIII

TATA CARA PELAKSANAAN SWAKELOLA

Bagian Kesaiu

Pelaksanaan S$akeloLa oleh OPD Penanggungiawab Anggaran

Paragral I

Perencanaan

Pasal 146

Sebelum pekerjaan dllaksanakan, dilakukan persiapan persiapan sebagai

L OPD menrusun daltar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan
densa. cara swakelola.

2. Pembe.tukan tim swakelola oleh PPK sesuai densan struklur organisasi
s{akelola, terdin dari:
a Tim perencanal
b. Tim pelaksana;
c. Tim penBawas.

3 Tugas dan tanggungjau,ab tim svakelola adalah sebagai be.ikut:

a Tim perencana meopunyai tugas dan bertanggungjawab:
1) Menlusun (A(i
2) Membuat ganbar rencana kerja dan/atau spesinkasi teknis.

b. Tim pelaksana mempunyai tugas dan bertdegungjavab:
l) Melaksanakan lekerjaan sesuai yang direncanakan;
2) Membuar gambar pelaksanaanl
3) Membual laporan pelaksanaan pekerjaan

c. Tim pcnea*.as mempunyai tugas dan bertanggungjawab:
r) Melaksanakan pensawasan terhadap Pelaksanaan;
2) Pelaporan, baik nsik tuaupun administrasi Pekerjaan swakelola

4. PenFsunan KAK, memuat:

a. Uraian kegiatan yang akan dilal<sanakan melipuii:
1) Lalar belakansi



2) Maksud dan Lujuanl

4) sumber pendanaan.

b Waktu pelaksanam pekerjaan Fng diperlukan.

c. Kepe.luan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku caddg dd/alau
renaga ahli pcrscorangan secara.inciyane dijabarkan dalam

l) Rencana kerja bulanan;
2l Rencana kerja mincsuani
3) Rencana kerja harian.

d. Rlncian biaya pekerjaan yansdijabarkan dalaml
1) Rencana biaya bula.anl
2) Biaya mingguan.

e. Produk ya.g dihasilkan

t cambar ren.ana kerja da. spesilikasi teknis (apabila diperlukanl.

5. Jadqal renca.a pelaksanaan peke.jaanl

a rim perencana membuaL jadlval rencana pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan pekerjaan dalam KAK,
t$masuk jadwal pensadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku
cadangdan/atau tenagaahli perseoranganyaogdiperlukan;

b. Jad{'al pelaksanaan pekerjam adalah saktu dimulainya
peLaksanaan peke.jaan hinssa berakhirnya pelaksanaan pekerjaani

c Pembuatan ladivaL rencana lelaksanaan pekerjaan disusun dengan
mempertimbanBkan sak[r yang cukup bagi Pelaksanaa!/
penyelesaian pekerjaan.

6 Rincian biaya pekerjaan, tim lerencand membuaa rincian biaya
pekerjaan dengan tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan
dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam .encana anggaran

a. Caji tcnaga ahli perseo.ansan, upah lenaga kerja dan honor tim

b. Pengadaan bahan;

c. Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku.adang;

d. Proses pengadaan dan pengelua.an lainnyayang dibuluhkan.

7 Gambar rencana ker:ja dan spesifikasi teknis, terdiri dari:

a cambar rencana kcrja memuat laU oxl, denah, potonsan memaniang
dan potongan melintanS;

b. Spesifikasi tcknis disusun mengikuti ledoman/standar yang sesuai
dcngan yang dlpe.lukan untuk pelaksanaan pekc.jaan.

8 Penc-' " p"agdo"d orr k"b 'r'rdn ' dB" ^'. a

a. Dalam hal diperlukan bahan, jasa lainnya, Peralatan/suku cadans
dan/aiau tenaga ahli perseoransan, dapat dilakukan kontrak/seq'a
tersendi.i, sebelum dilakukan kontrak/sewa, proses pengadaannya
dilaksanakan scsuai dengan yang ditentukan daLam dokumen
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b. Jumlah tenaga ahli pe.seorangan tidak boleh melebihi 50% (lima
puluh perseraius) dari jumlah keseluruhan pega{ai OPD yang
terlibat dalam kegiatan sqakelolaj

c. PenFsunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan dengan
memperhatikan batas akhir tahun dggaran/batas a]<hir efektilnya

d. Swakelola lertcntu dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) tahun

c. Rencma pen8adaan harus mempertimbangkan sya.ai teknls dan
metode pelaksanaan peker.jaan yang tercantum dalam dokumen

I Rencqna kebutuhan tenaga kerja harian disusun berdasarkan
ren.ana pelaksanaan peke.jaan.

9. Pembentukan Pokja/pejabat pensadaan.

10. Rencana swaLeLola.

11. OPD mengumumkan pekerjmn swakelola melalui @€bsire dan papan
pensuhuman resmi untuk penerangan umum yang daPat diakses
oasyarakal umum.

Paragrat 2

Pelaksanaan

Pasal 187

(l) Pelalsanaan rencda ke.ja, tuelaksanakan pekerjaan yans telah disusun
perencanaannya, yaitu:

a. Melakukan kaji ula.g dan pensukuran pada lokasi pekerjaan
berdasarkan sambar rencana ke.ja;

b Menskaji ulans jads'al pelaksanaan kerja (s@De) serra jadwal
kebutuhan bahan, jasd lainnra, peralaian/suku cadans dan/atau
tenaga ahli perseoranSani

. Mensajukan keburuhan bahan, jasa lainnya, peralatm/suku cadans
dan/atau ienaga ahli perseorangan kepada PPK untuk diproses oleh
paniria/pe.jabat pensadaan;

d. Mendatangkan dan mengatur tenasa kerja/Lenaga ahli perseo.angan
unluk oelaksanakan kegiatd/pekerjaan sesuai dengan jadwaL
pelaksanaanj

e. Menlusun laloran tentane penerimaan dan lenggunaan bahan, jasa
lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli Perseoranganl

i. Menyusun lapora. kemajuan Pekeriaan (realisasi nsik dan

(2) Pensadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/su(u cadans dan/atau
tenaga a]1li perseorangan:



a Pensadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau
tenasa ahli perseomngan dilakukd oleh pokja/pejabat pengaddn
dengd menggunakan metode pengadaan yang sesuai dengan
Peraturan P.esiden Nomo. 5.1 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemeriltah sebagaimaDa relah beberapakali diubah
te.athir dengan Pe.aturan P.esiden Nomor 4 Tahun 2015 tentanC
Perubahan Keempal Alas P€raturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
rentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah.

b. Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau
keselu.uhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan dan
kapasitas pcnyimpanan

Pembalaran upah tenasa kerjayans dilerlukan dilakukan:
', ic.d-a h.."' bcrd" .ark"n d-ILar h"dir prkrrjJ:
2) Dengd cda upah borong.

Pembaya.an gaji tenaga ahli perseorangan (apabila dipe.lukan)
dilakukan berdasarkan konirak konsultan perseorangan atau landa

Pembayaran bahan dan/atau peralata./suku cadang dilakukan
bc.dasarkan kontrak pengadaan barang.

uang persediaan/uang nuka kerja atau istilah lain yang disamakan
diajukan untuk kegiataf, yang bukan beban tetap dan
dipe.tmggungjawabkan secara berkala, paling lambat 30 (tiga puluh)
hari setelah dite.im.

(4) Pclaporan kemaiuan pek€.iaan dan dokum€ntasi:

a

Lapordr kemajuan lelaksanaan lekerjad dan penssunaan
keuansan dilapo.km oleh tim pelaksana kepada PPK secda be.kala;

laporan kemajum rcalisasi nsik dan keuangan dilapo.kan oleh PPK
kepada PA/ KPA seliap bulanj

Pencapaian tarset lisik dicahr setiap hari, dievaluasi setiap minggu
s€rta dibuat laporan mineguan aga. dapat diketahui apakah dana
yang dikeluarkan sesuai dengan target nsik yang dicapaii

Pencalalan target non nsik dicaEr dan dievaluasi setiap bulani
Pengcunaan bahan, jasa lainnya, leralatan/suku cadang dan/atau
tenaga ahli perseorangan dicara! seriap hari dalam lapo.m hdidl;
Lapo.an bulanan dibuat berdasa.kan laporan mi.gguan;

Dokumeniasi pekerjaan neliputi adminisrasi dan loto peLaksanaan
pekerjaan, loto dari arah yang sama diambil pada saat sebelum,
sedang, dan sesudah diselesaikannya pekerjaan.

(5) Pelaporan .ealisasi pekerlaan dibuat oleh tim pelaksana dan dilapo.kan
kepada PPK yang berisi antda lain:

a Si.uktu. organisasi peke.jaan swakelola yang terdiri dari pembagian
tugasJ pendelegasian {ewenang dan tanggung jawab serta
per s"o {ornr...n ptlofqd ra pakFrjd.I;



b. Persiapan pekerjaan s$akelola yang meliputi kesesuaian gambar
pelaksanaan dengm gambar rencana kerja serra kebutuhan bahd,
jasa lainnya, peralatan/suku cadans dan/atau tenaca ahli
perseorangan;

c Pelaksanaan pekelaan svar<elola ydg meliputi kesesuaian jadwal
pelaksanaan pekerjaan terhada! jadwal .encana pelaksanaan
pekerjaan, penyerapan keuanBan, Penyerahan pekerjaan samlai
dengan selesai 100% (sasaran akhn pekerjaan lelah tercapai) dan
Ioto loto dokumentasii

d. Penssunaon bahan, jasa lainnya, Peralatan/suku cadans dan/atau
renaga ahli Perseorangan.

(6) Penyerahan hasll pekerjaan:

a Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100% (sasaran
akhir pekerjaan telah te.capai), Kelua Tim Pelaksana menyerahkan
peke.jaan kepada PPr;

b. PPK menyerahkan pekerjaan dan lapo.an pekerjaan selesai kePada
PAlKPA melalui Berita Acara Serah Terima HasiL Pekerjdn;

c. Setelah dilakukan pen!erahan pekerjaan, dilanjutkan dentsan proses
pen)erahan aset sesuai denga. peraturan Pe.undans undangan.

Paragraf 3
oP'g.tr"."a d". E.o u.\i

Pasal laa
(l) Pengawasan pekerjaan swakelola dilakukan oleh dm pengavas untuk

mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhi. Pelaksanaan
pekerjaan s(aLelola melipuri:

a Pengawasan administrasi ya.g dilakukan terhadap dokuoentasi
pelaksanaan kegiatan dan pelaporm

b. Pengawasan teknis rerhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk
mengelahui realisasi fisik peke.iaan lapangan meliPuti:

1) Penga$asan lcrhadap bahan mellpuli pengadaan, Pemakaian dan
sisa bahani

2) Pcngawasan terhadap pcngsuoaan pe.alatan/suku cadang untuk
menghlnda.i lumpang iindih pemakaian di lapangan;

3) Penqa{asan terhadap penssunaan tenaga ke.jalahLi aear
pelaksuaan pekerjaan sesuai dengan yans direncanakan.

c. Pengarvasan keuangan yang mencakuP cara pembayaran serta
elisiensi dd clcktifiras penggunaan keuangan.

d. Apabila rlari hasil pengaivasan ditemukan penyimpangan, PPI( harus
.e8er, arngdmbil'rnodka

(2) Evaluasi:

a Tim pensat'as melakukan evaluasi s€tiap minggu te.hadap
pelaksanaa. pekerjaan yang neliputi
i) Pcngadaan dan penggunaan bahan;
2l Pc,Badaan dan penscunaan tenaea kc.j./ahlii
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3) Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadangi
a) Realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan;
s) Pelaksanaan fisikl
6) Hasil kerja setiapje.is pekerjaan.

b. Dari hasil evaluasi tersebut, tim pengatas mcmberikan masukan
dan rekomendasi untuk memp€rbaiki dan meningkatka.
pelal<sanaan pekerjaan swal{elola selaniutnya.

Bagian l<edua

Pelaksanaan Ss'akeloLa Oleh lnstansi Pemerinrah Lain
Pelaksana Ss'akeloia

Paragral I
Perencanaan

Pasal189

Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan pcrsialan-lersiaPan sebagai

l. OPD menFsun dalta. keburuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan
dcngan cara s$akelolai

2. PA/KPA menaivarkan secara tertulis kegiatan swakelola kelada instmsi
pemerintah lain yang diyakini mampu denga. melampnkan KAlt, jadwal
pelaksanaan dan rincian anggdm biayal

3 Insunsi pemerintah lain mempelajari KAK, iadval pelalsanaan daD
.in.ian angga.an biaya;

.1 Apabila PA/KPA dm pihak instansi pemernltah lain tersebut sepakat,
dapat dibuat naskah kerjasama atau Nota Kesepahaman tuengenai
pelaksanaan p€kerjaan swakelolai

5 PPK mengadakan kontrak dengan pelaksana svakelola pada lnstansi
Pemerintah lain p€laksdra swakelola, berdasarkan Nota Kesepahaman
(MOU) aniara PA/(PA penangeugja*ab anggaran dengan Pimpinan
Insransi Pcmerintah Lain pelaksana swakeloLa;

6. Kontrak swakelola laling ku.mg berisi:

b. Pokok pekerjan yang dis{,akelolakan;
c Nilai pekerjaan yang disivakelolakanl
d Jangka qaktu pelaksanaani
c. Hak dan kewajiban para pihak.

7 Pcmbentukan tim swakelola dengan ketentuao:

a. Tim swakeLola dapat terdiri dari:
l) Tim perencanal
), T.m p'l,k.cn,'
3) Tim pengas'as.

b Tim perencana da. titu pengawas yang berasal dari instansi
penanggungtawab anggda, dan lnstansi Pemerintah lain pelaksana
swakelola, diangkat oleh PPK sesuai dengan sttuktur o.ganisasi
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c. Tim pclaksana diangkar oLeh lnstansi Pemerintah lain pelaksana

d. Tugas dan tanggung jawab masing masing tim ssakelola adalah
sebagai berikut:
1) Tim perencana mempunyai tusas dan bertanssung jawab dalam

menrusun KAK, membuat sambar rencana kerja dan/atau
spesillkasi tekris;

2) Tim pelaksana mempunyai tugas dan be.tanggung jarvab dalam
melaksanakan lekerjam sesuai yang diren.anakan, membua!
gamba. pelaksanaan serta membuat laloran pelaksanmn
peke.jaani

3) Tim pengaivas mempunyai tugas dan bertanggunB ja{ab dalam
melaksanakan pcngawasan terhadap pelaksanaao dan pelaPoran,
baik fisik maupun administrasi pekerjaan s\takelola

8. Penyusunan KAK, memuat:

a, Uraian kegiatan yang aLan dilaksmakan melipuli:
1) Latar belakangi
2) Maksud dan tujuanl

4) Sumber pendanaan.

b waktu pelaksanaan peke.jaan yarg diperlukan,

c. Keperlran bahan, jasa lainnra, leralatan/suku cadans dan/atau
tenaga ahli perseorangan secara rinci yang diiabarkan dalaft:
1) Rencana keria bulananl
2) Rcncana kerja mingsuan;
3) Rencana kerja harian.

d. Rin.ian biaya pckcrjaan yang dtabarkan dalam:
l) Rencana biala bulanan,
2) Rencana biaya minsRuan.

e. Produk yang dihasilkan;

t oambar rencana kerja dan spesifikasi ieknis {apabila dipe.lukan).

9. Jadlval Rencana Pelaksanaan Pekerjaan:

a. Tim peren.ana membuar jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan kebuluhan saktu pelaksanaan pekerjaan dalam (AK,
lcrmasuk jadwal pensadaan bahan, jasa lainnya, peralatd/suku
cadang dan/atau tenaga ahli lerseorangan yang diperLukani

b Jad{al petaksanaan pekerjaan adalah waltu dimulainya
pelaksanaan pekerjaan hingga bcrakhirnya pelaksanaan pcke{aani

c. Pembuatan jad$al ren.ana pelaksanaan Pekerjaaa! disusun dengan
mempertimbangkan waktu yang cukup ' bagi pelaksanaan/
pcnyetesaian Pekerlaan.

10 Rincian biaya peke.jaan, tim pe.encana membuat rincian biaya
pekerjen dengan tidak melampaui pagu mggaran yang telah ditetapkan
dalam dokuften ansgaran dan dituang&d dalam RAB, meliputii
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a. Gaji tenaga ahli lerseorangan, upan tenasa kerja dan honor 1im

b. Pengadam balun;
c. Pengadaan dd penggunaao peralatan/suku cadang;

d. Proies pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan

L (r"n ba- re i.an, ^er,c dan cp_sil-16.r rekn."

a. Gambar rencana kerja memuat loy ort, denah, potoncan memanjanc
dan potongan melintang;

b. Spesilikasi teknis disusun mengikuti Pedoman/standa. ydg sesuai
dcngan ydg diperlukan untuk pelaksanaan pekeriaan

l2 e.' . anb p.ngao.an d.. rreb rr Jr d enagc lre-b

a. Dalad hal diperlukan bahan, jasa lainnya, Peralatan/suku cadanA
dan/arau tenaga ahli perseorangan te.lentu, dapat dilakukan
kontrak/sewa tersendiri,sehelum dilakukan kontrar{/sewa, proses
pengadaaonya dilaksanakan sesuai dengm yang ditentukan dalam
dokumen pengadaanl

b Jumiah tenaga ahli lcrseormgan ridak boleh melebihi 500/0 (lima
puluh pcrseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai OPD vang
terlibat dalam kegiatan swakelolal

c. Penyusunan jadwaL re.cana pengadaan diiaksanakan densan
dengan memperhatlkan batas akhir tahun anggaran/batas akhir
elektilnya anggaran.

d. Swakelola tertentu dapat dilaksanakan meLebili 1 (salu) tahun

e. Rencana pengadaan harus memPertimbangkan syarat teknis dan
metode pelaksanaan pekerjaan yang te..dtum dalam dokumen

I Ren.ana kebutuhan tenaga ke.ja harian disusun berdasarkan
rencana pelaksanaan lekerimn.

13. Pembcntukan pokja/peiabat p€nsadaan, bila ULP pada Instansi
Pemerinlah lain pelaksana swakelola belum dibentuk, pokja/pejabat
pengadaan dari ursur inslansi penangeungjawab anggaran dan Instansi
Pemerintah lain pelal<sana sivakelola, diangkat oleh PA/(PA untuk
melakukan pensadaan barans/jasa yang dibutuhkan dalam
pelaksa.aan swakelola.

l.l. Rencana sqakelola, OPD mengumumkan pekerjaan swakelola melaLui
uelrsire dan papan pengumuman resmi untuk Pene.angan umum Fng
dalat diakses masyarakat umum.

P.-aga' 2

Pelaksanam

Pasal 190

(rl Pelaksanaan .encana kerja, tim pelaksana swakeloLa melaksanakd
peke.jaan yang telah disusun perencanaannya, yairu:



a. Melakukan kaji ulans dan pengukuran pada lokasi pekeriaan
berdasarkan sambar re..ana keria;

b. Menskaji ulans jadwal lelaksanaan kerja (s'a.,e) serta jadval
kebutuhan bahan, lasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/auu
tenaga ahli pe.seorangani

c. MenSajukan kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku .adans
dan/atau tenaga ahli perseorangan kepada PPK untuk dip.oses oleh
paniria/pejabat pensadaan;

d. Mcndatanskan dan mensatur tenaea kerja/tenasa ahli perceorangan
unruk melaksanakan keeiatan/pekeiaan sesuai dengan jadival

e Menyusun lapo.an tentmB penerjmaan dan lenggunaan banan, jasa
lainnya, peralatan/suku .adang dd/atau tenaga ahli perseoranganl

L Mcnyusun laporan kemajuan lekerjaan (realisasi nsik dan

(2) Pengadaan bahan, jasa lainnya, leralatan/suku cadans dan/arau
tenaga ahli pcrseorangan:

a Pencadaan bdhan, jasa lainnya, peralalan/suku cadane dan/atau
tcnaga ahli perseorangan dilakukan oleh BLPBJ/lejabat pengadaan
oe odn mengwn.k. r Tloa_ prnedorcn dnB!'5u.1

b. Pengi.iman bahan dapat dilakukan secara berrahap atau
keselu.uhan, sesuai dengd kebutuhan, Lokasi lekerjaan dan
kalasitas penyimpanan

a. Pembayaran upah tenasa kerja yang diperlukan dilakukan:
t) sccara harian berdasarkan dartar hadir pckerja;
2) Dengan cara upah borong.

b Pembaydan gaji tenaga ahli perscorangm (apabila diperlukan)
dilakukan berdasarkan konlrak konsultan perseorangan atau randa
bukti pembayaran.

c. Pemb4aran bahan dan/atau Peralatan/suku cadang dilakukan
berdasa.kan konrak pengadaan barang

d. lnstansi pemerinrah lain dapat mengajukan uang perscdiaan/uans
ftuka kerja atau istilah lain yang disamakan unluk kegiatan beban
sementara dan diPertanggungrawabkan secara berkala, paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diierima.

(.1) Pelaloran kemajuan pekerjaan dan dokumentasi:

a. Laporan kemajum pelaksanaan pekcrjaan dan pcnssunaan
keuangan dilapo.kan oLch tim pelaksana kepada PP( secara berkalai

b. Lapora! kemajuan realisasi fisik dan keuangah dilaporkan oleh PPK

kcpada PA/XPA setiap bulani

c. Pencapaian targel fisik dicarat setiap han, dievaluasi setiap minggu
serta dibuat laporan mingguan agar daPat diketahui aPakah dana
vang dikeluarkan scsuai dengan target fisik yang dicapaii

d, Pencalaian target non nsik dicatar dan dielaluasi setiap bulani



c. Penggunaa,l bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadans dan/atau
renaga ahli pcrseorangan dicatat setiap hari dalam laporan harian;

. Lspor"n bJlJn-n d'o, r' b"rod""rkon lcpo'"r linBguu,
g. Dokumentasi pekerjaan meliputi admiiistrasi dan loto pelaksanaan

pekerjaan, loto dan arah yang sama diambil pada saat sebelum,
."ddnB, ddn .esLoo' d'\rlc\-iMnnv" p\k"'d"n.

(5) Pelaporan .ealisasi pekeriaan, dibuat oleh tim Pelaksana da. dilalorkan
kepada PPK yang be.isi anrara lain

a. S!ruktur organisasi pekerjaan swakelola yang te.dlri dari pembagian
tugas, pendelegasian wewenang dan langgung ja*ab serta
pengkoordinasian pel!ksanaan pekerjaanl

b Persi.lpan pekerjaan ssakelola yang meliPuti kesesuaia. gambar
pelaksanaan dengan Sambar rencana keria, se.ta kebutuhan bahan,
jasa unlnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenasa ahli
Perseoranganl

c. Pelaksanaan pekerjam swakelola yans melipuri kesesuaim jadwal

lelaksanaan pekerjam lerhadap jadival rencana pelaksanaa!
pekerjaan, penyerapan kcuangan, lenycrahan pekerjaan sampai
dengan selesai looo/o (sasaran akhir pekerimn telah lercapai) dan
Llo Lto dokumentasi:

d. Penscunaan bahan, masa lainnya, lemlatan/suku cadans dan/atau
tenaga ahli Perseora.gan.

(6) Penyerahan hasil pekerjaanl

a. Setelah pelaksanaan pekerjaan s$akelola selesai 100% (sasaran
akhir pekerjaan telah lercapai), kctua tim pelaksana menyerahlian
peke.jaan kcpada PPK;

b PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekeiaan selcsai kePada
PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

c. Setelah dilakukan penrerahan pekerjaan, diianjuikan densan proses
penyc.ahan aset sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Paragral3

"_4"":d Dd'lvr'' r'i
Pasal 191

(1) Pengaivasan, pekerjaan swakelola dilakukan oleh tim lenBawas untuk
menga{'asi pekerjaan mulai dari pe.siaPan sampai akhi. pelaksanaan
pekc.jaan swak€lola meliPutil

a. Penga{'asan adminislrasi yang ditakukan terhadap dokumenrasi
pelaksanaan kegiatatr dan Pelapo.an.

b. Pengaqasan leknis te.hadap hasil Petaksaraan pekerjaan unluk
mengetahui realisasi lisik pekerjaan laPangan mcliputi:

1l Pengas'asan terhadap bahan meliputi Pengadaan, pemakaian dan
sisa bahani

2) Pengaqasan terhadap penggunaan pe.alatan/suku cadang untuk
menghindari tumpang tindih pemakaian di lapangani



3) Pensawasan te.hadaP lenscunaan tenasa kerja/ahli agar
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncaoakan

c. Pengawasan keuangan yang mencaLaP cara pembayaran, serta
elisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan

d Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, PPK hms
segera mengambil tindakan.

a. Tim pensawas melakukan evaluasi setiaP minggu terhadap
pelaksanaan pekerjaan, yans meLiPuti:

l) Pengadaan dan penggunaan bahan;
2) Pencadaan dan peDssunaan lenasa kerja/ahlil
3) Pensadmn dan peossunaan peralatan/suku cadans;
4) Realisasi keuangan dan biaya yang dipe.lukani
5) Pelaksanaan lisiki
6) Hasll kerja setia!jenis peke.jam.

b. Da.i hasil evaluasi, tim penga*as oemberikan tuasukan dan
rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkarkan pelaisanaan
pekerjaan slvakelola selanjutnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan swakelola oleh Kelompok Masyarakat
Pelaksana Swakelola

Parag.af 1

Pasal 192

sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapanPersiapan sebagai

I OPD menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakm dengan
.a.a slral{elola, berdasarkan hasil evaluasi aras usulan da.i kelompok

2. Pengadaan barang/jasa hanya diberikan kePada kelompok masyarakat
yang mampu melaksanakan pekerjaan s€cda teknis.

3. PA/KPA bertanggungjawab terhadap lenetapan kelompok masyarakat,
rermasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran swakelola

.1. Pcngadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbeniuk rehabilitasi,
.enovasi dan ko.struksi s€derhana antara Larnl

b. PFmbJ"rcn. p..se. \"n dlo- I' gl''g'n
s. (onsiruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh OPD

untuk selanjutnya diserahkan kePada kclompok masvarakat sesuai
dengan peraturan perundang undangan

6. PPK membuat konrak lelaksanaan pengadm swakelola dengan
pcnancsungjawab kelompok masyarakat.

7. Pembentukan dm srakelola dengan ketentuan:
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a. DiangLat oleh pendggungjawab kelompok masyarakat sesuai
dengan struklur organisasi swakelola.

b. Tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikutl

l) Tim pereocana memlunyai tugas dan bertanggung jawab daLam
menyusun (AK, membual gahbar rencana kerja dan/atalr
spesilikasi .eknisj

2) Tim lelaksana nempunyai tugas dan be.tanggung ja*.ab dalan
melaksanakan pekerjaan sesuai yang direocanakan, membuat
Bahbar pelaksanaan serta membuat lapo.an Pelaksanaan
Pekerjaani

3) Tim penga\ras mempunyai tugas dan ber[anggung jawab dalam
mPlaksanakan pcngas'asan terhadap pelalsanaan dan pelaporan,
baik fisik maupun administrasi pekerjaan swakelola.

a. PenFsunan, KAK memuat:

a. Uraian kegiatan rang akan dilaksanakan meliputi:
1) Latar belakangj
2) Maksud dan tuluani

4) sumber pendanaan.

b waktu pelaksanaan pekerjaan yans diperlukan.

c. Kelerluan bahd, jasa lalnnya, leralatan/suku cadans dan/atau
tenaga ahli perseorangan secara rinci yang drjabdkan dalam:
1) Rencana kerja bulanani
2) Rencana kerja minssuan;
3l Rencana kerja harian.

d. Rincian biaya pekerjaan yans dirabarkan dalaml
1) Rencana biaya bulananl
2) Renca.a biaya mingguan.

e. Produk yang dihasilkan;

a cambar rencana kcr.ja dan spesifikasi teknis (apabila diperlukan).

9 Jadwal Ren.ana Pelaksanaan Pekerjaan:

a. rim swakelola membuat jadwal rencada pelaksanaan pekerjaan
berdasa.kan kebuluhan waktu pelaksanaan leke.jam dahm r'AK,
termasuk jadwal pensadaan bahan, jasa lainnya, Peralatan/suku
cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan yang diperlukanj

b. Jadwal pelaksanaan pckerlaa. adalah waktu dioulainya
pelaksanaan pekerjaan hinssa berakhirnya pelaksanaan pekerjaanl

c. Pembuatan jadval rencana pelaksanaan pekerjam disusun denga,
meopertimbangkd {aklu yang cukup bagi pelaksanad/
pFnlfte.aidn PF"Fnarn

10. Rincian biaya pekerjaan, iim perencana membuat rincian biaya
pekerjaan dengan lidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan
dalam dokumen anggaran dan dituangkan dalam R,AB, meliPuti:

a. Caji tenaea ahli pe.seorangan, upah Lenaga kerja dan honor Tim
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b. Pensadaan bahan;

c. Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku ca.langi

d. P.oses pengadaan dan penceluaran lainnya yang dibutuhkan.
. ca, oE, '_ 'and {Fnr oM so'!lka! ''k,'s

a. Gambar rencana kerja memuat laV our, denah, potongan
memanjans d@ potonsan meLintansi

b, Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang sesuai
dengan yan8 diperlukan untuk peiaksanaan pekerjaan,

12. Renca.a pcnBadaan dan kebuiuhan tenarga ke.ja:

a. Dalam hal diperlukan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang
dan/atau tenaga ahli perseorangan, dapat dilakukan kootrak/sewa
iersendiri dengan m€mperhatikan prinsip-prinsi! dan etika
pensadaan sebagaimana diatur dalam Peratu.an Preslde. Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan
P.esiden Nomo. 4'lahun 2015 teniang Perubahan Keempat Alas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemeintah;

b. Penlusunan jadwal rencana lengadaan dilaksanakan dengan
d€ngan memperhatikan baias akhir tahun angcaran/batas akhi.
elektiinya anesaran;

c. Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarai teknis dan
mctode pelaksanaan pekerjaan yang te.cantum daLam dokumen

d Rencana kebuluhan tenaga kerja harian disusun be.dasarkan
rencana pelaksanaan pckerjaan.

13. Pembentukan panitia/pejabalpengadaan:

a Pdnitia/pejabat pengadaan dianskat oleh penaneeunsjawab
l<elompok masyarakat untuk melakukan pensa<laan barang/jasa
yang dibutuhkd dalm pelalsanaan swakelola;

b. Panitia/pejabat pensadaan diperbolehkan bukan PNS

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 193

(1) Pelaksanaan rencana kerja, tim lelaksana swakelola melaksanakan
pekerlaan yang telab disusun perenca.aannyai yaitu:

a. Melakuka. kaji ulans dan pencuku.an pada lokasi lekeriaan
berd"si-{. n gdabar rFni dnd k'_r:

b. Mcnskaji ulans jadwal pclaksanaan kerja (s @rue) serta iadaal
kcbutuhan bahan, iasa lainnya, peraLatan/suku cadang dan/atau
Enaga ahli perseorangan:



c. Mencajukan kebuluhan bahan, jasa lainnya, peralatd/suku cadds
dm/atau tenaga ahLi perseorangan kepada pendggug jawab
keloftpok masya.akar untuk diproses oleh panitia/lejabar

d Mendatangkan dan mengatur tenaga kerja/te.aga ahli perseorangan
untuk melaksdakan kegiatan/peker.laan sesuai densan jadwal

e. MenFsun lapo.an tentans penerimaan dan penggunaao bahan, jasa
lainnla, peralatan/suku cadang dan renaga ahli le.seo.angan;

t Menyusun laporan kemajuan peker.jaan (realisasi fisik dan

{2) Pensadaan bahan, jasa Lainrya, peralatan/suku cadans dan/atau
tcnaga ahli pcrscorangani

a. Pengadaan bahan, ]asa lainnya, lcralatan/suku cadang dan/atau
tenaga ahli perseorangan diLakukan oleh lmitia/pejabat pengadaan
drnt!n menBgrnJdEn m_'uo_ pengada.n y. nC \e>J4.

b. Pensi.iman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau
keseluruhan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi peke.jaan dan
kapasiras penyimpanan.

a. Petubayaran upah tenaga kerja yang dileiLukan diLakukan secara
harian berdasarkan:
I) Daltar hadir pekerjai
2) Dengan cara upah borong

b. Pembal,aran gali tenaga ahli perseo.angan (apabila diperlukan)
dilalukm bedasarkan kontrak konsultan perseorangan alau tanda
bukti pembaya.an.

c. Pembaydan bahan dan/atau peralatan/suku cadang dilakukan
berdasarkan kontrak pengadaan barang.

d. Penlalu.an dana kepada kelompok masyarakat dilakukaD secara
benahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

l) Diberikan.l0% (empat puluh perseratus) dari keseluruhafl dana
apabila kelompok masyarakat telah siap meLahsmahm
swakelola:

2) Diberikan 30% (tiga puluh perse.atus) da.i keseluruhan dana
alabila leke.jaan r€lah ftencapai 3Oo (tiga puluh perserarus)i

3) Diberikan 30oi (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana
apabila pekerjaan telah men.apai 6070 (enam puLuh perseratus).

(a) Pelapo.an kemajum pekerjaan dan dokumentasi:

a. Laporan kemajuan pelaksdMn pekerjaan dan penggunaan
keuangan dilaporkan oleh kelompok masyarakat kepada PPK secara

b Lapo.an kemajuan .ealisasi lLsik dan keuangan dilapo.karl oleh PPK
kepada PA/ KPA setiap blrlan;
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c. Pcncapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap minggu
serta dibuat laporan minggusn agar dapar diketahui apakah dana
yang dikeluarkan sesuai dengan target nsikyang dicalail

d. Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulani

e. Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku.adans dan/atau
Lenaga ahli perscorangan dicarat setiap hari dalam laporan harian;

I L"por.n bJlJnen d'o' J' bFrdrs"'kdn ldpor"n mrnCCLa r.

g. Dokume!tasi pekerjaan meliputi adminisfasi dan loto pelaksaDaan
pekerjaan, loto dari arah yang sama diambil pada saal sebelum,
\Fdant d6n .e\Lda d's..s"ik. '. )" pF(.ri8"n

(5) Pelaporan realisasi pekerjaan, dibuar oleh kelompok masydalar dan
dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain:

a. Slrukiur organisasi pekerjam srvakelola yang terdiri dari pembagian
tugas, pendeLegasian *ewenang dan langgung jaivab serla
penskoordinasian pelaksanaan pekcriaan;

b. Persiapan pekerjaan s$akelola la.g melipuli kesesuaian gamba.
pclaksanaan dengan gamba. rencana kerja serta kebutuhan bahan,
jasa lainnya, peralatan/suku cadans dm/arau teoasa ahli
pcrscorangani

c. Pelaksanaan pckerjaan $vakeloLa yans meliputi kesesuaia! jadtal
pelaksanaan lekerjaan te.hadap jad$al rencana pelaksanaan
peke.jaan, penyerapan keuansan, penyerahan pckc.jaan sampai
densan selesai IOO'/o (sasara. akhn pekeiaan ielah tercapai) dan
loto-loto dokumentasii

d. PengsunMn bahan, jasa Lainnya, peralatan/suku cadans dan/atau
tenaga ahli perseorangan.

(6) Penyerahan hasil pckerjaan:

a Setelah pelaksdMan pekerjaan sivakelola selesai 100o/o (sasaran
akhir pekerjaan ielah tercapai), penanegungtawab kelomPok
masyarakat menyerahkan pekerjaan kepada PPKI

b. PPK menye.ahkan p€k€rjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada
PA/KPA melalui BenhAcara Serah Terima Hasil Pekerjaanl

c Setelah {:lilakukan penyerahan pekcrjaan, dilanjurka. dengan Proses
penycrahan aset sesuai dengan peraruran perundang-undanSan.

Paragraf 3

PFng"wa\" ddn i \"lJ-.i
Pasal 194

(l) Pencawasan, pekerjaan ssakelola dilakukan oleh tim pengawas untuk
mengarvasi pekerjaan mulai dari pe.siaPan sampai akhir pelaksanaan
peke.jaar svakclola meliputi:

a. PenBaivasan administrasi ymg dilakukan terhadap dokumentasi
pelal<sanaan kegiatan dd pelaloran.

b. Peneasasu leknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk
mensetahui reaLisasi fisik pekerjaan lapangan meliputi:



l) Pengaivasan lerhadap bahan meliputi pengadaan, pemakaian dan
sisa bahan:

2) Pcnga{'asan te.hadap penBgunaan peralatan/suku cadang untuk
menghindan tumpang tindih pemakaian di lapagan;

3) P€nsawasan terhadap penssunaan tenaga kerja/ahli asar
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan.

c. Pengawasan keuangan yang mencaku! cara pembayaran s€rta
efisicnsi dan etektilitas penggunmn keuangan.

d Apabila dari hasil pengawasd ditemukan penyimpangan, PPK harus
segera mengambiL tindakan.

a. Tim pengawas oelakukan evaluasi setiap min88u terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang meliputi
l) P.ngadaan dan penggunaan material/bahanl
2) Pengadaan dan penssunmn tenaga ke.jalahli;
3) Pengadam dan penBsunaan leralatan/suku cadangi
:l) Realisasi keuansan dan biaya yang diperlukani
s) Pelaksanaan isik;
6) Hasil kerja setiapjenis pekerjaan

b. Dari hasil evaluasi rersebut, penanggungiaivab memberikan
masukan dan .ekome.dasi untuk memperbaiki dan meningkatkan
pelaksanaan pekerjaan ss'akelola selanjutnya

BAB IX

PENGGUNAAN BAR,{NG/JASA PRODUKSI DALAM NEGER]

Bagian Kesatu

Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

Pasal 195

(1) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, oPD r'ajib:

a. Memaksimalkan penggunaan ba.ans/iasa hasil produksl dalam
ncgerii termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam
pengadaan barans/jasa;

b. Memaksimalkan penssunad penyedia barans/jasa nasional;

c. Memaksimalkan penyediaan paket-paket Pekerjaa. untuk Usaha
Mik.o dan Usaha Kecil serta koperasi kecil,

(21 Itewaiiban OPD sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan pada
sctia! tahapan pengadaan barang/jasa, mulai dari persiapan sampai
densan be.akhnn]a pe{anjian/kontrak.

(3) Pe.janjid/konrak wajib mencantumkan Persyaratan penggunaan:

a. Standar nasio.aL Indonesia atau standar lain vang berlaku
dan/atau sianda. internasional yang selara dan direiapkan oleh
insransi terkait yang beflvenangl

b. Produksi dalam nege.i sesuai dengan keftampuan industri nasional;

c. Tenaga anli dan/atau penyedia barans/jasa dalam nesen.



(4) Pendayagxnam produksi dalam negen lada lroses lengadaan barang/
tasa dilakukan sebasai be.ikut:
a. Kelen$an dan sya.at penggunaan

dlmuat dalam dokumen pengadaan
hasil produksi dalam negen
dm dijelaskan kepada semua

b. Dalam proses evaluasi pengadaan baranc/jasa harus direli( sebaik
baiknya agar bcnar benar merupakan hasil produksi dalam negei
dan bukan barang/jasa impo.yang dijuaL.li daLm negerii

c. Dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan barmg/jasa
produksi dalam neseri berasal dari impor, dipilih barans/jasa yang
memlliki komponen dalam negeri paling besa.;

d. Dalam mcmpcrsiapkan pengadaa, barang/jasa, sedapat munekin
disunakan stardd nasional dm memperhatikan kemampuan atau
potcnsi nasional

ls) Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa diupayakan asar penyedia
barans/jasa dalam nese.i be.tindak sebasai penyedia barang/jasa
utama, sedangkan lenyedla barang/jasa asing dapat berperan sebagai
sub penyedia barang/jasa sesuai densan kebutuhan.

(6) Penssunaan tenasa ahlj asinc yanc keahliannya belum dapaL dileroleh
di lndonesla, harus disusun berdasarkan keperluan yang nyata dan
diusahakan secara lerencana untuk semalsimal mungkin te.jadinya
pe Sd'icdn \.aL li". pcdl .cndB6 lrr a lnoone na.

(71 Pengadaan barang yang terdiri atas bagian arau komponen dalam neseri
dan bagian atau komponen yang masih harus diimpo., dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikutl
a. Pemilahan atau pembagian komponen harus benar bena.

mence.minkan bagian atau komponen !ang telah dapat diproduksi
di <lalan nese.r dan bagian atau komponen yang masih harus

b. Peserta penga.laan di{ajibkan membuat daitar bardg yang diimpor
yang dilengkapi dcngan spesifikasi leknis, jumlah dan harga yang
dilahpirkan pada dokumen penasaran.

(8) Pengadaan peke.jaan terintcgrasi yang terdiri atas bagian atau
komponen dalam negeri dan baeian alau komponen yang masih ha.us
diimpo., dilakukan dengan ketentuan sebagai berikutl
a Pemilahan atau lembagian komponen harus benar-benar

mencerminkan bagian atau komponen yanE telah dapat diproduksL
di dalam ncgcri dan bagian atau komponen yang masih harus

b. Pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapai
mJn8krn d.lakLkan di d"lam nrsen'

c. Peserta pengadaan disajibkan membuat daltar barang yang diimpor
yang dilengkapi dengan spesifikasi tcknis, luolah dan harga yang
dilampi.kan padadokLrmen pcna\!aran.

(9) Pencadaan barang impor diftunekinkan dalam hal:

a. Barans tersebut belum dapat diproduksi di dalam neserii



b. Spesifikasi reknis barang yang dip.oduksi di dalm negeri b€Lum
memeouhi persyaratani

.. Volude !.oduksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebuiuhan.
(10) Penyedia ba.ang/jasa yans melaksanakan pengadaan barans/jasa yang

diimpo. langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan
yang ada di dalam neseri.

Pasal 196

(l) Penggu.aan produk dalam negeri sebagaima.a dimaksud dalam Pasal
195 ayat (1) hurui a, dilakukan s€suai besaran komponen dalam negeri
pada seriap baranc/jasa yang ditunjukkan densan nilai rinskat
(omponcn Dalam Negeri (1XDN).

(2) Produk dalam negen wajib digunakan jika te.dapat penredia ba.ang/
jasa rans menarvarkan bara.s/jasa densan nilai TKDN ditambah nilai
Bobot Manlaat Perusahaan (BMP) paling sedikir 40% (empat puluh

(3) Pcmbatasan penalvaran produk aslng yang dituaksud pada ayat (2)
apabila terdapat paling sedikit I (saru) produk dalam negeri dalao dattar

'nvenrarisasl 
barans/jasa produk dalam neseri densan nilai TKDN paling

sedikit 25% (dua puluh lima perseratus), dan paling sedikit 2 (dua)
produk dalam negerl dalam dartar inle.tarisasi barans/jasa produksi
dalam negeri denean nilai T(DN kurang dari 25% (dua puluh lima

(4) Pelaksmaan pensadaan barans/jasa sebasaimana dimaksud pada ayar
(3), hanya dapai diikuli oleh barang/jasa produksi daLm negeri
sepanjanc barans/jasa lersebu! sesuai densan spesifikasi tek.is yans
dipe.syaratkan, ha.ga yang eaja. dan kemampuan lenyeraha. hasil
Pekerjaan dari slsi $'akiu maupunjumlah.

ls) TKDN mensacu pada dartar inventarisasi barans/jasa produksi dalam
negeri yang diterbltkan oleh KetuenteriaD yang membidangi urusan

(6) KeLentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan
ymB ditetapkm oleh Mentei yang membidangi urusan lerindustian
dengan tetap berpedoman pada iata nrlai pengadaan barang/jasa
sebagaimana diatur dalam Pcraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
sebagaimana telah dirubah bebe.apa kali rerakhir dengan Peraruran
Presider Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pe.ubahan Keempat atas
Pc.aruran Presiden Nomo. 54 Tahun 2010 tentmB Pengadaan
BaranA/Jasa Pemerintah.

Bagia. Kedua

Prelerensi Ha.ga

P.:dl '97

(l) Prelerensi harsa untuk barang/jasa dalam negen diberlakukan pada
pcnsadaan ba.arg/jasa yang dibiayai pinjamd luar negeri oelalui
pelelangan inte.nasionaL.



(2) PrelereDsi harca untuk barans/jasa dalm neseri diberlakukan pada
lengadaan barang/jasa yang dibiayai rupiah murni tetali hanya berlaku
untuk lengadaan ba.ang/jasa bemilal di atas RP 1.000.000,000,00
(satu miliar rupiah).

(3) Prererensi harsa untuk barans/jasa dalam negeri sebaeaimda
dimaksud pada ayat 12) be.laku te.hadap produk yang diprioritaskan
un(uk dikembangkan, yang ditetapkan oleh Menteri yang
menyelengga.akan urusan peft erintahan di bidang perinduslrian setelah
mendapar perrimbangan dari menteri/pimpinan lembaga teknis terkair.

(4) Prelerensi harsa hanya diberikan kepada bdans/jasa dalam neseri
dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua luluh lima

(5) Barang produksi dalam neseri sebasaimana dimaksud pada ayai (a),
tercantum ddlatu daltar barang produksi dalam negeri yang dikeluarkan
olrl \4_n'_-iy'aSr _ib'da S' a.dpe'ind .'ri"n.

(6) Prelerensi harga untuk barang produksi dalam negeri paling ringgi 15olo

(lima belas perseraius).

17) Prererensi harsa untuk pekerjaan konstruksi yans dike.jakan oleh
kontrakror nasional adalah 7,s% (tujuh koma liha perseratus) di atas

d.3d pr. .rd'.n'-'enao d", kon'ck,or d..ns
(81 l-larga evaluasi akhi. dihnung dengan keientuan sebagai berikut:

a. Prererensi terhadap komlonen dalam negeri baranS/ jasa adalah
dngkar konponen dalam negeri dikalikan lreferensihargai

b. Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penas,aran
yang telah memenuhi persyaratan adminisfasi dan teknis, termasuk
koreksi aritmatik;

c. Perhirungan harga evaluasi akhir adalah sebagai berikur:

HEA

,1\
HEA = l1+ Kil HP

- Harga Evaluasi Akhi..

= (oefisien Prelerensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri
(rkD\, d ' a P'e--.\r'-'rir'BB.B.rcng o.c.

= Harga Pena*aran (Harea Penarvaran yang memenuhi
persyarataD lelane dan telah dievaluasi).

(9) Dalaft hal terdapat 2 (d!'a) alau lebih penas,aran dengan HEA yang
sama, pena{Er dengan TKDN terbesar adalah sebagai Pemenang.

(10) Pembenan Prelerensi Harca sebagaimana dimaksud pada ayai (1), iidak
mengubah harga penarvaran dan hanya digunakan oleh Pokja
pengadaan untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkd
p"r inBLd' p'men"ne pelel. r8"' /5rl_k"
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Bagian Ketiga

Pen8a*asan PenBgunaan Produksi Dalam Nege.i

Pasal 194

(l) APIP melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan
produkii daiam neseri dalam pengadaan barans/jasa untuk keperlum
instansinya masing masing.

(2) APIP segera helakukan langkah serta tindakan yans bersirat kuratil/
pe.baikan, dalam hal terjadi ketidaksesuaian dalam lenggunaan
prodlrksi dalam neeeri, termasuk audi! teknis lte.hnical audit)
berdasarkan dokumen pensadaan dan ko.trak pengadaan barans/jasa
yang be.sangkutan.

(3) Dalan hal hasil pemeriksaan sebasaimma dimaksud pada ayat (1),
menyatakd adanya ketidaksesuaian dalam leiggunaan barang/lasa
produksi dalam negeri, penyedia barang/jasa dikcnakan sanksi sesuai
dengan Peratu.an Presiden Nomor 54 lahun 2010 renrang Pengadaan
Barang/Jasa Peme.nrtah sebagaituana telah beberapakali diubah
rc.akhir dcngan Pcrarura. Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentans
Pe.ubaharl Keempat Atas Peratu.an Presiden Nooo. 54 Tahun 2ol0
rentans Pensadaan Barane/Jasa Pemerintah.

(41 PPK yans menyimpans dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai
densan ketentuan peraturan perundaig-undansan.

BAB X
PERAN SERTA USAHA KECIL

Pasal 199

(i) DaLm pensadao barans/jasa, PA/KPA wajib memperluas peluanB
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.

(2) Dalam proses pe.enca.aan dan pengangga.an kegiatan, PA/KPA
mengarahkan dan menetapkan besaran pengadaan bara.g/jasa untuk
Usaha Mik.o dan Usaha liecil serra koperasikecil,

13) Nilai paker pekerjaan pengadaan barans/lekerjaan konstruksi/jasa
lainnya samlai densan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratusjlrta
rupiah), dipeantukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serla koperasi
kecii, kecuali untuk paket pekerjaan yang oenuntut kompetensi teknis
yang tidak dapat dipenuhi olch Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta

la) Pengatumn sebagaihana dimaksud pada ayat (3) untuk pensadaan jasa
konsulransi di bldan8 konstruksi, diaerapkan oLeh Menteri yang
ftelakukan tugas pembinaan di bidans jasa konstruksi setelah
dikonsultasikan kepada L(PP.

(5) Pe.luasan peluang Usaha Mikro dan Usaha xecil serta kolerasi kecil
melalui persadaan barans/jasa dirctapkan sebagai berikur:

a Setiap a$,al tahun aigga.an, PA/KPA membuat rencana pengadaan
barans/jasa dcngan sebanyak munskin me.Iediakan paket-Paket
peke.jaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Itecil serla kope.asi kecill

b. PA/KPA menyampaikan pal<et pek€.jaan kepada instansi yanB
membidansi usaha Mikro darl Usaha Kecil serta kope.asi kecil.



(6) Pcmbinaan t,saha Mikro dan Usaha Kccil serta koperasi kecil melipuri
upaya unluk meningkatkan pelaksanaan kemirraan antara usaha non-
kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di
linskunsan instansinya.

(4)

tj)

, BAB XI

KONSEP RAMAH LINCKUNGAN

Pasal 200
(onsep ramah Lingkungan merupal{an suatu proses petuenuban
kebutuhan barang/jasa OPD, sehingga keselu.uhan tahapaD lroses
pengadaan dapat memberikan manfaat bagi oPD dan masya.akat serta
perekonomi!n, dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.
(onsep F€ngadaan .amah llngkungan daPat diterapkan dalam dokumen
pemilihan berupa persyararan-persyaratan lertenru, yang ftengarah
pada pemanfaatan sumber daya alam seca.a aril dan mendukung
pclestarian lungsi lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik

Pengadmn barang/jasa yang ramah lingkungan scbagaimana dimaksud
pada ayar (2), dilakukan dengan mempcrhatikd efisiensi dan elektifitas
pensadaan (uatue Ja. tuane!).

BAB X]I

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SANKSI

Bagian Pertdtua

Pengendalian

Pasal 201

(l) OPD dilarans melakuka. pengutan dalam ben.uk aPaPun dalam
pelaksanaan pensadaan ba.ang/jasa.

(2) Pimpinan OPD s,ajib melapo.kan secara berkala pe. dwulan realisasi
pangadaan barang/jasa kelada Bupati melalui BLPBJ.

(3) Bupati melalui BLPBJ melaporkan secara berkala per semeste..eallsasi
pengadaan baranc/jasa kepada LKPP.

(4) Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada
PA/KPA/ PPK/Pokja/Pejabat Pensadaan/PPHP/PPSPM/Bendaha.a/APIP
dalam menshadapi permasalahan hukum dalam lineltuP Pengadaan
Ba.ang/ Jasa Pemerintah.

(5) Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran Persaingan usaha,
pelala.an hukum sebagaiftana dimaksud lada aya! (l) hanya diberikan
hingga tahap penyelidikan.

B.g d Ked i"
Pengaivasan

Pasal 202

Pemerhtah Daerah sajlb tuelakukan pengawasaD terhada! PP( dan
Pokja/Pejabat Pensadad di linskunsan oPD, dan tuenusaskan apa.ai
pensaivasan intern (APIP)untuk melakukan audit sesuai dengm ketentuan

(6)



Bagian Ketiga

Pengaduan

Pasal203

lll Dalam hal penye.lia barang/jasa atau masyarakat menemukan indikasi
penyimbansan prosedur, korupsi, kolusi nePotisme dalam pelaksanaan

lensadaan barang/jasa pemerintah dan/atau Pelanggaran Persainsao
yani sehat dapat mensaiukan pensadua, alas proses pemilihan
penyedid barang/lasa.

r-r Pene"d' dn 'Fo"e-ir J' d d.m. {qud laod d}" ' I d'u L'.' lFP8d" cPlP

-n; bprs"narJ.n da' /".8U -^PP. dF_r'". o' lrr' b rk'. k'r' \dns
ierlait lanssung dengan materi pengaduan

.J. pDIP don hP' seoaCdim".a ormaksLd pdoa dv"r rzr '"'u. d'-gan
l€nrut' p"rsaou€n v"rB d.rnggao b"r"l€$n

la) Hasil d;dak lanjut pensadua! yang ditakukan APIP sebasaimana
.limaksud pada alat (3), dilaPorkan kepada Bupati, dan dapat
dilaporkm kepa.la instansl yanc berivenang dengan PersetuJuan Bupati,
dalam hal diyakini te.dapat indikasi korupsi, kolusidan rclotisme vang
akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP da!

(5) lnstansi ya.g beruenans dapat menindaklanjuti pensaduan setclah
kontrak dnandatansani dan terdapai i.dikasi adanva kcrugian Ncgara.

Bagian KeemPat

Penyelenggaraan it/isileDlodi4g Svstem

Pasal20:l

(11 Pemerintah Daerah menyeLenssarakan whistleblouer fustem untuk
demproses lengaduan yane dimanfaatkan oleh li/histlerbloo€r untuk
meneadukan dugaan peleyelenggaraan di bidang pengadaan

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelengCaraan WhistlebLouer Slstem' ' 
sebagaioana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peratur@ Bupati
deng;n berpedoman kepada Peraturan Kepala Lembasa kbijakan
Pengadadn Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 201'l rentanB
Matieb?ouing Susiem Pengadaan barang/Jasa Pemeriniah, vang t€lah
dirubah dcngan Pcraturan KcpaLa lembaga Kebijakan Pengadaan
Barans/Jasa Pemeriniah Nomor 11 Tahun 2015 tentans Perubahan
Alas Peratu.an (epala Lembaga IGbijakan Pengaddn Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 11 'lahun 2014 tentang Whisrlebiouing Svstem
Pensadmn barans/Jasa Pemerintan

Basian Keiima

s"-1.,
PasaL 205

(1) Perbuatan atau iindakan penyedia barmg/jasa vang dapat dlkenakan



t37

a. Berusaha meopensaruhi Pokja/Pejabat Pengadaan/Pihak lain yang
benenang dalatu benluk dan ca.a apapun, baik langsung maulun
tidak langsung guna memenuhi keinginannya yaog berientangd
dengan ketentuan dan prosedur yang teiah ditetaPkan dalan
dokumen pengadaan/kontrak, dan/aiau ketentuan Perarulan
perundang undangani

b. Melakukan persekongkolan deflgan penyedia barang/jasa lain untuk
mengatur harga penarvaran di luar Prosedur pelaksanaan pengadmn
barang/jasa, sehingga mensuransi/menshatubavmemperkecil dan/
aiau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang

c. Membuar dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau kelerangan
lain lang lidak benar untuk memenuhi Persyaratan Pengadaan
baranc/jasa yang ditentukan dalam dokumen pcnsadaan;

d. l\,lengundu.kan diri seleiah batas akhir pemasukm penarvaran atau
mengundurkan diri da.i pelaksanaan kontrak dengan alasa. yang
tidak dapat dipertanggunetawabkan dan/atau lidak dapat diterima
olch Pokj a/ Pej abat Pcnsadaan;

e. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan konfak secara
bertaneeung jaivabi dan/atau

L Be.dasarkan hasiL pemeriksaan APIP te.hadap pemenuhan
penggunaan produksi dalam .egeri dalam Pengadaan bdmB/jasa
uotuk keperLuan instlnsinya masing masing, ditemukan adalva
ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam

s. Ditemukan penipuan/pemalsuan atas inlormasi yang disampaikan
penyedia ba.ang/jasai

h DilaLukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang
disebabkan olch kesalahan penyedia barans/jasai

i. Tidak bersedia menandatansani Berita Aca.a Se.ah Terima Akhi.

j. Terbukti terlibat kecuransan dalam penguduman lelanS;

k. Dalam evaluasi ditemukan bukh adanya persaingan usaha vang
tidak sehat dan/arau teriadi pensaturan bersama (kolusi/
persekongkolan) antd peserta, dan/atau Peserta densan Pokja/
Pejabat Pengadaan/PP(i

I Dalam klarilikasi kewalaran ha.8a, penyedia barane/jasa menolal
menaikkan nilai jaminan pelaksanaan untuk lenawaran di bas'ah
a0% HPSI

m Hasil pembukaia. kualnkasi ditemukan pem'lsrr2n d'ta:

n. Menolak Surat Penunjukan Penycdia BaranslJasa (SPPBJ) dengan
alasan yang ridak dapal diterima secara obvrl I ir 'lch PP( I

o Mcngundurkan diri dan masa penasarannya masih berlaku dengan
alasdn yans tidak dapat diterima secara obyektiloleh PP(i



p. Menawa.kan, menerima atau menjanjikan untuk membe.i atau
menerima hadiah atau imbalan berula apa saja aiau melakukd
tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui
atau palut dapat diduga berkaitd dengan pengadaan barang/jasa;

q. Tidak memperbaiki atau mengganti barang akibat cacat mutu dalam
jangka waktu yang diteniukd;

r. 'ridak henindaklanjuti hasil rekomendasi audlt Badan Pemeriksa
Keuangan/APIP yans mengakibatkan timblrlnya k€rusian keuangan
negara; dan atau

s. Te.bukri melakukan Penyimpangan p.osedur, koruPsi, kolusi dd
nepotisme, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pencadaan baranc/jasa.

12) Perbuatan sebacaimma dimaksud Pada ayar (1), dikenakar sanksi

a. Sanksi adminisrralil:
b. Sanksi pencanruman dalam Daftar Hitam;
c. Gugatan secara perdatar dan/atau
d. Pelaporan secara pidana kelada pihak beMenang.

(3) Pcmbenan sanksi sebasaimana dimaksud pada ayat (2) hurul a,

dilakukan oleh PPK/Pokia/Pelabat Pensadaan sesuai dengm kelentuan

(4) Penberian sanksi sebasaimana dimaksud pada ayat 12) hurul b,
dilakukan oleh PA/(PA setelah mendapat masukan dari PPK/
Pokja/Pejabat Pensadaan sesuai densan ket€ntuan.

(a) Ketentuan sebasaimana diftaksud lada ayat (2) hurur c dan hurui d,
dilakukan sesuai dengan pcratumn perundang_undangan.

o, Apdo ' dir^T. *sn P'nior"_ Der"l" bn a ". .o,md'. trnB
disampaikan penyedia barans/jasa, dikenakan sanksi pembataLm
scbagai calon pemcnang, dimasukkan dalam Daltai Hiram dan jaminan
Deneadaan barans/jasa dicairkafl dan disetorkan ke kas nesara/daerah

(7) Alabila icrjadi pelmsBaran dan/atau kecuransan dalam proses

Pensadaan Bdans/Jasa, mal<a Pokja:

a Dikenakan sanksi administ.asii
b. Dituntut ganti rugii dan/aiau
c. Dilapo.kan secara pidana.

PasaL 206

Perbuatan arau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 avat (1)

hurul l, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203
a aL (2) hurura dan hururb, dikenakan sanksi finansial

Pdsal 207

Selain pcrbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203
a!a! (rl, penye.lia barans/jasa yans terlambat menvelesaikan pekerjaan
d;lan jangka ivaktu sebagaimana diietapkan dalam konrak karena
kesalahan penyedia barang/jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar
I / looo (saiu perserlbu) dari nilai konirak atau oilai basian kontrak untuk
seriap Iari keterlambatan.



139

Pasal20a

l(onsuttan Derencana yans tidak cemat dan mengakibatle kerugian
negara, dikenakan sanksi berupa kehmsan m€nltsun kembali
percn.anad dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan,
dan/atau tuntutan ganu .ugi.

Pasal209

PPK yang melakukan cidera ianji terhadap ketentuan vang termuat dalam
Konr.ak, dapal dimintakan ganli rugi dengan ketentuan sebagai berikutl

a Besa.nya ganti rugi yang dibaya. oleh PPK atas keterlambatan
pembaiaran adalah sebesar bunga lerhadap nilai tagihan vang terlambat
:libaya., berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu
menurui \etetapan Bank lndonesiai atau

b Dapat dibeikan kompensasi sesuai ketentuan dalam kontral

Pasal210

Dalao hal terjadi kecurangm dalah pengumuman pencadaan, sanksi
diberikad kcpada mssota Pokja/Pejabat Pengadaan sesuai peratu.an
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Pencantuman Dafta. Hiram

Paragral I

Pe.buaran yang Dikenakan Sanksi Pencantuman Dalam Dafta. Hltam

Pasal 2 t I
(l) Pensenaan sanksi pencantuman dalam Daitar Hiram diberikan kepada

Penyedia Bara.g/Jasa smt proses pemilihan dan/atau Peiaksanaan

(2) Pcnyedia Bara.e/Jasa dikenakar sanksi pencantuman dalam Dalrar

a Berusaha mempensaruhi Pokja/Pe.jabat Pensadaan/ Pihak lain vans
befllenang dalatu beniuk dan cara apapun, baik langsung maupun
tidak lanssuns guna memenuhi keinginannya yang bertentangan
dengan ketentuan dan prosedur yang teLan ditelapkan dalam
Dokumen Pensadaan/(ont.ak dan/atau kerentuan Peraiuran
Perundang-undangan;

b. Melakukan pe.sekongkolan dengan Penyedia Ba.ang/Jasa lainnva
untuk mengatur Harga Penawarar di luar p.osedur pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa, sehinssa menguransi/menshanbav
meoPerkecil dan/atau meniadakan persaingan vans seha! dan/atau
me.ugikan orang lain;

c Membuat dan/atau menvampaikan dokumen' dan/ atau keterangan
lain yans tidak benar untuk nemenuhi le.svaratan Pengadaan
Barang/Jasa yanC dilentukarl dalam Dokuften Pengadaan;

d. Mengundurkan diri selelah balas akhi pemasukan penaivaran
dengan alasan yang tidak dapat diPertdggungjawabkan dan/atau
tidak dapat diterima oleh Pokja/Pejabar Pensadaan;



e. Mengundurkan diri dari pelalsanaan kontrak dengan alasan Iang
tidak dapat dipe.ranggu.Cjas,abkan dan/atau tidak daPat diterima

L Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara
bcrtanssus j a* ab;

g. Berdasarkan hasiL lemeriksaan APIP terhadap pemenuban
penggunam produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa
ditemukan adanya ketidaksesuaian daLam Penggunaan Ba.ang/Jasa
produksi dalam nege.i;

h. Ditemukan penipuan/pemalsuan atas inlormasi va.g disdpaikan
Penyedia Ba.ang/Jasa;

i. DiLakukan pemutusan kontrak se.da sepihak oleh PPX vdB
disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasai

j. Tidak bersedia menandatangani Berita Acara Serah 'lerima akhi.

k. Terbukti rerlibat kecu.anga, dalam Pengumuftan peielangani

L Dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persainsan usaha vang
tidak sehal dan/arau teriadi peneaturan bersama (kolusi/
persekonekolan) antar peserta, dan/atau pesefta dengan Pokja/
Pejabat Pensadaan/PPIIi

m. Dalam klarifikasi ke\,ajaran ha.ga, Penyedia Barans/Jasa menolak
menaikkan nilai jaminan Pelaksanaan untuk penawaran di bawah

n. Hasil pembuktian kualifikasi diiemukan pemalsud data;

o. Menolak surat Penunjukan Penyedia Barane/Jasa (SPPBJ) deosan
alasan yang tidak dapat diterima secara objcktiloleh PPK;

p, Mcngundurkan diri dan masa penawarannya ftasih berlaku dengan
dlasan yang tidak dapat direrima sccara objektifoleh PPK;

q M.na{a.kan, menoima, atau menjanjikan untuk memberi atau
menerima hadiah atau imbalan berupa aPa saja atau melakukan
lindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapunyang diketahui atau
paiut dalat diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasal

r. Tidak meftperbaiki arau m€nsgalli barang akibai ca.at muiu dalam
jangka {aktu yang ditcn!ukani

s. fidak menindaklanjuti hasil rekomendasi audii Badan Pemeriksa
Keuangan/APIP tans mengakibatkan limbulnya kerugian keuangan
Negaraidan/atau

t. Terbukti melakukan penyimpangan Prosedur, korupsi, kolusi
ncpotisme, dan/atau pelanggaran pcrsainean sehat dalam
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Parogr"t'
Sanksi Pencantuman Dalam Dafta. Hiiam

Pasal212

(l) Pcn)cdia Barang/Jasa lang melakukan lerbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 211 ayat (2) dikenakan sanksi pencantumd
dalam Daftar Hnam selama 2 (dua) tahun.



(2) seluruh Penyedia Btrds/Jasa yaos bersabung dalm saru konsorsi\trm/
kemitraan dikenakan sanksi pencantumm dalam Daftar Hitam apabila
ftelakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2r 1 ayat (2).

(3) Sanksi pencantuman dalam Dallar Hitah yang dikenakan kepada kantor
pusar .perusahaan berlaku jusa unruk selurub kantor cabanc/
penvakilan perusahaan,

(4) Sanksi pencantumm dalam Daltar Hitam yang dikenakd kepada kdtor
cabaos/pe akilan perusahaan be.laku jusa untuk kmtor cabmg/
peRakila. lainnya dan kantor pusat perusahaan.

(5) Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam yang dikenakan kepada
perusabaan induk tidak be.laku untuk anak perusahaan.

(6) sanksi p@cantuman daLam Dafta. Hitam yang dikenal<e kepada anak
perusahaan tidak be.laku untuk perusahmn induk.

Paragral3
Pihak yang Berwenang Menerapkan Sanksi Pencantuman

Dalam Datar Hitam

Pasal213
PA/KPA beNenang menetapkan smksi pen.antuman dalam Daltar Hitam
kepada Penyedia Barang/Jasa melalui Surat Keputusan Penetapan sanksi
Pencantuman dalam Daltar Hitam.

Parag.at 4

Tala Cara Pengenaan Sanksi Pencantuman Dalam Daltar Hitam
Pasal 214

Tata cara pengedaan sanksi pencantuman dalam Daltar Hitam dalam
pengadaan harang/jasa peherintah mengacu kepada Peraturan (epala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemennhh Nomor la'rahun
201.1 tentang Dattar Hitah Dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

BAB XIII
KETEN'IUAN LAIN.L"AIN

Pasal215
Ketentuan lebih lanjur mensenai mekanisme lroses pemitihan pen edia
ba.ang/jasa, .ontoh lormulir pemilihan penyedia barane/jasa, dokumen
pensadaan barane/jasa, dan standar kontrak berpedoman kepada
kerenruan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

P-,al216
Pctunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Peme.intah ini berlaku
uniuk Tahun AngBa.an 2016
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Pasal217

Perdrl-an BuDr,. rnr mul"r bFrl"k' pada tanEgsl dru'd.ngk4n cgar <errp

o'".e rensd;nJinJa, memer-..n^an DergundrlEdn Pera'uran BLpa i in;

aene; periimpatannya aaram Berita Daerah (abupaten cianjur'

Dietapkan di Cianjur
pada tanggal 8 Desember 20i5
BUPA'II CIANJUR,

TJETJEP MUCIiTAR SOLETI

DAERAH
CIANJUR,

L MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR 37
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